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ABSTRAK 


Penelitian pemanfaatan dan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya perikanan perairan 
umum daratan telah dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2009, bertujuan untuk 
mengetahui pemanfaatan dan nilai manfaat langsung non ekstraktif perikanan yang dapat diperoleh dari 
keberadaan lubuk larangan serta pengelolaannya dari aspek biaya, pelaku serta aktivitas pengelolaan 
lubuk larangan. Metode biaya perjalanan (travel cost method) digunakan untuk mengetahui manfaat lubuk 
larangan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan tekstual, hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat 
langsung non ekstraktif perikanan lubuk larangan Lubuk Panjang adalah sebesar 3,95 milyar rupiah per 
tahun yang diperoleh dari besarnya surplus konsumen dari kegiatan pariwisata. Biaya pengelolaan lubuk 
larangan terdiri dari biaya investasi sebesar Rp. 97.201.300,- yang dikeluarkan pada tahun 2007 dan biaya 
operasional sebesar Rp. 12.650.000,- per tahun. Pengelolaan lubuk larangan Lubuk Panjang secara teknis 
sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat yang tergabung dalam wadah kelompok masyarakat 
pengawas POKMASWAS, sedangkan pemerintah (pusat dan daerah) serta masyarakat secara umum 
melalui kelembagaan adat setempat berperan sebagai pengawas. Peran serta masyarakat dalam 
pengelolaan kawasan konservasi diharapkan dapat mengurangi biaya pengawasan yang dibebankan 
kepada APBD maupun APBN. Pemanfaatan lubuk larangan yang telah berkembang menjadi objek wisata 
diperlukan peraturan yang jelas mengenai batasan-batasan antara kegiatan wisata dan konservasi. 


Kata kunci : pengelolaan perikanan, kawasan lindung 


Abstract : Utilization and Management of Fisheries Resources Conservation Area. (Case Study In 
Lubuk Larangan Lubuk Panjang, Barung-Barung Belantai Village, Pesisir Selatan District, 
West Sumatra). By Maulana Firdaus and Yesi Dewita Sari. 


Research on utilization and management of fisheries resources conservation area was conducted 
during March to August 2009 to understand utilization status and non-extractive direct use of fishery from the 
fisheries resources conservation area (lubuk larangan, literally mean restricted fisheries pool) Lubuk 
Panjang, Barung-Barung Belantai Village, Pesisir Selatan District, West Sumatra. This research analyzed 
cost aspects, actors and management activities. This research used travel cost method to determine the use 
value from the fisheries resources conservation area. Non-extractive direct use of fishery in research area 
provided 3.95 billion rupiah annually from a large numbers of consumer surplus from tourism activities. 
Management costs for running tourism activities include investment cost in 2007 (IDR 97,201,300) and 
operational cost (IDR 12,650,000 annually). Fisheries resources conservation area is under the 
management of community surveillance group (POKMASWAS) Lubuk Panjang with controlling function 
from village government and local community representative. By encouraging community participation in the 
management of conservation areas, surveillance cost from national or local budgets will reduce. As growing 
tourism object, fisheries resources conservation area need clear rules boundaries to distinct tourism and 
conservation activities. 


Keywords : Fisheries Management, Protected Area 
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I. PENDAHULUAN 


Sejalan dengan pembangunan 
berkelanjutan, terutama terhadap 
pemanfaatan sumber daya perikanan dan 
habitatnya, perlu dilakukan upaya pelestarian. 
Salah satunya adalah melalui pembentukan 
kawasan konservasi perairan. Hal ini sesuai 
dengan apa yang tercantum pada Undang- 
Undang Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana 
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 
45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada pasal 
2 mengenai ketentuan pengelolaan perikanan 
yang diantaranya berdasarkan atas asas 
kelestarian dan pembangunan yang 
berkelanjutan. Di Sumatera Barat banyak 
terdapat kawasan konservasi (suaka 
perikanan) yang oleh masyarakat lokal lebih 
dikenal dengan istilah lubuk larangan. Dalam 
proses pembentukannya, lubuk larangan 
dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat, 
bahkan ada beberapa lubuk larangan yang 
ada merupakan warisan leluhur. Hal ini tentu 
saja berbeda dengan tata cara proses 
pembentukan kawasan konservasi (suaka 
perikanan) seperti yang tercantum pada PP 
Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi 
sumber daya ikan dan Peraturan Menteri 


Kelautan dan Perikanan RI Nomor 
PER.02/MEN/2009. 
Keberadaan lubuk larangan sebagai 


salah satu wujud upaya konservasi sumber 
daya perikanan di wilayah Sumatera Barat 
memiliki peranan penting bagi masyarakat. 
Manfaat yang diperoleh dengan adanya 
kawasan konservasi sumber daya perikanan 
tidak hanya memberikan manfaat yang 
bersifat ekstraktif perikanan, namun juga 
memberikan manfaat non ekstraktif 
(Sanchirico, et al, 2002). Nilai manfaat 
ekstraktif maupun non ekstraktif perikanan 
muncul karena masyarakat sekitar kawasan 
memiliki pilihan untuk memanfaatkannya, baik 
sumber daya perikanan, maupun kawasan 
konservasi yang dijadikan sebagai objek 
wisata maupun kegiatan lainnya yang 
memberikan manfaat. Hal seperti ini terjadi 


pada beberapa lubuk larangan yang ada di 
wilayah Sumatera Barat, salah satunya adalah 
Lubuk Panjang di Nagari Barung-Barung 
Belantai, Kabupaten Pesisir Selatan. 

Konservasi merupakan salah satu bentuk 
pengelolaan perikanan, dimana menurut FAO 
definisi pengelolaan perikanan adalah sebuah 
proses integral dari proses pengumpulan data 
dan informasi, analisis, perencanaan, 
monitoring, pengalokasian sumber daya ikan, 
pengaturan, pengawasan dan penegakan 
peraturan. Sesuai dengan Code of Conduct for 
Responsible Fisheries (CCRF), maka 
pengelolaan sumber daya perikanan harus 
didasarkan pada bukti-bukti ilmiah dan 
informasi yang dapat diperoleh dari pengkajian 
potensi dan karakteristik sumber daya 
perikanan. 

Sejauh ini, sangat sedikit informasi 
mengenai pemanfaatan kawasan konservasi 
perikanan khususnya yang terkait dengan 
manfaat sosial dan ekonominya, baik pada 
lingkungan sumber daya perairan tawar, 
sumber daya perairan payau maupun sumber 
daya perairan laut. Informasi yang ada lebih 
banyak mengungkapkan manfaat bio 
ekologisnya saja. Oleh karena itu, secara 
spesifik tujuan dari penulisan makalah untuk 
mengetahui pemanfaatan dan nilai manfaat 
langsung non ekstraktif perikanan yang dapat 
diperoleh dari keberadaan lubuk larangan 
serta bagaimana pengelolaannya dari aspek 
biaya, aktor atau pelaku serta aktivitas 
pengelolaan lubuk larangan tersebut 


Il. METODOLOGI 


Ruang Lingkup Riset 

Kawasan konservasi memberikan 
banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik 
manfaat yang dapat terukur (tangible) maupun 
manfaat yang tidak terukur (intangible). 
Manfaat tersebut dapat dilihat dari aspek 
biologi, aspek ekonomi dan aspek sosial, 
secara keseluruhan aspek ini dapat dirasakan 
dalam jangka panjang. Manfaat dari aspek 
biologi seperti perlindungan terhadap 


J. Bijak dan Riset Sosek KP. Vol.5 No.1, 2010 3 


keanekaragaman hayati, adanya 
perlindungan terhadap daerah pemijahan, 
pembesaran dan daerah mencari makan. 
Manfaat dari aspek ekonomi seperti adanya 
peningkatan penerimaan nelayan karena 
adanya peningkatan jumlah produksi, 
peningkatan kualitas sumber daya perikanan, 
adanya sumber pendapatan baru bagi 
masyarakat dengan memanfaatkan kawasan 
konservasi sebagai tempat pariwisata. 
Manfaat dari aspek sosial seperti memperluas 
pengetahuan dan pemahaman masyarakat 
terhadap ekosistem, meningkatkan 
keharmonisan antar masyarakat dan 
meningkatkan kepercayaan diri masyarakat 
terhadap pengelolaan sumber daya alam yang 
lestari. Manfaat yang diidentifikasi dalam 
penelitian ini adalah manfaat pada konservasi 
perairan air tawar, yang terdiri dari 
pemanfaatan perikanan dan kegiatan 
pariwisata. 

Dalam pemanfaatan sumber daya 
diperlukan suatu pengelolaan, agar 
pemanfaatannya sesuai dengan tujuan 
dibentuknya atau ditetapkannya kawasan 
konservasi tersebut. Pengelolaan ini terkait 
dengan pelaku/aktor, aktivitas dan biaya-biaya 
yang timbul dalam pelaksanaannya. Pelaku 
atau pengelola dari kawasan konservasi ini 
dapat dibedakan menjadi pelaku pemerintah 
dan masyarakat. Pemerintah adalah 
pemerintah pusat dalam hal ini departemen 
maupun pemerintah daerah, baik propinsi 
maupun kabupaten. Masyarakat juga dapat 
digolongkan berdasarkan kepentingannya, 
yaitu masyarakat pelaku penangkapan, 
pelaku pariwisata, pelaku ilmu pengetahuan 
dan teknologi, serta pelaku lainnya. 
Masyarakat ini bisa dikelompokkan menjadi 
individu, kelompok dan organisasi. Aktivitas 
pengelolaan dapat dibedakan menjadi 
aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan. Biaya-biaya yang timbul karena 
adanya kawasan konservasi terdiri dari biaya 
investasi, biaya operasional serta biaya 
lainnya seperti biaya transaksi dan biaya 
sosial. 


Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada kawasan 
konservasi perairan air tawar, tepatnya di 
Lubuk Larangan Lubuk Panjang, 
Nagari (Desa) Barung-Barung Belantai, 
Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten 
Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat. 
Lokasi penelitian dipilih berdasarkan kriteria 
lubuk larangan yang baru dibentuk dan sudah 
berkembang menjadi objek wisata. Penelitian 
ini dimulai pada Maret sampai dengan bulan 
Agustus 2009 yang merupakan bagian dari 
kegiatan Riset Tingkat Pemanfaatan dan 
Pengelolaan Kawasan Konservasi Sumber 
Daya Perikanan yang dilaksanakan oleh Balai 
Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan 
Perikanan pada tahun 2009. 


Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini jenis data yang 
digunakan adalah data sekunder dan data 
primer. Data sekunder diambil dari data yang 
berbentuk dokumen, laporan, dan publikasi 
lainnya yang terkait dengan kebutuhan riset, 
seperti laporan tahunan propinsi, data Badan 
Pusat Statistik, Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, data hasil penelitian sebelumnya, 
peraturan yang terkait dengan penetapan 
kawasan konservasi, batas masing-masing 
wilayah atau peruntukan, jumlah nelayan yang 
melakukan penangkapan ikan, jenis-jenis ikan 
yang ditangkap, jumlah produksi, lokasi 
pemasaran, jumlah dan jenis armada 
penangkapan, jumlah dan jenis alat tangkap 
yang digunakan, serta beberapa data lainnya. 
Data primer antara lain jenis mata 
pencaharian, jumlah produksi, alat yang 
digunakan, investasi yang ditanamkan, biaya- 
biaya yang dikeluarkan, keinginan membayar 
serta beberapa data lainnya terkait dengan 
tujuan penelitian ini. 


Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer dilakukan 
dengan cara observasi, wawancara individual 
mendalam dengan informan, wawancara 
kuesioner dengan responden, diskusi informal 


4 Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan .... Sumber Daya Perikanan (Maulana Firdaus dan Yesi Dewita Sari) 


dan kajian literatur. Responden yang terkait 
dengan kegiatan wisata pada kawasan 
konservasi dipilih sebanyak 35 orang yang 
ditentukan secara purposive random sampling 
atau secara sengaja dengan pertimbangan 
bahwa responden adalah pengunjung wisata. 
Responden yang terkait dengan aktor dalam 
pengelolaan kawasan konservasi Lubuk 
Panjang tidak ditentukan batasan jumlahnya. 
Responden untuk jenis ini ditentukan 
menggunakan teknik snowball sampling, 
hal ini dimaksudkan untuk menghimpun 
informasi sebanyak-banyaknya mengenai 
pengelolaan yang ada pada kawasan 
konservasi ini. 


Teknik Analisis Data 

Data primer dan sekunder yang diperoleh 
dalam penelitian ini kemudian dianalisis 
secara deskriptif berbasis tabulasi dengan 
pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Analisis 
kuantitatif dilakukan untuk mengetahui 
manfaat yang dapat diperoleh karena adanya 
kawasan konservasi tersebut serta juga 
kerugian yang dialami karena ditetapkannya 
kawasan tersebut sebagai kawasan 
konservasi. 


Analisis Total Manfaat 

Untuk mengetahui total manfaat dari 
kawasan konservasi dilakukan dengan 
penjumlahan nilai (Adrianto, 2006) : 


IDSE 2 mantan ata (1) 
il 

Keterangan : 

TB-Total manfaat kawasan 


konservasi/Extractive Total 
benefit of conservation area 

B, -Manfaat langsung ekstraktif 
perikanan/Direct use of extractif 
fisheries 

B, -Manfaat langsung non ekstraktif 
perikanan/Indirect use of non extractif 
fisheries 

B, -Manfaat pilihan 
direct use 


langsung/Benefit 


a. Travel Cost Method (TCM) 
Untuk mengetahui manfaat langsung non 
ekstraktif perikanan dengan menggunakan 
Travel Cost Method (TCM), yaitu sebuah 
metode yang mengkaji biaya yang dikeluarkan 
tiap individu untuk mendatangi tempat wisata 
Lubuk Larangan. Prinsip yang mendasari 
metode ini adalah bahwa biaya yang 
dikeluarkan untuk berwisata ke suatu area 
dianggap sebagai “harga” akses areatersebut, 
sedangkan untuk mengetahui surplus 
konsumen dari wisatawan yang datang ke 
kawasan konservasi Lubuk larangan 
dilakukan dengan pendekatan fungsi 
permintaan atas kunjungan sebagai berikut, 
(Adrianto, 2006) : 
Ln V8, 4 6, In TC, B.In J,+ B,In A 


Keterangan : 
V, 5Frekuensi kunjungan/Freguency 
of visit 


TC- Total biaya perjalanan/ Total travel cost 
J - Pekerjaanwisatawan/ Tourist jobs 

A =Umur wisatawan/Age tourist 

Í =1,2,3,4,......... n 

B = Nilai Parameter Regresi 


Dengan menggunakan teknik regresi 
sederhana (Ordinary Least Square, OLS) 
maka parameter 8, 8, B, dapat diestimasi. 
Untuk mengetahui rata-rata surplus 
konsumen secara individu diestimasi 
dengan menggunakan persamaan: 
(Christiensson, 2000) dalam Adrianto 
(2006): 


Dimana V, adalah tingkat kunjungan 
individu 1 dan B, adalah nilai parameter regresi 
untuk biaya perjalanan (TC). 

Total benefit ini dapat dilakukan untuk 
multi years dengan mendiskon sesuai dengan 
prosedur yang berlaku dengan menggunakan 
tingkat diskon yang sesuai dengan 
karakteristik sumberdaya yang dihitung. 
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Valuasi Biaya Konservasi 

Untuk mengetahui nilai total biaya dari 
kegiatan konservasi dilakukan dengan 
penjumlahan biaya-biaya yang dikeluarkan 
dalam penerapan kawasan konservasi. 


Keterangan: 

TC =Total cost program konservasi/ The 
totalcostof conservation programs 

C, =Biaya investasi program konservasi/ 
Investment cost of conservation 
programs 

C, =Biaya operasional program 
konservasi / Operational costs of 
conservation programs 

C, =Biayatransaksi program konservasi/ 
Transaction costs of conservation 
programs 

C, -Biaya sosial program konservasi/ 
Social cost of conservation programs 


Biaya investasi program konservasi 
dihitung dari biaya yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat. 
Biaya transaksi (transaction cost) (TrC) 
mencakup biaya pencarian (search cost) yaitu 
biaya untuk mendapatkan informasi pasar, 
biaya negoisasi (negotiation cost) yaitu biaya 
merundingkan syarat-syarat suatu 
transaksi/pertukaran (cost of negotiation the 
terms of the exchange), dan biaya pelaksana 
(enforcement costs) yaitu biaya untuk 
melaksanakan suatu kontrak/transaksi (cost 
enforcing the contract). Biaya monitoring 
penegakan hukum. Dalam konteks 
pengelolaan sumberdaya alam, termasuk juga 
biaya pemeliharaan sumberdaya alam, dan 
biaya monitoring penegakan hukum. Biaya 
sosial merupakan biaya yang timbul akibat 
hilangnya kesempatan masyarakat atas 
larangan melakukan eksploitasi sumberdaya 
di kawasan konservasi. 


Ill. HASIL DAN PEMBAHASAN 


Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

Lubuk larangan Lubuk Panjang berada di 
Nagari (desa) Barung-Barung Belantai yang 
merupakan salah satu Nagari di wilayah 
Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. 
Nagari Barung-Barung Belantai memiliki luas 
7.680 Ha. Secara administratif Nagari Barung- 
Barung Belantai sebelah utara berbatasan 
dengan Nagari Taratak Sungai Lundang, 
sebelah selatan berbatasan dengan Nagari 
Duku, sebelah timur berbatasan dengan 
Kecamatan Bayang dan sebelah barat 
berbatasan dengan Nagari Sel. Pinang 

Potensi yang dimiliki oleh Nagari Barung- 
Barung Belantai sangatlah besar, hal ini dapat 
dilihat dari luasnya lahan di masing-masing 
sektor, antara lain di sektor pertanian dengan 
luas lahan 761 Ha, di sektor perkebunan 
dengan luas lahan 817 Ha dan di sektor 
perikanan, yaitu dengan dilintasi oleh sungai 
Tarusan (panjang sungai +70,5 Km) yang 
sangat panjang beserta 6 buah lubuk yang 
berada dalam wilayah Nagari ini. 

Kegiatan perekonomian yang dilakukan 
oleh masyarakat di sektor perikanan adalah 
usaha penangkapan ikan, dengan 
menggunakan alat tangkap seperti jala/jaring, 
pancing dan bubu. Mata pencaharian sebagai 
nelayan, bukanlah mata pencaharian utama 
bagi masyarakat Nagari Barung-Barung 
Balantai, karena kegiatan menangkap ikan 
mereka lakukan sebagai alternatif terakhir 
dimana pada saat sawah atau perkebunan 
mereka sedang tidak dalam masa produktif. 
Ada sebagian masyarakat yang 
menggantungkan hidupnya pada sumber 
daya perikanan yang ada di sungai ini, dimana 
hasil dari menangkap ikan ini mereka jual, 
walaupun ada sebagian yang mereka 
konsumsi sendiri dengan maksud untuk 
memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari 

Seiring berjalannya waktu, pada saat ini 
kegiatan penangkapan ikan tidak dapat 
dilakukan di setiap areal sungai, karena ada 
beberapa areal/lubuk yang dilarang untuk 
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melakukan kegiatan penangkapan ikan 
dengan menggunakan alat tangkap apapun. 
Salah satu lubuk yang tidak dapat dieksploitasi 
sumber daya perikananmya adalah Lubuk 
Panjang atau yang lebih dikenal oleh 
masyarakat setempat dengan istilah “Lubuk 
Larangan Lubuk Panjang”. 


Kawasan Konservasi Lubuk Panjang 
Kawasan konservasi atau yang lebih 
dikenal dengan istilah lokal lubuk larangan di 
wilayah Nagari (desa) Barung-Barung Belantai 
ini merupakan salah satu bentuk dari suaka 
perikanan, dimana objek yang 
dikonservasinya adalah ikan yang ada di 
wilayah lubuk larangan ini yaitu ikan garing 
(Tor tambroides). Konsep dibentuknya lubuk 
larangan ini adalah untuk menjaga kelestarian 
sumber daya perikanan dan meningkatkan 


kesejahteraan serta perekonomian 
masyarakat, yang didasari oleh hasil 
musyawarah Nagari Barung-Barung Belantai 
yang dihadiri oleh Wali Nagari, Ninik Mamak, 
Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, 
generasi muda, tokoh masyarakat dan 
perantau. Pemerintahan Nagari Barung- 
Barung Balantai ini terdiri dari 4 suku yaitu, 
Chaniago, Melayu, Tanjung dan Jambak, 
dengan dibentuknya lubuk larangan ini 
diharapkan adanya manfaat ekonomi yang 
nyata bagi masyarakat dari sektor perikanan 
dan juga diharapkan akan memunculkan 
semangat kearifan lokal penduduk setempat 
untuk menjaga aset lubuk larangan secara 
bersama-sama. Syarat dibentuknya lubuk 
larangan antara lain adalah harus adanya 
peraturan dari Nagari dan adanya kelompok 
pengelola/pengurusnya. 


ii 


Gambar 1. Profil Lubuk Larangan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 2009. 


Figure 1. 


Profile of Conservation Area in the Pesisir Selatan District, West Sumatra, 2009 
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Gambar 2.Fenomena kelimpahan Ikan Garing ( Tor tambroides) di Lubuk Larangan, 
Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 2009 

Figure 2. Abudance Phenomenon of the Garing Fish (Tor tambroides) Conservation Area, 
Pesisir Selatan District, West Sumatra, 2009 


Pada kawasan konservasi (lubuk 
larangan) Lubuk Panjang, masyarakat masih 
dapat memanfaatkan sumber daya alam 
lainnya, hal ini ditunjukkan dengan adanya 
kegiatan penambangan batu (bahan 
bangunan) dan pemanfaatan sumber daya air 
untuk kegiatan mencuci dan mandi dengan 
syarat tidak merusak kondisi lingkungan, 
khususnya mencemarkan perairan yang dapat 
mengganggu keberlangsungan hidup dari 
ikan-ikan yang berada pada lubuk larangan ini. 

Batasan-batasan konservasi pada lubuk 
larangan, dijelaskan pada peraturan Nagari 
Barung-Barung Belantai Nomor 02/PN/BBB- 
2002 dan Nomor 01/PN/BBB-2003 tentang 
larangan penangkapan ikan dan penebangan 
kayu secara illegal. Pelarangan yang 
dimaksud adalah pelarangan melakukan 
penangkapan ikan baik di wilayah lubuk 
larangan maupun di sekitarnya dengan 
menggunakan racun, jaring, bahan peledak 
dan penyetruman baik perseorangan maupun 
kelompok karena dapat merusak ekosistem 


sungai, namun khusus untuk di wilayah lubuk 
larangan tidak diperbolehkan menangkap ikan 
dengan segala bentuk macam alat tangkap, 
dan bagi siapa saja yang melakukan 
penangkapan di wilayah lubuk larangan akan 
dikenakan sanksi adat, berupa membayar 
denda berupa sejumlah sak semen (antara 
lima sampai 100 sak semen) yang kemudian 
akan digunakan oleh masyarakat Nagari untuk 
membangun desa/kepentingan bersama, 
seperti untuk mendirikan rumah ibadah. 


Pemanfaatan Lubuk Larangan Lubuk 
Panjang 

Lubuk Larangan Lubuk Panjang selain 
berfungsi sebagai suaka perikanan, pada saat 
ini juga dimanfaatkan sebagai salah satu 
tempat tujuan wisata di Kabupaten Pesisir 
Selatan (wisata ikan larangan), pembesaran 
ikan mas dan nila melalui kegiatan restocking 
dan pengembangan agro wisata 
pemancingan. Khusus dalam pemanfaatan 
lubuk larangan di bidang pemancingan, 
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Pokmaswas Lubuk Panjang membentuk 
panitia pemancingan. Panitia pelaksana 
pemancingan ini dibentuk bersama-sama 
dalam musyawarah yang menghadirkan 
seluruh lapisan masyarakat (Anak Nagari). 
Pendapatan rata-rata setiap diadakannya 
turnamen pemancingan berdasarkan 
informasi yang diperoleh diperkirakan 
sebesar Rp. 50.000.000,- . Keuntungan bersih 
dari hasil kegiatan pemancingan setiap 
periodenya akan disisihkan 20% untuk panitia 
pelaksana dan sisanya diserahkan pada 
Pemerintahan Nagari, yang digunakan untuk 
kepentingan masyarakat Nagari Barung- 
Barung Balantai, seperti membangun jalan 
dan tempatibadah 

Manfaat yang dapat dirasakan oleh 
masyarakat karena keberadaan lubuk 
larangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu 
manfaat langsung yang bersifat ekstraktif 
perikanan dan manfaat langsung non 
ekstraktif perikanan. Kedua nilai manfaat ini 
muncul karena masyarakat sekitar kawasan 
memiliki pilihan untuk memanfaatkannya, baik 
untuk memanfaatkan sumber daya 
perikanannya, maupun memanfaatkan 
kawasannya untuk dijadikan sebuah objek 
wisata maupun kegiatan lainnya yang 
memberikan manfaat selain dari sumber daya 
ikannya. 

Nilai manfaat langsung ekstraktif dari 
kegiatan perikanan yang ada di lubuk larangan 
Lubuk Panjang tidak dapat diketahui secara 
pasti, karena sejauh ini belum adanya kegiatan 
pencatatan yang pasti yang dapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah 
mengenai jumlah ikan yang ada di dalam lubuk 
larangan tersebut yang kemudian dapat di 
konversikan kedalam nilai rupiah, sehingga 
pada penelitian ini yang dilakukan adalah 
penilaian manfaat langsung non ekstraktif 
perikanan dari keberadaan kawasan 
konservasi yang dijadikan sebagai salah satu 
objek wisata, berdasarkan hasil pencatatan 
penelitian melalui observasi dan wawancara 
pada lokasi ini banyak mendatangkan 
wisatawan baik yang berasal dari Kabupaten 


Pesisir Selatan maupun Kabupaten lainnya di 
Sumatera Barat. 

Berdasarkan hasil penelitian wisatawan 
atau pengunjung yang datang ke lubuk 
larangan ini dapat dibedakan menjadi dua (2) 
kategori, yaitu pengunjung yang datang hanya 
untuk sekedar singgah (sambil lalu) dan 
pengunjung yang sengaja datang untuk 
berwisata. 


1. Pengunjung Bukan Wisatawan 

Kategori pengunjung bukan wisatawan ini 
merupakan jumlah pengunjung yang sangat 
banyak dan hampir ada setiap waktu. Hal ini 
dikarenakan para pengunjung beristirahat di 
kedai yang ada di daerah wisata lubuk 
larangan Lubuk Panjang setelah menempuh 
perjalanan jauh dari kota Padang ke kota 
Painan atau sebaliknya. Perjalanan dari kota 
Padang sampai kota Painan menempuh waktu 
antara 2 jam sampai dengan 3 jam dengan 
menggunakan kendaraan pribadi seperti 
motor atau mobil. Waktu perjalanan dari kota 
Padang atau kota Painan ke lubuk larangan 
Lubuk Panjang di Nagari Barung-Barung 
Belantai selama 1-1,5 jam perjalanan. 
Kebiasaan dari pengunjung kategori ini adalah 
beristirahat di kedai atau warung di daerah 
lubuk larangan Lubuk Panjang sambil melihat- 
lihatikan garing atau ikan larangan. Kepuasan 
pengunjung akan lebih tinggi jika pengunjung 
memberikan pakan ikan, sehingga ikan-ikan 
tersebut berkumpul dan saling berebutan 
makanan. Pakan ikan ini dapat diperoleh dari 
kedai-kedai yang ada di sepanjang pinggiran 
sungai sekitar lubuk larangan. Selain itu, 
pengunjung kategori ini beristirahat sambil 
membeli makanan atau minuman. Makanan 
yang biasa dibeli seperti mie rebus, kerupuk, 
roti, buah-buahan (tergantung musim seperti 
durian, mangga, manggis dan lain-lain) dan 
sebagainya. Minuman yang biasa dibeli 
antara lain kopi, teh manis, soft drink, dan 
sebagainya. 

Untuk mengetahui pengeluaran dari 
pengunjung kategori ini dilakukan wawancara 
ke setiap orang atau responden yang berhenti 
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dan beristirahat di kedai atau warung di sekitar 
lubuk larangan Lubuk Panjang. Wawancara 
dilakukan pada hari kerja maupun akhir 
minggu (weekend seperti hari Sabtu dan 
Minggu). Hal ini dilakukan karena pada hari 
kerja dan akhir minggu biasanya terjadi 
peningkatan jumlah pengunjung kategori ini, 
dimana pada akhir minggu lebih banyak 
pengunjung yang mampir ke tempat ini untuk 
pulang pergi dari kota Padang ke kota Painan 
dan begitu juga sebaliknya. Wawancara yang 
dilakukan tidak memasukkan unsur biaya 
perjalanan dari tempat mereka berangkat ke 
lubuk larangan Lubuk Panjang karena biaya 
perjalanan ini tidak dilakukan sengaja untuk 
melakukan kunjungan wisata ke tempat 
tersebut. Wawancara yang dilakukan adalah 
meliputi biaya pengeluaran mereka pada saat 
berkunjung ke lubuk larangan ini, seperti 
pengeluaran untuk makanan, minuman, dan 
pakan ikan untuk memberi makan ikan garing 
di sungai. 

Rata-rata pengeluaran pada hari kerja 
dan akhir pekan/akhir minggu berbeda baik 
dari jenis pengeluaran untuk makanan, 
minuman dan pakan ikan. Rata-rata 
pengeluaran pada akhir pekan lebih besar 
dibandingkan jika pada hari kerja. Perbedaan 
ini disebabkan karena pada hari kerja yang 
singgah adalah orang-orang yang bekerja 
misalnya pedagang, sopir, wartawan dan pada 
umumnya datang sendiri atau bersama 
dengan rekan kerja. Sedangkan pada akhir 
pekan, selain masyarakat dengan jenis 


pekerjaan tersebut di atas juga ada yang lain, 
misalnya masyarakat dari kota Padang yang 
mau mengunjungi sanak keluarganya di 
Painan atau sebaliknya singgah di lubuk 
larangan untuk menghilangkan lelah. Pada 
umumnya datang ke lubuk larangan bersama 
dengan keluarga. Besarnya biaya rata-rata 
yang dikeluarkan oleh pengunjung kategori 
sambil lalu ini adalah sebesar Rp.130.532, per 
individu selama 1 tahun. 

Selain data biaya pengeluaran yang 
dilakukan oleh pengunjung kategori ini juga 
dilakukan wawancara mengenai data tingkat 
kunjungan, umur, pekerjaan dan asal mereka. 
Pentingnya mengetahui data umur, pekerjaan 
dan asal daerah selain data biaya pengeluaran 
adalah untuk mengetahui pengaruh data-data 
tersebut terhadap tingkat kunjungan ke lubuk 
larangan Lubuk Panjang untuk pengunjung 
tipe ini. Semua data yang diperoleh dapat 
diperoleh, maka persamaan, dimana tingkat 
kunjungan merupakan variabel dependen 
atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel 
independen seperti biaya pengeluaran, 
pekerjaan, umur dan asal daerah berangkat 
responden. Dengan menggunakan regresi 
linier sederhana diperoleh koefisien 
sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1. 
Tabel 1 dapat diketahui bahwa kurva 
permintaan mempunyai kemiringan negatif 
yang dapat dilihat dari nilai koefisien 
pengeluaran yang bertanda negatif. Variabel 
yang berpengaruh signifikan terhadap 
penentuan jumlah kunjungan hanya variabel 


Tabel1. Koefisien Regresi Kurva Permintaan Pariwisata Kategori Pengunjung Bukan 
Wisatawan di Lubuk Larangan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, 2009. 

Table 1. Regression Coefficient of Tourism Demand Curve Non Tourist Category In Lubuk 
Larangan, Pesisir Selatan District, Sumatera Barat, 2009. 


No. Variabel/ Variable Koefisien/Coefficient P value 
1. Intersep//ntercept 14,10 0,000115 
2. Biaya Pengeluaran/Expenditure -1,41 0,000636 
3: Pekerjaan /Job 0,17 0,538126 
4. Umur /Age 0,44 0,529120 
5: Asal /Home lands -0,21 0,503156 
6 R square (R2 69,5% 


10 Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan .... Sumber Daya Perikanan (Maulana Firdaus dan Yesi Dewita Sari) 


pengeluaran pada selang kepercayaan 95%. 
Untuk dapat menggambarkan kurva 
permintaan dengan terlebih dahulu 
mengembalikan ke bentuk persamaan asal 
V= B, * C™* Fungsi permintaan yang diperoleh 
adalah: V = 6386653C '! dari bentuk fungsi 
permintaan di atas dapat diartikan bahwa 
besarnya frekuensi kunjungan ke lubuk 
larangan dipengaruhi secara signifikan oleh 
besarnya biaya yang dikeluarkan. Besarnya 
biaya yang dikeluarkan berbanding terbalik 
dengan besarnya frekuensi kunjungan. 
Semakin besar biaya yang dikeluarkan maka 
semakin kecil frekuensi kunjungannya. 

Untuk mengetahui jumlah kesediaan 
membayar dari masing-masing pengunjung 
terhadap suatu objek wisata, diketahui dari 
total biaya yang dikeluarkan. Dengan 
mentransformasi persamaan di atas ke dalam 
bentuk fungsi V (jumlah kunjungan), maka 
kurva permintaan dapat digambarkan. Fungsi 
permintaannya adalah: C = 69209% *". 


Total kesediaan membayar juga dapat 
diketahui dengan rata-rata jumlah kunjungan 9 
kali dalam setahun. Total kesediaan 
membayar dapat dituliskan sebagai berikut: 


U- finar 


9 
U = f 692097" 
0 


U=212.3 


Fungsi di atas dapat menunjukan 
besarnya nilai total kesediaan membayar 
adalah sebesar Rp. 212.361,-. Besarnya nilai 
ini tentu saja dipengaruhi oleh jumlah 
pengunjung, biaya yang dikeluarkan dan 
frekuensi kunjungannya. 

Surplus konsumen merupakan selisih 
antara tingkat kesediaan membayar dari 
konsumen dengan biaya yang harus 
dibayarkan untuk memperoleh suatu 
kepuasan. Tingkat kepuasan pengunjung 
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Gambar 3. Kurva permintaan pariwisata Ikan Larangan di Nagari Barung-Barung Belantai, 
Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 2009. 


Figure 3. 


Larangan Fish Tourism Demand Curve in Barung Barung Belantai Villages, Pesisir 


Selatan District. Sumatera Barat, 2009. 
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yang mampir / datang berkunjung ke lubuk 
larangan Lubuk Panjang di Nagari Barung- 
Barung Belantai dapat dilihat dari tingkat 
pengeluaran untuk membeli makanan dan 
pakan. Makin tinggi pengeluaran wisatawan 
yang berkunjung ke lokasi tersebut berarti 
semakin puas pengunjung terhadap lokasi 
wisata yang dikunjungi dan begitu juga 
sebaliknya. Untuk mengetahui besaran 
surplus konsumen, maka total kesediaan 
membayar dikurangi dengan total biaya atau 
sejumlah uang yang benar-benar dikeluarkan. 
Surplus konsumen dari kegiatan 
pariwisata di lubuk larangan Lubuk Panjang 
untuk pengunjung kategori ini adalah 
Rp. 81.829 per individu selama 1 tahun. Untuk 
mengetahui total manfaat dari kegiatan 
pariwisata adalah dengan mengalikan surplus 
konsumen individu dengan total jumlah 
pengunjung dalam satu tahun. Sehubungan 
dengan objek wisata Lubuk Panjang ini masih 
bersifat terbuka, maka total jumlah 
pengunjung tidak dapat ditentukan secara 
pasti, karena tidak adanya pencatatan tentang 
jumlah pengunjung. Jika pengunjung kategori 
ini diasumsikan terdapat 75 orang per hari dan 
300 hari dalam satu tahun, maka total surplus 
konsumen adalah Rp 1.841.152.500. 


2. Pengunjung Wisatawan Keluarga dan 
Rombongan. 

Kategori pengunjung yang sengaja 
datang untuk melakukan wisata ke Lubuk 
Larangan ini biasanya datang pada sore hari 
dan mengalami peningkatan pada akhir pekan 
dengan waktu kedatangan yang bervariasi. 
Menurut informasi yang diperoleh dari para 
pemilik kedai/warung di sekitar lubuk larangan 
Lubuk Panjang di Nagari Barung-Barung 
Belantai puncak kunjungan terbesar pada saat 
libur hari raya lebaran. Pengunjung yang 
datang sore-sore hari di hari kerja, pada 
umumnya pengunjung yang berasal dari 
wilayah yang tidak jauh dari lubuk larangan ini 
dengan menggunakan mode transportasi 
motor. Pengunjung yang datang hanya untuk 
duduk-duduk sambil menikmati gerombolan 


ikan garing. Pengunjung seperti ini, hanya 
membeli sedikit makanan ataupun minuman. 
Biaya yang dikeluarkan hanya terdiri dari biaya 
untuk transportasi dan untuk membeli pakan 
yang akan dilemparkan ke sungai. 

Pengunjung yang datang pada akhir 
pekan pada umumnya berasal dari wilayah 
Kota Padang dan sekitarnya serta Kota Painan 
dan sekitarnya. Pengunjung ini biasanya 
bersama dengan keluarga maupun 
rombongan lainnya. Biaya yang dikeluarkan 
terdiri dari biaya untuk transportasi, biaya 
untuk pembelian makanan dan minuman serta 
untuk pembelian pelet. Selain itu juga ada 
pengunjung yang datang pada hari libur 
nasional atau libur lebaran. Pengunjung yang 
datang pada libur lebaran adalah para 
perantau yang pulang kampung dari Jakarta, 
Pekanbaru serta beberapa wilayah lainnya. 

Untuk menambah kepuasan, para 
pengunjung banyak yang membeli pelet atau 
pakan ikan untuk dilemparkan atau ditebar 
sehingga ikan garing berkumpul dimana 
mereka menebar pelet tersebut. Hampir setiap 
pengunjung menebar pelet tersebut sehingga 
ikan garing selalu berpindah-pindah ke tempat 
yang melemparkan pelet. Setelah peletikan di 
tangan mereka habis, yang dilakukan adalah 
duduk-duduk di warung sambil membeli 
makanan dan minuman. 

Pada saat penelitian, wawancara yang 
dapat dilakukan hanya pada pengunjung yang 
datang sore hari dan pengunjung di akhir 
pekan (Sabtu dan Minggu). Untuk 
memperoleh data biaya perjalanan, biaya 
pengeluaran, umur, pekerjaan dan asal 
daerah keberangkatan mereka, sedangkan 
pada saat musim liburan panjang seperti hari 
raya Lebaran hanya dapat diperoleh dari 
wawancara pedagang kedai atau warung di 
sekitar daerah tujuan wisata tersebut. 
Data yang diperoleh dari pedagang ini hanya 
data biaya pengeluaran dan asal daerah 
pengunjung yang sengaja datang untuk wisata 
ke lubuk larangan Lubuk Panjang di Nagari 
Barung-Barung Belantai ini. Data biaya 
pengeluaran ini biasanya merupakan data 
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rata-rata penerimaan pedagang dalam satu 
hari dikalikan lamanya waktu musim liburan. 
Besarnya biaya rata-rata yang dikeluarkan 
oleh kategori pengunjung wisatawan keluarga 
dan rombongan adalah sebesar Rp.309.668,- 
perindividu selama 1 tahun. 

Wawancara yang dilakukan kepada 
pengunjung wisatawan keluarga dan 
rombongan yang datang ke lubuk larangan 
Lubuk Panjang antara lain mengenai biaya 
perjalanan, biaya pengeluaran, pekerjaan, 
umur, dan daerah asal mereka. Dari semua 
data yang diperoleh terdapat beberapa 
persamaan, dimana tingkat kunjungan 
merupakan variabel dependen atau variabel 
yang dipengaruhi oleh variabel independent 
seperti biaya perjalanan, pengeluaran, 
pekerjaan, umur dan asal daerah berangkat 
responden. Dengan menggunakan regresi 
linier sederhana diperoleh koefisien 
sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2. 

Untuk dapat menggambarkan kurva 
permintaan dengan terlebih dahulu 
mengembalikan ke bentuk persamaan asal 
V-p,* C™ Fungsi permintaan yang 
diperoleh adalah : V =103405C °”. 

Dari bentuk fungsi permintaan di atas 
dapat diartikan bahwa besarnya frekuensi 
kunjungan ke lubuk larangan di pengaruhi 
secara signifikan oleh besarnya biaya yang 


dikeluarkan. Besarnya biaya yang dikeluarkan 
berbanding terbalik dengan besarnya 
frekuensi kunjungan. Semakin besar biaya 
yang dikeluarkan maka semakin kecil 
frekuensi kunjungannya. 

Untuk mengetahui jumlah kesediaan 
membayar dari masing-masing pengunjung 
terhadap suatu objek wisata, diketahui dari 
total biaya yang dikeluarkan. Dengan 
mentransformasi persamaan di atas ke dalam 
bentuk fungsi V (jumlah kunjungan), maka 
kurva permintaan dapat digambarkan. Fungsi 
permintaannya adalah: C = 351424V “. 

Total kesediaan membayar juga dapat 
diketahui dengan rata-rata jumlah kunjungan 
3,3 kali dalam setahun. Total kesediaan 
membayar dapat dituliskan sebagai berikut: 


U= | £fV)dV 


9 

U- | 69209V *”! 
0 

U = 394.121 


Fungsi diatas menunjukani bahwa 
besarnya nilai total kesediaan membayar 
adalah sebesar Rp. 394.121,-. Besarnya nilai 
ini tentu saja dipengaruhi oleh jumlah 
pengunjung, biaya yang dikeluarkan dan 
frekuensi kunjungannya. 


Tabel 2. Koefisien Regresi Kurva Permintaan Pariwisata Kategori Pengunjung Wisatawan 
Keluarga dan Rombongan di Nagari Barung-Barung Belantai, Kabupaten Pesisir 


Selatan, Sumatera Barat, 2009. 


Table 2. Regression Coefficient of Tourism Demand Curve of the Family and Group Category, 
in Barung-Barung Belantai Villages, Pesisir Selatan District, Sumatera Barat,2009 


No. Variabel/Variable Koefisien/Coefficient P -Value 
1. Intersep/Intercept 13,18 8,2E-05 
2. Biaya Pengeluaran /Expenditure -0,90 0,005974 
3. Pekerjaan /Job -0,09 0,594775 
4. Umur /Age -0,50 0,289133 
5: Asal /Home lands 0,03 0,885041 
6. R square (RÊ 62% 
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Surplus konsumen merupakan selisih 
antara tingkat kesediaan membayar dari 
konsumen dengan biaya yang harus 
dibayarkan untuk memperoleh suatu 
kepuasan. Tingkat kepuasan pengunjung 
yang datang berkunjung ke Lubuk Larangan 
Lubuk Panjang di Nagari Barung-Barung 
Belantai dapat dilihat dari total biaya 
perjalanan dan pengeluaran untuk membeli 
makanan dan pakan. Makin tinggi 
pengeluaran wisatawan yang berkunjung ke 
lokasi tersebut berarti semakin puas 
pengunjung terhadap lokasi wisata yang 
dikunjungi dan begitu juga sebaliknya. Untuk 
mengetahui besaran surplus konsumen, maka 
total kesediaan membayar dikurangi dengan 
total biaya atau sejumlah uang yang benar- 


benar dikeluarkan. Surplus konsumen dari 
kegiatan pariwisata di lubuk larangan Lubuk 
Panjang untuk pengunjung kategori ini adalah 
Rp.84.453perindividu selama 1tahun. Untuk 
mengetahui total manfaat dari kegiatan 
pariwisata adalah dengan mengalikan surplus 
konsumen individu dengan total jumlah 
pengunjung dalam satu tahun. Sehubungan 
dengan objek wisata Lubuk Panjang ini masih 
bersifat terbuka, maka total jumlah 
pengunjung tidak dapat ditentukan secara 
pasti, karena tidak adanya pencatatan tentang 
jumlah pengunjung. Jika pengunjung kategori 
ini diasumsikan terdapat 500 orang per 
minggu dan 50 minggu dalam satu tahun, 
maka total surplus konsumen adalah 
Rp 2.111.325.000. 
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Gambar 4. Kurva permintaan pariwisata Ikan Larangan di Nagari Barung-Barung Belantai, 
Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 2009. 

Figure 4. Larangan Fish Tourism Demand Curve in Barung Barung Belantai Villages, Pesisir 
Selatan District, Sumatera Barat, 2009. 
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Pengelolaan Lubuk Larangan Lubuk 
Panjang 

Pengelolaan yang akan dibahas pada 
penelitian ini adalah pengelolaan pada lubuk 
larangan Lubuk Panjang yang meliputi biaya 
pengelolaannya, aktor pengelolanya dan 
aktivitas pengelolaannya. 


a.Biaya Pengelolaan 

Penghitungan biaya pengelolaan pada 
lubuk larangan Lubuk Panjang meliputi biaya 
investasi, biaya operasional dan biaya-biaya 
lainnya. Biaya investasi terdiri dari biaya- 
biaya untuk pengadaan rapat dalam proses 
perencanaan, biaya peresmian, biaya untuk 
pembangunan kantor pusat informasi, 
pembangunan shelter dan tangga serta biaya 
untuk restocking benih ikan Mas dan Nila. 
Biaya rapat-rapat dan biaya peresmian 
diperoleh dari Dana Alokasi Umum (DAU) 
Nagari Barung-Barung Belantai. Biaya untuk 
pembangunan pusat informasi, shelter dan 
tangga ke badan sungai, merupakan biaya 
yang diperoleh dari pemerintah pusat, dalam 
hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan. 
Biaya operasional terdiri dari biaya 
pengawasan dan hasil yang diperoleh dari 
event lomba mancing yang disisihkan sebesar 
20% untuk biaya pelaksanaan. Biaya sosial 
antara lain terdiri dari biaya yang ditanggung 
oleh masyarakat karena hilangnya lokasi 
penangkapan. 

Biaya terbesar yang dikorbankan untuk 
pengelolaan lubuk larangan Lubuk Panjang 
yaitu biaya investasi yang dikeluarkan pada 
tahun 2007 sebesar Rp. 97.201.300,-. 
Besarnya biaya operasional adalah sebesar 
RP. 12.650.000,- per tahun. Biaya 
pengawasan yang tercantum pada biaya 
operasional bukanlah biaya yang dikeluarkan 
untuk membayar upah masyarakat yang 
melakukan ronda, melainkan sebuah biaya 
yang diperlukan untuk membeli minuman (kopi 
dan teh) serta makanan ringan bagi yang 
melakukan ronda. Adapun rincian biaya 
pengelolaan lubuk larangan Lubuk Panjang di 
Nagari Barung-Barung Belantai dapat dilihat 
pada Tabel 3. 


b. Pelaku dan Aktivitas Pengelolaan 

Pengelolaan lubuk larangan sepenuhnya 
diserahkan kepada masyarakat. Konsep 
awalnya yaitu untuk mengoptimalkan 
penggunaan sumber daya Lubuk Panjang 
untuk kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 
2000 berdasarkan hasil musyawarah warga 
desa yang difasilitasi oleh perangkat 
Pemerintah Desa sepakat membentuk 
kelompok pengelola Lubuk Larangan Lubuk 
Panjang, yang kemudian pada tahun 2002 
diberi nama Kelompok Masyarakat Pengawas 
(POKMASWAS) Lubuk Panjang. Adapun 
warga yang dipilih secara musyawarah 
tersebut hanya terdiri dari 5 (lima) orang yang 
terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, 
Bendahara serta Pengawas Lapang. Tujuan 
pembentukan kelompok ini yaitu untuk 
mengawasi sungai dari penangkapan ikan 
yang menggunakan bahan terlarang atau 
pencurian ikan di lokasi lubuk larangan oleh 
oknum masyarakat. Pembentukan 
POKMASWAS Lubuk Panjang telah 
memberikan banyak manfaat, antara lain 
meningkatkan keamanan Lubuk Panjang serta 
menekan aktivitas penggunaan bahan 
terlarang oleh oknum masyarakat, 
meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar 
Lubuk Panjang melalui penjualan makanan 
dan minuman ringan bagi para pengunjung, 
dapat membantu sarana untuk kepentingan 
umum (masjid, gedung serba guna dan 
lapangan sepak bola, menciptakan lapangan 
pekerjaan bagi para pemuda yang 
menganggur. 

Jika dilihat dari sudut pandang 
kelembagaan, maka aktor pengelola lubuk 
larangan Lubuk Panjang dapat digolongkan 
menjadi tiga, yaitu kelembagaan komunitas, 
kelembagaan pemerintah dan kelembagaan 
yang terbentuk. Kelembagaan komunitas 
adalah kelembagaan yang terbentuk dalam 
masyarakat yang tumbuh dengan semangat 
kearifan lokal setempat, seperti kerapatan 
adat nagari. Kelembagaan komunitas yang 
ada di Sumatera Barat, khususnya pada lokasi 
penelitian mempunyai peranan penting di 
masyarakat sebagai pengambil keputusan 
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Tabel. 3. Biaya Pengelolaan Lubuk Larangan Lubuk Panjang di Nagari Barung-Barung 
Belantai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumater Barat, 2009. 

Table 3. Management Costs of Conservation Area in Barung-Barung Belantai Villages, Pesisir 
Selatan District, Sumatera Barat, 2009. 


Komponen Biaya/ Satuan/ Jumlah/ 
MAN , Volume 5 Total 
Description of Cost Unit Quantity 
Biaya Investasi/lnvestment Cost Paket/Package 4 300,000 1,200,000 
Pengadaan Rapat/Procurement 
Meeting 
Persiapan pembentukan lubuk Paket/ Package 1 2,000,000 2,000,000 


larangan/Preparation formation of 
conservation area 


Biaya peresmian lubuk larangan/Cost  Paket/ Package 1 4,000,000 4,000,000 
inauguration of conservation area 

Kantor pusat informasi/ Central Unit 1 18,000,000 18,000,000 
Information development 

Shelter Unit 1 10,000,000 10,000,000 
Pembangunan Tangga / Ladder Unit 1 60,000,000 60,000,000 
development 

Papan Pengumuman Pusat Unit 1 500,000 500,000 
Informasi/Announcement Information 

center board 

Pemasangan papan pengumuman Paket/ Package 1 200,000 200,000 


pusat informasi/Instalation information 
center bulletin board 


Alat kantor dan perlengkapan Paket/ Package 1 600,000 600,000 
peralatan/ Office equipment 
Papan Pengumuman Peraturan/ Unit 2 1,000,000 2,000,000 


announcement regulation board 
Biaya operasional/Operational Cost 


Biaya pengawasan (ronda malam)/ Bulan/ Months 12 150,000 1,800,000 

Control cost 

Pelaksanaan teknis/ Technical Tahun/ Years 1 10,000,000 10,000,000 

Implementation 

Perawatan gedung kantor, rumah Tahun/ Years 1 500,000 500,000 

tamu dan rumah jaga/ Building 

Maintenance 

Biaya tak terduga/ Unexpected Cost Tahun/ Years 1 350,000 350,000 
Jumlah 111.150.000 


Sumber : Data Primer (diolah) (2009)/ Source : Primary data processed (2009) 
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dan pihak yang dihormati atau “dituakan” oleh 
masyarakat desa setempat. Kelembagaan 
pemerintah adalah kelembagaan yang 
dibentuk oleh pemerintah beserta aturan 
mainnya, seperti pemerintahan desa, 
pemerintahan kabupaten dan pemerintahan 
provinsi. Kelembagaan yang terbentuk adalah 
sebuah wujud kelembagaan gabungan antara 
kelembagaan komunitas dan kelembagaan 
pemerintah, namun dalam prakteknya adalah 
inisiatif pembentukan kelembagaan berasal 
dari masyarakat yang kemudian “dilegalkan” 
oleh pemerintah dengan kesepakatan 
peraturan bersama, dalam hal ini dapat 
dicontohkan Kelompok Masyarakat Pengawas 
(POKMASWAS) yang berfungsi sebagai 
pengawas sekaligus pengelola lubuk 
larangan. 

Hubungan antar aktor (kelembagaan 
pemerintah, kelembagaan komunitas dan 
kelembagaan terbentuk) difokuskan kepada 


pengelolaan sumber daya perikanan dan 
lingkungannya yang dikelola dalam bentuk 
kawasan konservasi (lubuk larangan), dari 
hasil kajian dan pengamatan di lapang 
menunjukkan kelembagaan yang terlibat 
dalam pengambilan keputusan dan memiliki 
kepentingan terhadap sumber daya perikanan 
perairan umum daratan pada kawasan 
konservasi terdiri dari pemerintah, pokmaswas 
dan masyarakat secara umum. Pada Gambar 
5 dapat dilihat relasi antar aktor dalam 
pengelolaan sumber daya perikanan perairan 
umum daratan pada lubuk larangan Lubuk 
Panjang. 

Pemerintah dalam hal ini mempunyai 
peranan sebagai pihak pengawas dan 
penegak peraturan atau kebijakan yang 
berkaitan dengan pengelolaan lubuk larangan. 
POKMASWAS merupakan sebuah lembaga 
yang mengelola lubuk larangan (bersentuhan 
langsung dengan objek yang dikelolanya), 


Pemerintah/Government 
(Kelembagaan Pemerintah/ 
Government Institutional) 


v : 


Masyarakat/Community 
(Kelembagaan Komunitas/ 
Community Institutional) 


POKMASWAS 
(KelembagaanTerbentuk/ 
Institutional Form) 


Keterangan/information : 


: hubungan yang mengikat/ bound relationship 


an... : hubungan yang bebas/ independent relationship 


Gambar 5. Relasi Aktor-aktor Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Lubuk 


Larangan Lubuk Panjang. 


Figure 5. Relation of Actors in the Management of Fishery Resources in Lubuk Panjang 


Conservation Area 
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pembentukan POKMASWAS di inisiatif oleh 
keinginan masyarakat yang ingin membentuk 
sebuah lembaga atau keorganisasian secara 
formal yang mengelola dan mengawasi lubuk 
larangan tersebut, secara legalitas 
terbentuknya POKMASWAS berdasarkan 
surat keputusan Wali Nagari (Kepala Desa) 
Nagari, dimana anggotanya adalah 
masyarakat yang berada disekitar lubuk 
larangan tersebut. Masyarakat secara umum 
memiliki peranan atau kewajiban untuk 
mengawasi keberadaan sumber daya 
perikanan yang ada serta sebagai pihak yang 
menikmati hasil (keuntungan) atas 
keberadaan lubuk larangan tersebut. 

Berdasarkan beberapa kajian dan 
kenyataan di lapang, untuk mencapai tujuan 
konservasi pada lubuk larangan yang 
bermanfaat bagi kelestarian sumber daya dan 
peningkatan kesejahteraan rakyat, diperlukan 
kelembagaan bersama yang melibatkan 
semua pihak yang dapat mendukung upaya 
pencapaian pengelolaan tersebut, hal ini 
seperti yang dikatakan oleh Ciriacy-Wantrup 
dan Bishop (1975) dalam Nikijuluw (2002) 
bahwa institusi bersama (common property) 
memiliki peranan yang penting dalam 
pengelolaan sumber daya, baik di negara 
berkembang maupun maju, sejak zaman pra 
sejarah hingga saat ini. 


IV. KESIMPULAN DAN 
KEBIJAKAN 


IMPLIKASI 


Kesimpulan 

Kawasan konservasi (lubuk larangan) 
Lubuk Panjang di Nagari Barung-Barung 
Belantai selain berfungsi sebagai suaka 
perikanan juga dimanfaatkan oleh masyarakat 
sebagai salah tujuan objek wisata dengan 
daya tarik ikan larangannya. Besarnya nilai 
manfaat langsung non ekstraktif perikanan 
dari adanya kawasan konservasi ini adalah 
sebesar Rp. 3.952.477.500,- per tahun yang 
diperoleh dari surplus konsumen kegiatan 
pariwisata. 


Biaya pengelolaan pada lubuk larangan 
Lubuk Panjang adalah sebesar 
Rp. 111.150.000,- yang meliputi biaya 
investasi, biaya operasional dan biaya-biaya 
lainnya. Pengelolaan lubuk larangan Lubuk 
Panjang secara teknis sepenuhnya 
diserahkan kepada masyarakat yang 
tergabung dalam wadah POKMASWAS Lubuk 
Panjang, sedangkan pemerintah (pusat dan 
daerah) serta masyarakat secara umum 
melalui kelembagaan adat setempat 
berperan sebagai element of controlling dari 
setiap kegiatan yang berkaitan pengelolaan 
lubuk larangan. 


Implikasi Kebijakan 

Dalam mewujudkan pemanfaatan 
sumber daya alam berkelanjutan, termasuk 
sumber daya perikanan perairan umum, 
diperlukan pengelolaan secara menyeluruh 
yang melibatkan semua pihak terutama 
komunitas masyarakat lokal yang tinggal di 
sekitar sumber daya tersebut. Pengembangan 
lubuk larangan menjadi objek wisata 
merupakan salah satu usaha untuk 
meningkatkan manfaat dari lubuk larangan. 
Pengembangan pariwisata perlu melibatkan 
masyarakat dalam pengelolaannya, 
disamping dukungan dari pemerintah daerah 
ataupun pusat. 

Peran serta masyarakat dalam 
pengelolaan kawasan konservasi diharapkan 
dapat mengurangi biaya pengawasan yang 
dibebankan pada APBD maupun APBN. 
Strategi lainnya adalah diadakannya pungutan 
atau retribusi bagi pengunjung objek wisata 
lubuk larangan yang nilainya telah disepakati 
bersama oleh masyarakat lokal setempat, 
yang akan digunakan sebagai penutup biaya 
operasional. Pemanfaatan lubuk larangan 
yang telah berkembang menjadi objek wisata 
diperlukan peraturan yang jelas mengenai 
batasan-batasan antara kegiatan wisata dan 
konservasi, sehingga kegiatan wisata tidak 
merusak sumber daya yang ada dalam lubuk 
larangan tersebut. 
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ABSTRAK 


Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan laut di tiga lokasi. 
Tujuan khususnya adalah (1) untuk mengevaluasi keberlanjutan dari perlindungan laut, dan (2) untuk 
merumuskan langkah strategis untuk pengembangan perlindungan laut. Penelitian dilakukan di tiga lokasi, 
yaitu Desa Blongko, Propinsi Sulawesi Utara, Pulau Sebesi, Provinsi Lampung, dan Pulau Harapan, Provinsi 
DKI Jakarta. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juni sampai Desember 2007. Metode analisis terdiri 
dari (1) analisa sumber daya alam dengan analisis kuantitatif, dan analisa keberlanjutan oleh scaling multi 
dimensi analisis. Ada 32 atribut telah dianalisa untuk mengevaluasi keberlanjutan perlindungan laut di tiga 
lokasi. Dengan analisis leverage ditemukan atribut-atribut dengan sensitivitas yang tinggi yaitu kualitas 
terumbu karang dan ikan karang (ekologi dan lingkungan dimensi), kontribusi pendapatan, mata pencaharian 
alternatif dan efek ganda dari perlindungan laut (aspek hukum ekonomi dan sosial dimensi),, peraturan 
daerah dan internalisasi program untuk program pembangunan daerah (dimensi kebijakan), pedoman 
perlindungan laut, program berkelanjutan, peningkatan kapasitas, dan partisipasi lembaga non pemerintah 
(dimensi kelembagaan). 


Kata Kunci: efektivitas, keberlanjutan, manajemen strategi, daerah perlindungan laut 


Abstract : Sustainability of Community Based Management for Marine Protected Area :Cases of the 
DPL-BM Blongko-Minahasa Selatan, the DPL-BM Sebesi Island-Lampung Selatan and the 
APL Harapan Island-Kepulauan Seribu 


General objective of this research was to evaluate the effectiveness of marine sanctuaries in three 
locations. Specifically of this research were to evaluate the sustainability of marine sanctuary, and to 
formulate the strategic action for developing of marine sanctuary. Research was conducted at three locations, 
Blongko in North Sulawesi Province, Sebesi Island in Lampung Province, and Harapan Island, in Jakarta 
Province. Data collection was conducted during June to December 2007. This research used guantitative 
analysis by applying natural resources and sustainability analysis through multi dimension scaling analysis. 
This research applied 32 attributes to evaluate the sustainability of marine sanctuaries in three locations. By 
analysis of these attributes, itfounded the attribute with high sensitivity remains to quality of coral reef and fish 
coral (ecological and environmental dimension): contribution of income, alternative livelihood and multiplier 
effect of marine sanctuary (economic and social dimension); legal aspect, local regulation and internalization 
of the program to local development program (policy dimension); and guidelines of marine sanctuary, 
extension officer programs and capacity building, and participation of non government institution (institutional 
dimension). 


Keywords: effectivitaly, Sustainability, management strategy, marine protected area 


"Bagian dari disertasi berjudul Efektivitas dan Keberlanjutan Daerah Perlindungan 
Laut Berbasis Masyarakat: kasus DPL-BM Blongko, Minahasa Selatan, DPL-BM Pulau Sebesi, 
Lampung Selatan dan APL Pulau Harapan, Kepulauan Seribu 
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(Riana F., Tridoyo K., Dietriech G. B., Mennofatria B., dan Fredinan Y.) 


I. PENDAHULUAN 


Daerah Perlindungan Laut Berbasis 
Masyarakat (DPL-BM) merupakan 
pendekatan yang umum diterapkan pada 
program pengelolaan sumberdaya pesisir dan 
laut di dunia, terutama di negara yang memiliki 
ekosistem terumbu karang. Daerah 
perlindungan laut dapat dianggap sebagai 
manifestasi dari keinginan masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan 
untuk memanfaatkan sumber daya alam 
secara lestari, kebutuhan untuk menikmati 
keindahan alam. 

Daerah perlindungan laut berbasis 
masyarakat merupakan upaya masyarakat 
untuk mempertahankan dan memperbaiki 
kualitas sumber daya ekosistem terumbu 
karang dan sekaligus mempertahankan dan 
meningkatkan kualitas sumber daya lainnya 
yang berasosiasi dengan terumbu karang. 
Pengembangan daerah perlindungan laut di 
Indonesia pertama kali diinisiasi oleh Program 
Coastal Resources Management Project 
(CRMP) atau lebih populer disebut Proyek 
Pesisir pada 1996 di Kabupaten Minahasa 
Selatan Provinsi Sulawesi Utara. 

Konsep DPL ini kemudian diadopsi oleh 
program yang sama di Pulau Sebesi, 
Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi 
Lampung pada tahun 2001. Saat ini DPL juga 
sudah mulai dikembangkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, 
Provinsi DKI Jakarta yang dikenal dengan 
nama Area Perlindungan Laut (APL). Alasan 
peneliti memilih tiga lokasi ini karena DPL 
Pulau Blongko mewakili DPL di pulau besar, 
DPL Pulau Sebesi mewakili DPL di pulau-pulau 
kecil dan APL Pulau Harapan mewakili DPL di 
Pulau-pulau sangat kecil. 

Tujuan penelitian adalah (2) 
mengevaluasi keberlanjutan pengembangan 
daerah perlindungan laut berbasis 
masyarakat, dan (2) merumuskan strategi 
pengembangan daerah perlindungan laut 
berbasis masyarakat. 


Il. METODOLOGI 


Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan selama 12 bulan yaitu 
dari bulan Juni 2007 — Mei 2008. Penelitian 
dilakukan di 3 lokasi, yaitu (1) DPL Desa 
Blongko, Kabupaten Minahasa Selatan 
-Provinsi Sulawesi Utara, (2) DPL Desa Tejang 
Pulau Sebesi, Kabupaten Lampung Selatan - 
Provinsi Lampung, dan (3) APL Pulau 
Harapan, Kabupaten Administrasi Kepulauan 
Seribu - Provinsi DKI Jakarta. (Gambar 1) 


Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan tediri dari data 
primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh 
dari berbagai institusi terkait dan penelusuran 
berbagai pustaka. Data primer dikumpulkan 
melalui observasi, wawancara, diskusi, dan 
pengukuran di lapang. 


(1) Data Ekologi/Biologi-Fisik 

Data biofisik yang dikumpulkan meliputi 
data oseanografi, kualitas air dan sumber 
daya hayati laut. Parameter oseanografi dan 
kualitas air yang diukur secara langsung di 
lapangan meliputi suhu, kecerahan, 
kecepatan arus, salinitas, kekeruhan, derajat 
keasaman (pH). Data biologi dan sumber daya 
hayati yang dikumpulkan meliputi terumbu 
karang, mangrove, lamun dan sumberdaya 
perikanan. 


(2) Data Sosial Ekonomi dan Budaya 

Data sosial ekonomi meliputi jumlah 
penduduk, mata pencaharian, pendidikan, 
persepsi, partisipasi masyarakat dalam 
pengelolaan sumberdaya pesisir, 
kecenderungan masyarakat memanfaatkan 
sumberdaya laut dan sebagainya, serta 
keinginan masyarakat. Data kelembagaan 
meliputi lembaga-lembaga yang ada di tingkat 
desa (formal dan non formal), kapasitas 
lembaga, program yang dibuat oleh lembaga 
yang ada, dan sebagainya. Peraturan dan 
perundangan meliputi seluruh peraturan dan 
perundangan baik pada level desa, 
kecamatan, kabupaten maupun propinsi, baik 


J. Bijak dan Riset Sosek KP. Vol.5 No.1, 2010 21 


Sumber Informasi 
Peta Rupabumi Indonesia. Skala 1 : 1.000.000. 
BAKOSURTANAL. 1998/1997 


Gambar1. Peta Lokasi Penelitian (DPL Desa Blongko, Kabupaten Minahasa Selatan- 
Provinsi Sulawesi Utara, DPL Pulau Sebesi, Kabupaten Lampung Selatan- 


Provinsi 


Lampung, dan APL Pulau Harapan, Kabupaten Administrasi 


Kepulauan Seribu-Provinsi DKI Jakarta) 


Picture 1. 


Research Location Map (MPA Blongko Village, Minahasa District-North Sulawesi 


Province, MPA Sebesi Island, South Lampung District-Lampung Province and MPA 
Harapan Island, Kepulauan Seribu Administrative District-DKI Jakarta Province) 


secara langsung maupun tidak langsung 
mendukung pengembangan daerah 
perlindungan laut. 


Metode Analisis Data 


(1) Penentuan Parameter Penilaian 

Fokus analisis keberlanjutan DPL untuk 
mengetahui sejauh mana program DPL di 
lokasi penelitian dapat dilanjutkan oleh 
masyarakat setempat. Ketiga DPL yang diteliti 
merupakan program inisiasi oleh pihak luar. 
Sehingga dalam jangka waktu tertentu inisiator 
tidak lagi terlibat baik langsung maupun tidak 
langsung. Dengan demikian, tanggungjawab 
selanjutnya untuk melanjutkan program ini 
adalah masyarakat setempat. Apakah 
masyarakat akan melanjutkan program ini 
atau tidak, terdapat banyak faktor yang 
mempengaruhinya. Faktor yang 


mempanguruhi keberlanjutan daerah 
perlindungan laut di tiga lokasi penelitian, 
dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, 
yaitu aspek ekologi dan lingkungan, sosial 
ekonomi dan budaya, kebijakan setempat dan 
hukum dan kelembagaan. 


(2) Teknik Analisis Data 
Teknik analisis pengolahan data 
menggunakan program RAPFISH yang 
dimodifikasi. Tahapan pengolahan data 
RAPFISH adalah sebagai berikut: 
1. Menentukan nilai bobot / scoring 
2. Menentukan atribut 
3. Menentukan referensi/ Good, Bad, Up 
and Down 
4. Menentukan anchor/ 
Untuk mensintesis tingkat keberlanjutan 
pengelolaan DPL, digunakan tiga 
kategori,dapat dilihat dari Tabel 1. 
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Tabel1. Kategori Penilaian Keberlanjutan Pengelolaan DPL 
Table 1. Sustainability Assessment Category of MPA Management 


No. Skala Keberlanjutan Kategori Keterangan 
ISustainable Scale /Category /Information 
1. 0,00 - 33,33 Rendah DPL dengan kategori ini memiliki peluang 
/Low sangat kecil untuk berkembang lebih lanjut. 
IMPA with this catagory has very little 
opportunity to develop further 
2: 33,34 — 66,66 Sedang DPL ini akan berkelanjutan, namun tidak 
IMidle memberikan hasil optimal atau dengan kata 
lain ada beberapa tujuan yang tidak tercapai 
IThis MPA has sustainability, but does not 
provide optimum results, or in other words, 
there are some objectives are not met 
3. 66,67 — 100,00 Tinggi DPL ini berkelanjutan, memberikan hasil 
/High optimal dan tujuan pengembangan DPL tercapai 


/This MPA is ongoing, provides optimal results 
and achieve the goal of developing DPL 


Sumber: Modifikasi dari Susilo (2003)/Source:Modified from Susilo (2003). 


Ill. HASIL DAN PEMBAHASAN 


Penilaian keberlanjutan DPL didasarkan 
pada Indeks Keberlanjutan DPL (IB-DPL). IB- 
DPL tertinggi dimiliki oleh DPL Pulau Sebesi, 
yaitu 72,41 pada skala keberlanjutan 0 — 100. 
DPL Desa Blongko memiliki nilai IB-DPL 
sebesar 63,83. Adapun APL Pulau Harapan 
memiliki Indeks Keberlanjutan sebesar 36,30. 

Hasil penilaian terhadap 32 atribut yang 
terdiri dari 4 aspek atau dimensi, yaitu aspek 
ekologi dan lingkungan, sosial ekonomi dan 
budaya, kebijakan setempat, dan 
kelembagaan memperlihatkan bahwa 
Program DPL Pulau Sebesi dan DPL Desa 
Blongko memiliki prospek keberlajutan yang 
tinggi (di atas 50) seperti yang disebutkan oleh 
Susilo (2003). 

Dari hasil analisis di atas, dapat dikatakan 
bahwa program DPL Pulau Sebesi dan Desa 
Blongko memiliki prospek keberlanjutan yang 
lebih tinggi untuk terus dikembangkan oleh 
masyarakat, dibandingkan program APL Pulau 
Harapan, dimana nilai IB-DPL kurang dari 50 
pada skala 0-100 (Gambar 2). 

Hal ini tentunya harus menjadi perhatian 
bagi inisiator program, jika ingin program ini 


terus berlanjut. Untuk program DPL Desa 
Blongko dan Pulau Sebesi juga perlu dikaji 
lebih lanjut, aspek apa saja yang belum 
berkelanjutan dari pengembangan DPL di dua 
lokasi ini. 

Hasil penilaian Indeks Keberlanjutan 
Pengembangan 3 DPL yang diteliti 
sebagaimana disajikan pada Tabel 2 
menunjukkan bahwa IB-DPL ditinjau dari 
aspek ekologi dan lingkungan dari 3 DPL yang 
diteliti umumnya sudah tinggi, yaitu di atas 
nilai 50 pada skala 0-100. Nilai IB-DPL yang 
sangat tinggi dari aspek ekologi dan 
lingkungan pada program DPL Pulau Sebesi, 
yaitu mencapai 87,74. Nilai IB-DPL Desa 
Blongko juga cukup tinggi, yaitu 83,28. Nilai 
IB-DPL terendah terdapat pada APL Pulau 
Harapan. Hal ini sesuai dengan hasil yang 
diperlihatkan dari setiap atribut yang sudah 
dijelaskan. Dimana DPL Pulau Sebesi dan 
DPL Blongko memiliki nilai yang cenderung 
maksimum dibandingkan dengan program 
APL Pulau Harapan. Dari hasil analisis 
leverage atribut diketahui bahwa atribut yang 
paling berpengaruh terhadap keberlanjutan 
ditinjau dari aspek ekologi dan lingkungan 
adalah kualitas ikan karang, kualitas terumbu 
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Tabel2. Nilai Indeks Keberlanjutan Pengembangan DPL Desa Blongko, Pulau Sebesi dan 


APL Pulau Harapan 


Table 2. Sustainable Index Value of MPA Development Blongko Village, Sebesi Island and 


Harapan Island 


Lokasi DPL/ MPA Location 


Dimensi/Dimension 


DPL Blongko DPL Pulau Sebesi APL Pulau Harapan 
Ekologi/Ecology 83,28 87,74 52,89 
Ekonomi dan Budaya/ 54,28 65,18 24,62 
Economic and Culture 
Kebijakan Setempat/ 57,22 60,25 25,26 
Local Policy 
Kelembagaan/ 65,47 82,29 49,09 
Institutional 
Total 63,83 72,41 36,30 
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Gambar 2. Posisi Keberlanjutan Pengembangan Program DPL Desa Blongko, Pulau Sebesi 


dan Pulau Harapan 


Picture 2. Sustainable Position of Program Development MPA Blongko Village, Sebesi Island 


and Harapan Island 


karang, penggunaan alat tangkap destruktif 
seperti cyanide dan alat tangkap dasar. 
Keempat atribut inilah yang mempengaruhi 
prospek keberlanjutan pengembangan daerah 
perlindungan laut. 

Dimensi sosial ekonomi dan budaya 
memiliki nilai IB-DPL yang terendah jika 


dibandingkan dengan nilai IB-DPL tiga 
dimensi lainnya. APL Pulau Harapan memiliki 
nilai IB-DPL yang sangat rendah, yaitu kurang 
dari 50 (24,62). DPL Blongko dan Pulau 
Sebesi masih memiliki nilai IB-DPL yang 
tinggi, yaitu masing-masing 54,28 dan 65,18. 
Namun jika dibandingkan dengan nilai IB-DPL 
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untuk aspek ekologi dan lingkungan masih jauh 
lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa 
dampak dari program DPL terhadap atribut- 
atribut yang menyangkut aspek sosial ekonomi 
dan budaya masih rendah. Analisis leverage 
atribut untuk aspek sosial ekonomi dan budaya 
menunjukkan bahwa atribut yang 
mempengaruhi keberlanjutan pada aspek ini 
adalah penyerapan tenaga kerja, peningkatan 
pendapatan, efek ganda dari pengembangan 
DPL, serta pengembangan mata pencaharian 
alternatif. 

Dilihat dari kesesuaian program DPL 
dengan aspek kebijakan setempat, nilai IB-DPL 
tidak berbeda jauh dengan nilai IB-DPL pada 
aspek sosial ekonomi dan budaya. Nilai IB- 
DPL terendah untuk aspek kebijakan setempat 
terdapat pada pengembangan program APL 
Pulau Harapan sebesar 25,26. DPL Desa 
Blongko dan DPL Pulau Sebesi masing-masing 
57,22 dan 60,25. Nilai IB-DPL yang rendah ini 
menunjukkan bahwa atribut-atribut dari aspek 


kesesuaian program DPL dengan kebijakan 
setempat banyak yang belum optimal dikelola. 
Hal ini berarti bahwa untuk mempertahankan 
keberlanjutan program DPL di lokasi penelitian 
aspek ini perlu mendapatkan perhatian. 
Kesesuaian dengan kebijakan setempat dan 
adanya dukungan dari berbagai elemen 
masyarakat akan mendorong pengembangan 
DPL ini. Sebaliknya, jika tidak ada dukungan 
dari elemen masyarakat, maka DPL ini akan 
sulit berkembang. Atribut yang berpengaruh 
terhadap pengembangan DPL dilihat dari 
aspek kebijakan setempat adalah dukungan 
Peraturan Daerah (PERDA), dukungan 
program pemerintah daerah, dukungan 
lembaga non pemerintah, dan internalisasi 
program DPL kedalam program pemerintah 
daerah. Adanya dukungan Perda akan 
memberikan kekuatan hukum bagi 
pengembangan DPL ini. Demikian juga, jika 
program DPL diinternalisasikan ke dalam 
program tahunan, akan mendapatkan bantuan 
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Gambar 3. Posisi Keberlanjutan Pengembangan Program DPL Desa Blongko, Pulau Sebesi 
dan Pulau Harapan Untuk Aspek Ekologi dan Lingkungan 

Picture 3. Sustainable Position of Program Development MPA Blongko Village, Sebesi Island 
and Harapan Island for Ecological and Environmental Aspects 
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Gambar 4. Posisi Keberlanjutan Pengembangan Program DPL Desa Blongko, Pulau 
Sebesi dan Pulau Harapan Untuk Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya 
Sustainable Position of Program Development MPA Blongko Village, Sebesi Island 


Picture 4. 


and Harapan Island for Economic Social and Cultural Aspects 
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Gambar 5. Posisi Keberlanjutan Pengembangan Program DPL Desa Blongko, Pulau Sebesi 


dan Pulau Harapan Untuk Aspek Kebijakan Setempat 


Picture 5. Sustainable Position of Program Development MPA Blongko Village, Sebesi Island 


and Harapan Island for Local Policy Aspects 
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Gambar 6. Posisi Keberlanjutan Pengembangan Program DPL Desa Blongko, Pulau Sebesi 
dan Pulau Harapan Untuk Aspek Hukum dan Kelembagaan 

Picture 6. Sustainable Position of Program Development MPA Blongko Village, Sebesi Island 
and Harapan Island for Legal and Institutional Aspects 


setiap tahun bagi pengembangan DPL. 

Nilai IB-DPL untuk aspek kelembagaan 
dari tiga lokasi yang diteliti menunjukkan nilai 
yang lebih tinggi dari nilai IB-DPL untuk aspek 
sosial ekonomi-budaya dan aspek kebijakan 
setempat. Nilai IB-DPL tertinggi terlihat pada 
Program DPL Pulau Sebesi, yaitu 82,29. Nilai 
IB-DPL untuk DPL Desa Blongko dan APL 
Pulau Harapan masing-masing adalah 65,47 
dan 49,09. Berdasarkan uraian setiap 
parameter yang telah dipaparkan sebelumnya, 
atribut yang membedakan ketiga lokasi ini 
adalah dalam hal pengembangan SDM dan 
legalitas dari program DPL. Untuk dua atribut 
ini, pada program DPL Pulau Sebesi dan Desa 
Blongko dikembangkan dengan baik, 
sedangkan pada program APL Pulau Harapan 
belum berjalan dengan baik. Empat atribut 
yang berpengaruh pada pengembangan DPL 
dilihat dari aspek kelembagaan adalah 
program pendampingan, bantuan dari pihak 
swasta/non pemerintah, program pelatihan 


dan aturan pengelolaan. Aspek kelembagaan 
dan pengembangan sumberdaya manusia 
sangat berpengaruh dalam pengembangan 
DPL. Analisis leverage menyajikan beberapa 
atribut yang sensitif terhadap keberlanjutan 
pengembangan daerah perlindungan laut 
(Gambar 7). Atribut sensitif untuk aspek 
ekologi dan lingkungan adalah perbaikan 
ekosistem terumbu karang, penurunan 
tekanan pemanfaatan terumbu karang, 
peningkatan keragaman ikan karang, dan 
program perlindungan sumberdaya. 

Atribut sensitif aspek sosial ekonomi dan 
budaya adalah kontribusi terhadap 
peningkatan pendapatan masyarakat, 
penyerapan tenaga kerja, efek ganda, dan 
upaya pengembangan mata pencaharian 
alternatif. Untuk aspek kebijakan setempat, 
atribut yang sensitif adalah legalitas DPL, 
dukungan Peraturan Daerah (PERDA), 
dukungan program pemerintah daerah, dan 
internalisasi program DPL kedalam program 
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Analisis Leverage Aspek Ekologi dan Lingkungan 
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Program Perlindungan 
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Penggunaan Alat Tangkap 
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Leverage Analysis of Ecological and Environmental Aspects 
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Protection Program 
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Analisis Leverage Aspek Hukum dan Kelembagaan 
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Program Pelatihan 
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Leverage Analysis Aspects of Ecology and Culture 
Technology Introduction 
Livelihood Development 
Activity Support 
Multiplier Effects 
Employment Absorption 


Atributte 


Increased Revenue 
Relation to Livelihood 
Conformity With Conditions 


Leverage Analysis Legal and Institutional Aspects 


Relations with 

Relations with the Private 
Training Program 
Mentoring Program 
Ability Institutional DPL 
Program Monitoring and 
Rules Management DPL 


Atributte 


Availability Tool 


Analisis Leverage Kebijakan Setempat 
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Partisipasi Masyarakat 
Dukungan Lembaga Non 
Internalisasi Program DPL 
Dukungan Pemda 

Aturan Khusus 


Atribut 


Dukungan Peraturan Daerah 
Legalitas 
Kesesuaian dengan 


Leverage Analysis Local Policy 
Public Participation 


Non Support Institution. 
Internalization DPL Program 


Local Government Support 
Special Rules 


Atributte 


Support Local Regulations 
Legality 
Conformity with 


Gambar 7. Diagram Leverage Keberlanjutan Daerah Perlindungan Laut 
Picture 7. Leverage Diagram of Marine Protected Areas Sustainability 
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Gambar 8. Diagram konseptual Perumusan Konsep Keberlanjutan Pengembangan DPL 
Picture 8. Conceptual Diagram of Concept Formulation of Sustainability MPA Development 


pembangunan daerah. Adapun aspek sensitif 
untuk aspek kelembagaan adalah aturan 
pengelolaan DPL, program pendampingan, 
program pelatihan, hubungan dengan lembaga 
donor, dan monitoring dan evaluasi. Secara 
diagramatik, konsep keberlanjutan 
pengembangan DPL disajikan pada Gambar 8. 


IV. KESIMPULAN DAN 
KEBIJAKAN 


IMPLIKASI 


Kesimpulan 
1. Tingkat keberlanjutan (IB-DPL) program 

DPL Desa Blongko dan DPL Pulau Sebesi 

sudah tinggi, yaitu di atas nilai IB-DPL 50 

pada skala 0-100. Adapun APL Pulau 

Harapan masih rendah, yaitu kurang dari 

50. Nilai indeks keberlanjutan berdasarkan 

aspek/dimensi adalah: 

e Ekologi dan lingkungan: DPL Blongko 
(83,28); DPL Sebesi (87,74) dan APL 
Harapan (52,89) 

e Sosial Ekonomi dan Budaya: DPL 
Blongko (54,28); DPL Sebesi (65,18): 
dan APL Harapan (24,62) 


e Kebijakan: DPLBlongko (57,22), DPL 
Sebesi (60,25), dan APL Harapan 


(25,26) 
e Kelembagaan: DPL Blongko (65,47), 
DPL Sebesi (82,29): dan APL 


Harapan (49,09) 


2. Strategi pengelolaan yang dapat dilakukan 
untuk menjaga keberlanjutan 
pang mean DPLadalah: 

Peningkatan kualitas terumbu karang 
dan sumberdaya ikan di kawasan DPL 
melalui penekanan kegiatan yang 
merusak lingkungan. 

- Pengembangan mata pencaharian 
alternatif guna mendukung program 
DPL sehingga dapat menciptakan 
lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 

-  Internasilisasi program DPL ke dalam 
program tahunan pemerintah daerah, 
sehingga program ini mendapatkan 
perhatian secara kontinyu. 

- Pelibatan lembaga lain (non 
pemerintah) dalam pengembangan 
DPL, sehingga berbagai keterbatasan 
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yang dimiliki oleh masyarakat dan 
pemerintah daerah dapat diatasi. 


3. Berdasarkan perbandingan ketiga DPL 
yang diteliti, DPL Pulau Sebesi memiliki 
tingkat kerbelanjutan yang lebih baik 
disusul DPL Blongko, kemudian APL Pulau 
Harapan. 


Implikasi Kebijakan 

1. Perlu dikaji aspek sosial ekonomi dan 
budaya lebih lanjut, mengapa aspek ini 
yang merupakan salah satu tujuan dari 
program pengembangan DPL ini 
umumnya masih rendah, dibandingkan 
dengan aspek ekologi dan lingkungan. 
Padahal, aspek ini sangat mempengaruhi 
keberlajutan program yang dikembangkan 
dengan pendekatan pengelolaan berbasis 
masyarakat. 


2. Melihat tiga contoh program DPL yang 
diteliti, terlihat bahwa DPL Desa Blongko 
dan Pulau Sebesi memiliki tingkat 
keberlajutan yang lebih tinggi dari APL 
Pulau Harapan. Jika dilihat dari inisiator 
masing-masing program, dimana program 
DPL Desa Blongko dan DPL Pulau Sebesi 
diinisiasi oleh lembaga non pemerintah 
dengan pendekatan yang sangat 
partisipatif, sedangkan APL Pulau 
Harapan diinisiasi oleh pemerintah daerah 
dengan pendekatan proyek. Diperlukan 
kajian lebih lanjut untuk membuktikan 
bahwa program dengan pendekatan yang 
partisipatif akan lebih berkelanjutan 
dibandingkan dengan pendekatan proyek. 
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ABSTRAK 


Perairan Segara Anakan di Kabupaten Cilacap merupakan perairan semi tertutup (laguna) yang terdiri 
dari laguna pusat (utama), yang dikelilingi oleh hutan mangrove dan lahan pasang surut (intertidal). 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik sumber daya dan mengetahui 
nilai manfaat langsung dari pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian 
dilakukan di perairan Segara Anakan Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, pada bulan Juni sampai 
dengan Agustus 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey dengan metode 
analisis Effect on Production (EoP) -Residual Rent (RR) - Replacement Cost Method (RCM). Hasil 
penelitian menunjukkan nilai manfaat langsung dari sumber daya perairan Segara Anakan yang digunakan 
untuk kegiatan perikanan, pertanian dan pemanfaatan kayu mangrove sebesar Rp 911.046.869.346 
per tahun, dengan nilai pemanfaatan dari kegiatan perikanan sebesar Rp 891.526.405.816 per tahun 
(98,9%), pertanian Rp 6.280.864.030 per tahun (0,7%) dan penggunaan mangrove sebagai bahan bakar 
sebesar Rp 3.239.599.500 per tahun (0,4%). Nilai tersebut memberikan gambaran bahwa keberadaan 
sumber daya perairan Segara Anakan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar baik bagi 
masyarakat maupun pemerintah khususnya di sektor perikanan. 


Kata kunci : sumber daya, pesisir, nilai manfaat langsung 


Abstract : Characteristic and Direct Use Value of the Coastal Resources (Case Study of the 
Segara Anakan Resource of Cilacap District) 


Segara Anakan in Cilacap is a semi-enclosed lagoon which consists of the central lagoon as primary 
and bounded by mangrove forest and tidal land (intertidal). Mangrove ecosystem provides important roles 
for fisheries. Mangrove ecosystem contributes as nursery ground for marine biotas and as the filter of 
material contamination and wave drag. This research was to describe the characteristics of the resources 
and direct use value from the aguatic resources utilization in Segara Anakan, Cilacap Regency, Central Java 
Province during June to August 2009. This research used survey methods by applying the Effect on 
Production (EOP) - Residual Rent (RR) - Replacement Cost Method (RCM) method. Results ofthis research 
showed the direct use value from fishery, agriculture and mangrove extraction is IDR 911 billion per year that 
include utilization of fisheries activity IDR 891 billion per year (98,9%), agriculture IDR 6 billion per year 
(0,7%), and mangrove extraction as firewood IDR 3 trillion per year (0,4%). This value describes large 
economic contributions of aguatic resources in Segara Anakan to local community and government, 
especially from fisheries. 


Keywords : coastal resource, direct use value, value of direct benefits 
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I. PENDAHULUAN 


Sebagai negara kepulauan terbesar di 
dunia, Indonesia memiliki potensi sumber 
daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan 
yang dapat pulih (renewable resources) 
maupun tidak dapat pulih (non-renewable 
resources) yang sangat besar. Salah satu 
sumber daya alam terpulihkan adalah 
ekosistem mangrove dengan beragam biota 
asosiatif dan keindahan yang mempesona 
memiliki nilai ekologi dan ekonomi yang tinggi. 
Selain memiliki peran sebagai penahan 
abrasi, gelombang dan sumber 
keanekaragaman, ekosistem mangrove 
memiliki nilai ekologi sebagai tempat habitat, 
mencari makanan, tempat asuhan dan tumbuh 
besar serta pemijahan berbagai biota laut. 
Berbagai jenis biota laut, bahan-bahan kayu 
mangrove, sebagai daerah wisata dan 
rekreasi yang menarik merupakan nilai 
ekonomis yang terkandung dalam ekosistem 
mangrove (Bengen dan Retraubun, 2006). 

Salah satu ekosistem sumber daya 
mangrove di Pulau Jawa adalah Segara 
Anakan yang terdapat di Kabupaten Cilacap, 
Provinsi Jawa Tengah. Segara Anakan 
merupakan sebuah nama dalam bahasa jawa 
yang berarti “anakan dari laut”. Segara Anakan 
terletak antara dua pulau yaitu Pulau Jawa dan 
Pulau Nusa Kambangan yang merupakan 
perairan semi tertutup (laguna) terdiri dari 
laguna pusat (utama), yang dikelilingi oleh 
hutan mangrove dan lahan pasang surut 
(intertidal). Segara Anakan memiliki dua outlet 
yang langsung berbatasan dengan Samudera 
Indonesia dan inlet yang berasal dari sungai- 
sungai yang bermuara di laguna yaitu Sungai 
Citanduy, Cibeureum, Cikonde dan Ujung 
Alang. Sungai-sungai tersebut banyak 
memberikan pengaruh terhadap ekosistem 
yaitu berupa sedimentasi yang menyebabkan 
tanah timbul dan pendangkalan dengan rata- 
rata laju pelumpuran + 6,2 juta m°/tahun dari 
tahun 1971-1980. 

Terlepas dari permasalahan adanya 
sedimentasi, keberadaan ekosistem 


mangrove Segara Anakan baik secara 
langsung (penangkapan dan budidaya 
perikanan, kayu mangrove dan pertanian) 
maupun tidak langsung memberikan banyak 
manfaat bagi kelangsungan hidup 
masyarakat sekitarnya. Dengan status 
kepemilikan yang masih belum jelas dan 
adanya nilai manfaat penting dari sumber 
daya yang sifatnya tidak tampak (intangible) 
dan sulit diukur secara moneter, 
menyebabkan persepsi masyarakat terhadap 
nilai ekonomi ekosistem mangrove cenderung 
rendah sehingga kepedulian terhadap 
pengelolaan dan pelestarian sumber daya 
tersebut menjadi rendah pula. Mengingat 
pentingnya fungsi ekologi dan ekonomi 
eksosistem mangrove tersebut maka tujuan 
dari penelitian ini adalah mengkaji karakter 
dan penilaian langsung nilai ekonomi dari 
pemanfaatan perikanan, pertanian dan kayu 
mangrove untuk memberikan gambaran 
secara jelas tantangan yang dihadapi 
sehingga dapat digunakan untuk memberikan 
masukan terhadap penyusunan kebijakan 
pembangunan dan pengelolaan sumber daya 
kelautan dan perikanan, khususnya sumber 
daya pesisir. 


Il. METODOLOGI 


Kerangka Pemikiran dan Ruang Lingkup 
Penelitian 

Valuasi terhadap pemanfaatan sumber 
daya perairan Segara Anakan memerlukan 
pemahaman terkait dengan karakteristik 
pemanfaatan sumber daya. Karakteristik 
pemanfaatan sumber daya akan memberikan 
gambaran tentang jenis-jenis pemanfaatan 
sumber daya dan bagaimana sumber daya 
tersebut dimanfaatkan. Kedua hal tersebut 
dibutuhkan untuk mengetahui potensi sumber 
daya dan sebagai dasar untuk memahami 
aktivitas ekonomi dan pola pemanfaatan 
sumber daya serta untuk mengestimasi nilai 
manfaat langsung sumber daya melalui 
valuasi ekonomi. Direct use value merupakan 
suatu cara penilaian atau upaya kuantifikasi 
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barang dan jasa sumber daya alam dan 
lingkungan ke nilai uang, terlepas ada tidaknya 
nilai pasar (market value) terhadap barang dan 
jasa tersebut. Nilai manfaat langsung juga 
memberikan gambaran hubungan antara 
ekologi dan ekonomi secara terintegrasi 
(Adrianto, 2006). Penilaian yang tepat bagi 
nilai lingkungan sangat penting terutama 
dalam kaitan penggunaan sumber daya alam 
bagi kesejahteraan masyarakat yang 
seringkali harus melakukan realokasi sumber 
daya untuk penciptaan output, juga untuk 
keberlanjutan sumber daya tersebut bagi 
masayang akan datang. 


Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan di perairan Segara 


Anakan Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa 
Tengah, pada Bulan Juni sampai dengan 
Agustus Tahun 2009. 


Karakterisasi / 
Characterization 


Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Data primer 
dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara 
terhadap responden dengan menggunakan 
kuesioner dan pengamatan langsung 
(observasi). Data primer meliputi nilai 
pemanfaatan, pola pemanfaatan dan 
pengelolaan sumber daya, dan aspek sosial 
maupun ekonomi. Sedangkan data sekunder 
yang dikumpulkan dari dinas, lembaga atau 
instansi terkait yaitu Dinas Perikanan 
Kabupaten Cilacap dan Badan Pusat Statistik, 
meliputi data statistik perikanan dan data yang 
terkait dengan demografi sosial ekonomi 
sumber daya kelautan dan perikanan. 


Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan metode 
survei sedangkan pengumpulan data dengan 


Sumber daya PesisirCoastal resources 


+ 


Sumber daya Perairan Segara Anakan/ 
Aquatic resource of Segara Anakan 


9 - y 


Karakteristik 
PemanfaatanSumber daya/ 
Resource utilization characteristics 


Sumber daya/ Types of 


| Jenis Pemanfaatan 
resource utilization 


Valuasi Ekonomi/Economic Valuation: 


e Pengaruh Produksi/Effect on Production 
e Residual Rent 


n Potensi Sumberdaya/Resource potency 


e Biaya Pengganti/Replacement Cost 


Nilai Manfaat Langsung 
Sumber daya Perairan Segara Anakañ 
Direct Use value of aquatic resource in Segara Anakan 


Data Dasar Penyusunan Opsi Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan/ 
Basic data compilation of policy options and development of marine fisheries 


Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan/ 
Policy of fisheries and marine development 


Gambar1. Kerangka Pemikiran dan Ruang Lingkup Penelitian Valuasi Ekonomi 
Ekosistem Mangrove 
Figure 1. Research Scope and Framework of the Economic Valuation of Mangrove 


Ecosystem 
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teknik wawancara secara langsung dengan 
responden. Wawancara dilakukan dengan 
panduan beberapa topik data dalam suatu 
kuisioner. Sedangkan pengambilan sampel 
menggunakan teknik sampel random 
berstrata (stratified random sampling) 
berdasarkan jenis kegiatan pemanfaatan 
sumber daya untuk mengetahui nilai dari 
sumber daya. Jumlah sampel yang digunakan 
sebanyak 178 responden terdiri dari 114 
responden untuk pemanfaat perikanan, 27 
responden untuk pemanfaat pertanian dan 37 
responden untuk pemanfaat kayu bakar. 
Selain itu juga dilakukan observasi terhadap 
kondisi kehidupan responden dan lokasi 
penelitian guna mempertajam analisis dalam 
pembahasan hasil penelitian. 


Metode Analisis Data 

Data dianalisis secara deskriptif dan 
kuantitatif. Analisis data secara deskriptif 
digunakan untuk menjelaskan aktivitas 
masyarakat yang memanfaatkan sumber daya 
perairan Segara Anakan. Analisis data secara 
kuantitatif digunakan untuk menghitung nilai 
manfaat langsung sumber daya perairan 
Segara Anakan. Metode yang digunakan 
dalam analisis ini adalah Effect on Production 
(EoP) -Residual Rent (RR) - Replacement 
Cost Method (RCM). 

Hufschmidt et al. (1983) dalam Adrianto 
(2006) menyebutkan bahwa analisis data 
perikanan menggunakan pendekatan EoP 
mempertimbangkan aspek ekologi dan 
ekonomi. Pendekatan EoP memerlukan 
sebuah pendekatan yang integratif antara flow 
ekologi dan flow ekonomi karena lebih 
memfokuskan pada perubahan aliran fungsi 
ekologis yang memberikan dampak pada 
ekonomi sumber daya alam yang dinilai. 
Dengan menggunakan metode ini, maka akan 
didapatkan nilai surplus konsumen dengan 
bentuk persamaan sebagai berikut: 


CS =U -Pt 


dimana: 
CS- Surplus konsumen/Consumersurplus 
U = Total kesediaan membayar/Willingness 
topay 
Pt = Nilai yang dibayarkan/Paying value 


Residual Rent (RR) didefinisikan sebagai 
perbedaan antara biaya faktor produksi dan 
nilai panen(nilai ekstraksi) dari sumber daya 
alam. Dimana residual rent dapat dilihat 
sebagai kontribusi sistem alam atau 
pendapatan bersih terhadap nilai ekonomi 
total. RR digunakan untuk analisis data 
pemanfaatlahan pertanian. 


T 

B- 

PV residual rent Model P y L 
l+r 


ha 5 
dimana: 
PV = Nilai manfaat sekarang/Present Value 
Bt = Manfaat bersih dari sumber daya 
kawasan/Net benefit of resource area 
Ct = Biaya produksi/Production cost 
T = Jumlah tahun regresi nilai/Amount of 
regression value 
r = Tingkat diskon riil/Level of real 
discount 
L = Luasan kawasan sumber daya/Area 


resource wide range 


Replacement Cost Method (RCM) 
diaplikasikan untuk menghitung nilai manfaat 
kayu mangrove yang berfungsi sebagai bahan 
bakar. Biaya rehabilitasi per hektar mangrove 
dapat digunakan sebagai nilai dari RCM, yaitu: 


IUV = (Cr/m? )xM 


dimana: 
IUV= Nilai manfaat Langsung/Inderect use 
value 
Biaya pemanfaatan mangrove per 
hektar/Cost per hectare of mangrove 
utility 
Luas hutan mangrove (ha)/ Width of 
mangrovefha) 


Cr- 
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lll. HASIL DAN PEMBAHASAN 


Karakteristik Ekosistem Sumber daya 
Perairan Segara Anakan 

Segara Anakan merupakan perairan semi 
tertutup (laguna) yang terdiri dari laguna pusat 
(utama), yang dikelilingi oleh hutan mangrove 
dan lahan pasang surut (intertidal). Menurut 
Pusat Studi Kebijakan Lingkungan (2006), 
pada tahun 1903 luas Segara Anakan sebesar 
6.450 ha, tahun 1992 menjadi 1.800 ha, tahun 
2001 menyusut menjadi 1.200 ha, dan tahun 
2006 hanya tersisa tidak lebih dari 834 ha. 

Segara Anakan memiliki dua outlet 
(keluaran) yang langsung berbatasan dengan 
Samudra Indonesia dan inlet (masukan) yang 
berasal dari sungai-sungai yang bermuara di 
laguna. Faktor yang mempengaruhi kawasan 
Segara Anakan adalah sungai-sungai yang 


masuk kedalamnya (inlet). Tabel 1 
menunjukkan karakteristik sungai yang 
alirannya masuk kedalam kawasan Segara 
Anakan. Sungai Citanduy adalah sungai yang 
memainkan faktor penting hidrodinamika di 
Segara Anakan. Hal ini terlihat dari cakupan 
luasan tangkapan air dan curah hujan 
sehingga sangat mempengaruhi percampuran 
massa air tawar dan massa air asin di Segara 
Anakan. Sungai-sungai yang bermuara di 
Segara Anakan adalah Citanduy, Cibeureum, 
Cikonde dan Ujung Alang. Sungai-sungai 
tersebut membawa dampak yang sangat 
signifikan terhadap perubahan ekosistem dan 
kelangsungan hidup biota-biota di Segara 
Anakan berupa sedimentasi yang 
menyebabkan munculnya tanah timbul dan 
membuat Segara Anakan menjadi dangkal 


Tabel 1. Hidrologi Sungai-sungai yang Masuk ke Segara Anakan, Cilacap 
Table 1. Hydrology of the Rivers Entering to Segara Anakan, Cilacap 


Arus Rata-rata/Average Flows (m°/day) Perkiraan 
Lembah banyaknya 
Sungai dan Luas Musim Musim Rata-rata per lumpur yang 
No Sugai/ Lembah Kemarau/Dr Hujan/Rain tahun/Annual mengalir ke 
Basin and IBasin y Season y Season Average Laguna/Estimated 
River Area (x 10°) (x 10) (x 10°) Silt Transport 
(km?) Into Lagoon 
(ton/year) 
1 Lembah Sungai 3.500 - - Š š 
Citanduy/ 
Citanduy Basin 
Sungai - 14,77 24,45 19,61 3.039.000 
2. Citanduy/ 
Citanduy River 
Lembah Sungai 960 - - - £ 
3 Segara Anakan 
/Segara 
Anakan Basin 
Sungai - 0,05 0,17 0,11 9.000 
4.  Siberuem/ 
Cibereum 
River . 
5 Sungai - 0,08 1,5 0,79 2.194.000 
Cibaur/Cikondor River 
Total 4.460 14,9 26,12 20,15 5.242.000 


Sumber: White (1989) dalam Nurgrahandi dan Iwan (2007)/ 


Source: White (1989) in Nurgrahandi and Iwan (2007) 
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(Nurgrahadi dan Iwan, 2007). Endapan lumpur 
yang dibawa beberapa sungai yang bermuara 
di Segara Anakan tiap tahun kurang lebih 5 juta 
meter kubik, sehingga meskipun telah 
dilakukan pengerukan secara periodik, 
kontribusi lumpur dari sejumlah sungai itu 
mengakibatkan luas laguna kian menyempit. 
Segara Anakan atau dikenal dengan 
Kampung Laut disebut-sebut sebagai 
ekosistem mangrove terunik di Asia Pasifik. Di 
laguna tersebut, berkembang 26 jenis pohon 
mangrove dan ratusan spesies udang dan ikan 
laut. Adapun jenis tanaman penyusun hutan 


mangrove Segara Anakan disajikan pada 
Tabel 2. Luas hutan mangrove di Indonesia 
terus mengalami penurunan dari 5.209.543 ha 
(1982) menurun menjadi 3.235.700 ha (1987) 
dan menurun lagi hingga 2.496.185 ha (1993). 
Dalam kurun waktu 10 tahun (1982-1993) 
telah terjadi penurunan hutan mangrove + 
50% dari total luasan semula (Ditjen Penataan 
Ruang, 2009). Hutan mangrove Segara 
Anakan termasuk dalam Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Barat, 
yang luasnya secara keseluruhan sebesar 
22.000 ha. Pada tahun 1970 berangsur- 


Tabel 2. Jenis-jenis Tumbuhan di Hutan Mangrove Segara Anakan, Cilacap 
Table 2. Types of Vegetation in SegaraAnakan Mangrove Forest, Cilacap 


No Jenis Spesies / Types of Species 


Nama Daerah / Local Name 


Avicennia alba 

Avicennia marina 
Avicennia oficinalis 
Sonneratia alba 
Rhizophora mucronata 
Rhizophora apiculata 
Brugueria gymnorrhiza 
Brugueria parviflora 
Xylocarpus granatum 

10. Xylocarpus molluccensisi lam 
11. Cerbera manghas Linn 
12.  Heritierra littoralis 

13.  Aegiceras corniculatum 
14.  Excoecaela agallocha 

15. Ficus retusa 

16. Premna obtusifolia 

17. Dolichaudrone spathaceae 
18. Nypa fruticans 

19. Achanthus ilicifoliuss 

20. Derris heterophylla 

21.  Acrostichum aureum 

22.  Clerodendra marae Coset 
23.  Atalantia trimera Oliv 

24.  Lumnitzara littorea 

25.  Corypha uton 

26. Ceriops tagal 

27. Hibiscus tiliaceus 


CON NA 


Api-api 

Api-api 

Api-api 
Bogem/perepat 
Bakau Bandul 
Bakau Kacangan 
Tancang 

Tanjan 

Nyirih 

Nyuruh 

Bintaro 

Dungun 
Gedangan 
Buta-buta 
Panggang 
Singkil 

Jaranan 

Nipah 

Drujon, Jejuron 
Godelan, Gadelan 
Warakas 
Glontang waroka 
Jerukan 

Kayu duduk 
Gebang 

Tingi 

Waru, Kembang Kuning 


Sumber/ Source : LPP Mangrove, 1998 
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angsur menurun menjadi 15.000 ha, mulai 
1998 terjadi pembalakan liar secara besar- 
besaran. Laporan terakhir menyebutkan lahan 
mangrove seluas 7.000 ha habis ditebang. 
Dari angka tersebut, 6.000 ha di antaranya 
sudah dikuasai warga untuk dijadikan tambak 
atau lahan pertanian. Karena pembalakan liar, 
kini hutan mangrove yang masih tersisa 
menjadi 8.000 ha atau hanya 54 %. Tebal 
hutan mangrove berkisar antara 0,5 — 11 km. 
Secara administratif hutan mangrove tersebut 
terletak di Kecamatan Kawunganten 
Kabupaten Cilacap. 

Pengurangan luas hutan mangrove juga 
sebagai akibat intensitas penebangan yang 
tinggi, serta proses pendangkalan secara 
alamiah yang cukup cepat di Segara Anakan. 
Akibat proses pendangkalan, sifat anaerobik 
tanah akan berubah, sehingga bukan lagi 
merupakan habitat mangrove. Sedangkan 
tujuan pengusahaan hutan mangrove adalah 
untuk pemulihan fungsi hutan untuk produksi 
dan perlindungan juga sebagai feeding 
ground, spawning ground, dan nursery 
ground. 

Kawasan Segara Anakan memiliki lima 
macam bentuk lahan, yaitu tubuh perairan, 
hamparan pasang surut bervegetasi, 
hamparan pasang surut tak bervegetasi, 
dataran aluvial dan gosong sungai. Tubuh 
perairan dari waktu ke waktu mengalami 
pendangkalan dengan laju 2 cm per tahun. 
Bentuk hamparan pasang surut bervegetasi 
meliputi hampir keseluruhan kawasan dan 
sepanjang garis pantai kawasan. Hamparan 
ini merupakan habitat dari berbagai macam 
satwa, misalnya unggas, mamalia, dan reptilia. 
Hamparan pasang surut tak bervegetasi 
terbanyak terdapat di bagian timur kawasan 
dan disebelah utara Kampung Klaces. Dataran 
aluvial banyak terdapat di bagian selatan 
kawasan yaitu Utara Pulau Nusa Kambangan. 
Gosong Sungai yang terbentuk di tubuh 
perairan sebenarnya merupakan gosong 
lumpur (mud bar) atau pulau lumpur (mud 
island) yang terbentuk karena proses 
sedimentasi. 


Pemanfaatan dan Nilai Manfaat sumber 
daya Perairan Segara Anakan 

Sumber daya perairan Segara Anakan, 
Kecamatan Kampung Laut dimanfaatkan 
untuk beberapa kegiatan antara lain: 
(1) Perikanan, (2) Pertanian, dan (3) 
Pemanfaatan Kayu Mangrove sebagai bahan 
untuk arang bakar. Ketiga pemanfaatan 
sumber daya tersebut mempunyai nilai 
manfaat langsung terhadap masyarakat. 
Terkait dengan pemanfaatan sumber daya 
perikanan, analisis manfaat langsung akan 
dibedakan menjadi empat komoditas sumber 
daya yaitu udang windu, krosok/peci, kepiting 
dan ikan. Pembagian sumber daya tersebut 
didasarkan atas harga masing-masing sumber 
daya yang berbeda cukup jauh dimana akan 
mempengaruhi dalam pengolahan data jika 
digabungkan. Analisis data nilai manfaat 
langsung pemanfaatan sumber daya 
perikanan menggunakan teknik surplus 
konsumen sedangkan pemanfaatan pertanian 
dan kayu mangrove menggunakan teknik Cost 
Benefit Analysis (CBA) dan Replacement Cost 
Method (RCM). 


Pemanfaatan dan Nilai Manfaat Untuk 
Kegiatan Perikanan 

Pemanfaatan untuk perikanan meliputi 
perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Di 
Kecamatan Kampung Laut, jumlah rumah 
tangga perikanan sebanyak 228 keluarga 
sedangkan jumlah perahu nelayan menurut 
jenis kapal sebanyak 456 unit serta jumlah alat 
tangkap menurut jenisnya sebanyak 728 unit 
(Tabel 3). Perahu jukung yang terdapat di 
Kampung Laut biasanya terbuat dari kayu 
hutan yang bahan bakunya diambil dari hutan 
di Pulau Nusa Kambangan. Kayu-kayu hutan 
yang dipilih berdiameter 1.5—2 meter dengan 
panjang sekitar 10 — 15 meter. Umur perahu 
jukung dapat mencapai 15 tahun, namun saat 
ini sangat sulit untuk menemukan kayu hutan 
yang cocok dijadikan perahu jukung, akibat 
dari penebangan liar di sekitar kawasan hutan 
Pulau Nusa Kambangan. Kapal-kapal jukung 
berbahan kayu yang dimiliki oleh nelayan di 
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Kampung Laut sekarang merupakan hasil 
kapal warisan orangtua. Selain kapal jukung 
berbahan dasar kayu, nelayan juga 
menggunakan kapal jukung yang terbuat dari 
fiber dengan harga sekitar Rp. 2 — 4 juta. 
Selain digunakan untuk menangkap ikan, 
kapal tersebut juga digunakan sebagai 
transportasi penduduk, namun kapal ini rentan 
mengalami kerusakan dan memiliki umur 
teknis yang relatif singkat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 
responden nelayan di Kecamatan Kampung 
Laut, diperoleh informasi bahwa setidaknya 
terdapat empat jenis alat tangkap yang 
disajikan pada Tabel 4. Masing-masing alat 
tangkap tersebut memiliki spefisikasi yang 
berbeda sehingga hasil komoditas perikanan 
yang ditangkap juga berbeda. Kegiatan 
penangkapan dikonsentrasikan pada badan 
Segara Anakan, aliran sungai dan di beberapa 
lokasi hutan mangrove. Frekuensi kegiatan 
maupun volume hasil tangkapan yang 
diperoleh setiap tahunnya mengalami 
penurunan. Seperti yang telah dijelaskan 
bahwa sedimentasi menjadi penyebab dari 
penurunan hasil tangkapan. Produksi 
perikanan di Kecamatan Kampung Laut 
sampai dengan tahun 2008 mencapai 78.936 
ton. Komoditas utama yang diandalkan dari 
perairan Segara Anakan adalah kepiting 
bakau dan udang windu. 


Luas lahan budidaya di Kecamatan 
Kampung Laut saat ini mencapai 167,9 Ha. 
Perikanan budidaya dilakukan sejak 
munculnya tanah timbul di perairan Segara 
Anakan yang merupakan dampak sedimentasi 
dari sungai-sungai yang bermuara di Segara 
Anakan. Tipe budidaya yang ada di 
Kecamatan Kampung Laut adalah budidaya 
tambak skala tradisional dengan komoditas 
utama adalah udang, bandeng, dan belanak. 
Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) untuk 
budidaya tambak adalah sebanyak 385 RTP 
dengan jumlah unit tambak sebesar 566 unit 
(Anonimous, 2009). Pada Tabel 5 dapat 
terlihat bahwa komoditas udang menjadi 
kontribusi terbesar dibandingkan dengan 
komoditas bandeng, belanak maupun 
kepiting. Pemanfaatan budidaya komoditas 
kepiting di Kampung Laut saat ini masih belum 
terlalu banyak sehingga sangat berpotensi 
untuk dikembangkan. 

Budidaya tambak di Kecamatan 
Kampung Laut bersifat polikultur atau lebih 
dari satu komoditas dibudidayakan dalam satu 
areal tambak dimana komoditas yang dipilih 
bersifat saling menguntungkan dan tidak 
mengganggu pertumbuhan serta 
perkembangan masing-masing komoditas. 
Perikanan Budidaya didominasi dua desa 
Kecamatan Kampung Laut, yaitu Desa Klaces 
dan Desa Ujung Alang. Perikanan budidaya 
terpusat pada Dusun Bondan yang termasuk 


Tabel 3. Jumlah Perahu Nelayan dan Alat Tangkap di Kecamatan Kampung Laut, Cilacap, 


Jawa Tengah, 2008 


Table 3. Type and Total of Boats and Fishing Gears in Kampung Laut Sub-district, Cilacap, 


Central Java, 2008 


Perahu/ Total Alat tangkap/ Total 
Boats (unit) Fishing Gear (unit) 
Kapal/Boat 228 Jaring Insang/Gill net 146 
Jukung /Jukung 85 Wadong/ Trap net 319 
Jukung bermesin/ 
Jukung with engine 143 Bubu/ Trap net 88 
- Lain-lain/Another gears 175 


Sumber/Source : Anonimous, 2009 
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Tabel4. Jenis, Spesifikasi Alat Tangkap dan Komoditas Perikanan di Kecamatan 
Kampung Laut, Cilacap, Jawa Tengah, 2009 

Table 4. Types, Fishing Gear and Commodities at Kampung Laut specifications Subdistrict, 
Cilacap, Central Java, 2009 


Alat Tangkap/ Spesifikasi Alat Tangkap/ Komoditas Perikanan/ 
Fishing gears Fishing gears Spesification Fisheries commodities 
Wadong/ Jenis alat tangkap yang terbuat dari anyaman bambu Kepiting Bakau/ 

Trap net dikategorikan sebagai trap net sama halnya dengan Mud Crab 


alat tangkap bubu. Pengoperasian wadong dilakukan 
dengan memperhatikan pasang surut air. Wadong 
dioperasikan pada saat air surut terendah dan 
membutuhkan waktu 2,5 jam untuk pemasangan. 
Waktu pengoperasian alat tangkap wadong umumnya 
dilakukan pada pukul dua siang dan diambil pada 
pukul delapan pagi keesokan harinya/ 

Type of fishing gear made of woven bamboo traps are 
categorized as net fishing gear as well as Bubu. 
Wadong operation carried out with due regard to tidal 
water. Wadong operated at low tide and it took 2.5 
hours for installation. Wadong fishing gear operating 
time is generally performed at two o'clock in the 
afternoon and were taken at eight o'clock the next 


morning. 
Jaring Jaring tiga lapis (trammel net) yang dipasang di sekitar e Ikan Belanak/ 
Kantong/ hutan mangrove. Jaring ini sangat efektif untuk mullet fish, 
Trammel menangkap ikan belanak maupun udang. Umur teknis e Udang Windu/ 
net jaring kantong ini pendek, biasanya sekitar 3-5 bulan/ tiger shrimp, 


Three-layered nets (trammel net) that are placed , Udang Krosok (peci)/ 
around the mangrove forest. These nets are very krosok shrimp (peci) 
effective for catched fish mullet and shrimp. Bag nets 

technical life is short, usually around 3-5 months. 


Jaring Jaring apong menyerupai jaring mini trawl namun e Udang Windu/ 
Apong/ bersifat pasif dipasang dengan cara menghadang tigershrimp, 
Passive aliran arus ketika air pasang dan bersifat menetap. e Udang Krosok (peci)/ 
Trawl Jaring ini bersifat merusak sumberdaya perikanan krosok shrimp (peci), 


karena menggunakan mata jaring (mesh size) yang , Ikan Belanak/ 
cukup kecil. Ikan-ikan yang belum cukup besar, mullet fish 
seringkali tertangkap dengan menggunakan jaring 

apong. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

responden bahwa sekarang ini ada beberapa jenis 

ikan yang sangat sulit untuk didapatkan/ 

Apong that resembles a mini-trawl nets are passive but 

installed by way of blocking the flow of current when 

the high tide and are settled. These nets are damaging 

fisheries resources because using guite small mesh 

size. Small fish are often caught by using nets apong. 

Based on the results of interviews with respondents 

that nowadays there is some type of fish that is very 

difficult to obtaining. 
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Lanjutan Tabel 4/ Table 4 Continued 


Alat Tangkap/ Spesifikasi Alat Tangkap/ Komoditas Perikanan/ 
Fishing gears Fishing gears Spesification Fisheries commodities 
Jala Jala udang dioperasikan dengan cara ditebar di Udang windu/ 

Udang/ perairan sekitar hutan mangrove dengan ketinggian air tiger shrimp 

Shrimp yang tidak terlalu dalam. Pengoperasiannya dilakukan 

Net pada saat siang hari dengan menggunakan kapal 


jukung bermotor maupun tidak bermotor. Nelayan 
terkadang menggunakan dua alat tangkap yang 
berbeda dalam satu kali trip/ 

Shrimp nets operated in a manner stocked in the 
waters surrounding mangrove forests with the water 
levels are not too deep. Operation carried out during 
the daytime using djoekoeng motor boats, whether or 
not vehicles. Fishermen sometimes use two different 
fishing gear in one trip. 


Sumber/ Source : data primer/primary data, 2009. 


Tabel 5. Produksi Perikanan Budidaya Kecamatan Kampung Laut, Cilacap, Jawa Tengah, 
2008 
Table 5. Production of Aquaculture in Kampung Laut Sub-District, Cilacap, Central Java, 2008 


Komoditas Perikanan/Fish Commodities 


Bulan/ Udang/ Bandeng/ Kepiting! Belanak/ Lainnya/ Total/ 

Month Shrimp Milkfish Crab Mullet Other Amount 
Januari/ January - - - - - - 
Februari/February 9.811 7.685 - - 10.398 27.894 
Maret/March 7.214 5.037 - 5.254 - 17.505 
AprilApril 5.467 - - 5.672 - 11.139 
Mei/May 6.947 - 4.782 5.653 - 17.382 
Juni/June 6.405 5.338 - 6.695 - 18.438 
Juli/July 6.693 4.722 - 5.166 - 16.581 
Agustus/August 4.705 3.654 - 3.859 - 12.218 
September/ September 10.580 5.716 - 7.826 - 24.122 
Oktober/October 9.959 3.959 - 5.888 - 19.806 
November/November 3.821 2.570 - 1.897 - 8.288 
Desember/December - - - - - - 
Total/Amount 71.602 43.463 4.782 47.910 10.398 173.373 


Sumber /source : Anonimous, 2009 
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ke dalam Desa Ujung Gagak. Pembudidaya 
sistem tradisional memiliki lahan untuk 
budidaya yang berkisar antara 0,5 — 5 ha 
tergantung dari modal masing-masing 
pembudidaya. Kepemilikan lahan budidaya 
pada dasarnya adalah milik Perum Perhutani 
yang dimanfaatkan oleh pembudidaya untuk 
kegiatan ekonomi. Konsekuensi dari 
kepemilikan tersebut adalah pembudidaya 
diwajibkan untuk menanam pohon mangrove 
disekitar tambak serta menjaga mangrove 
tersebut hingga dapat tumbuh dengan baik. 
Sejak tahun 2008, Kecamatan Kampung 
Laut khususnya di Desa Ujung Alang, mulai 
dilakukan percobaan budidaya kepiting. 
Budidaya kepiting ini merupakan salah satu 
alternatif mata pencaharian penduduk 
kampung laut sebagai upaya untuk 
mengurangi ketergantungan hasil tangkapan 
kepiting di hutan mangrove. Budidaya kepiting 
bersifat tradisional karena tidak menggunakan 
teknologi tinggi dan pemberian pakan buatan 
serta padat tebar yang tinggi. Budidaya 
kepiting yang dilakukan hanya pembesaran 
yaitu dengan cara membesarkan kepiting 
anakan (kroyo) yang berasal dari alam selama 
tiga bulan dengan menggunakan pakan alam 
maupun ikan-ikan rucah. Kepiting kroyo dibeli 
dari nelayan setempat dengan kisaran harga 
Rp 12.000 — Rp 15.000 per kg. Para 
pembudidaya di Desa Ujung Alang biasanya 
melakukan panen dengan rata-rata berat 1 
ekor kepiting mencapai 8 hingga 10 ons 
dengan harga Rp 40.000 s.d Rp 55.000. 


Nilai manfaat langsung untuk 
pemanfaatan perikanan didasarkan pada 
komoditas sumber daya yang ada di perairan 
Segara Anakan, antara lain: ikan, udang 
windu, udang krosok, dan kepiting bakau. 
Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa kisaran 
harga sumber daya udang windu yaitu Rp 
45.000 — 60.000. Kisaran tersebut 
berdasarkan kepada ukuran udang windu 
yaitu size 20, size 30, size 35 dan size 40. 
Udang krosok/peci pada dasarnya merupakan 
udang-udang kecil yang berada di sekitar 
kawasan perairan. Jenis udang krosok/peci 
berbeda dengan udang windu dimana tidak 
ada perbedaan ukuran dalam hal 
penjualannya. Kisaran harga sumber daya 
kepiting dibedakan berdasarkan ukuran, mulai 
dari kepiting kroyo (kecil), kepiting super dan 
kepiting telur. Kepiting kroyo dijual langsung 
kepada pengepul kecil dan pengepul menjual 
kembali kepada pembudidaya kepiting untuk 
dibesarkan. Berbeda dengan kepiting kroyo, 
kepiting super dan telur langsung dijual ke luar 
wilayah Segara Anakan. sumber daya ikan 
yang dimaksud adalah ikan belanak dan 
bandeng. Ikan belanak banyak ditemukan di 
kawasan perairan sedangkan ikan bandeng 
berasal dari tambak yang berada di Dusun 
Bondan. 

Sebagian besar komoditas sumber daya 
ikan di perairan Segara Anakan dikonsumsi 
hanya pada tingkat masyarakat setempat dan 
di sekitar perairan, tidak sampai dikirim ke luar 
daerah Kabupaten Cilacap. Hal tersebut 


Tabel 6. Kisaran Harga Komoditas Perikanan di Kawasan Segara Anakan, Cilacap, Jawa 
Tengah, 2009 
Table 6. Price Range Fisheries Commodities in Segara Anakan Area, Cilacap, Central Java, 
2009 
No Komoditas/ Kisaran Harga (Rp/Kg)/ 
Commodities Price Range (IDR/Kg) 


1. Ikan/Fish 
2. Udang Windu/ Tiger shrimp 
3: 


Udang Krosok (Peci)/Krosok shrimp(peci) 


4. Kepiting Bakau/ Mud crab 


6.000 — 11.000 
45.000 — 60.000 
6.000 ~ 18.000 


22.000 — 50.000 


Sumber/Source : Data Primer Diolah/Primary data processed, 2009. 
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karena ukuran ikan-ikan belanak yang 
tertangkap semakin mengecil, sehingga tidak 
dapat dijadikan komoditas unggulan walaupun 
rasa ikan belanak lebih gurih daripada ikan 
lainnya. Udang windu terkenal sebagai 
sumber daya primadona Kecamatan 
Kampung Laut. Ukuran udang windu baik yang 
tertangkap maupun hasil budidaya masih 
relatif agak besar untuk pasar domestik 
maupun internasional. Sedangkan untuk 
permintaan akan komoditas udang krosok dan 
peci di luar daerah cukup tinggi. Udang krosok 
dan peci secara khusus dapat diolah menjadi 
terasi. Pengolahan dilakukan di Desa Ujung 
Alang secara tradisional sehingga 
menimbulkan aroma yang cukup khas. Selain 
diolah menjadi terasi, udang krosok dan peci 
dapat digunakan sebagai lauk pauk. 
Penangkapan komoditas kepiting 
dengan menggunakan alat tangkap wadong 
dilakukan di dalam hutan mangrove. Musim 
puncak kepiting dimulai pada saat musim 
penghujan datang. Pasang surut kawasan 
Segara Anakan juga menjadi salah satu 
pertimbangan nelayan dalam melakukan 
operasi penangkapan. Rata-rata jumlah trip 


penangkapan kepiting dalam satu tahun 
adalah 180 kali dalam setahun atau 15 kali 
dalam sebulan. Berdasarkan hasil 
wawancara, nelayan melakukan operasi 
penangkapan sekali dalam sehari, namun 
apabila hasil tangkapan cenderung meningkat 
dalam sehari dapat dua kali. Nilai surplus 
konsumen dan nilai manfaat langsung tiap 
komoditas perikanan yang ada di Segara 
Anakan disajikan pada Tabel 7. 


Pemanfaatan dan Nilai Manfaat Untuk 
Lahan Pertanian 

Pertanian di Kecamatan Kampung Laut 
cukup berkembang merupakan dampak dari 
tanah timbul akibat sedimentasi. Pertanian di 
Kecamatan Kampung Laut mengandalkan 
curah hujan sebagai sumber pengairannya 
sehingga hanya panen satu kali dalam 
setahun, namun ada juga petani yang dapat 
panen dua kali dalam setahun. Jenis padi yang 
ditanam adalah padi gogo (IR 64). Sektor 
pertanian mulai menggeliat ketika beberapa 
nelayan beralih menjadi petani akibat dari 
sektor perikanan yang tidak menguntungkan 
lagi karena adanya sedimentasi. 


Tabel 7. Nilai Konsumen Surplus dan Manfaat Langsung Komoditas Perikanan di Segara 


Anakan, Cilacap, Jawa Tengah, 2009 


Table 7. Consumer Surplus and Direct Use Value of Fisheries Commodities in Segara Anakan, 


Cilacap, Central Java, 2009 


Nilai Total Nilai Yang Surplus Nilai Manfaat 
Jenis Kesediaan Dibayarkan Oleh Konsumahi Langsund/ 
No Komoditas/ Membayar/ Konsumen/ Consumer aa Pas 
Commodities Willingness Consumer Paid Surplus (Rp) Value (Rp) 
to Pay (Rp) Value (Rp) P p p 
i Ikan/Fish 243.083.946 5.658.998 237.424.948 145.541.493.124 
» Udang Windu/ 1.263.653.032 14.014.873 1.249.638.159 663.557.862.429 
` Tiger Shrimp 
3. Udang Krosok 184.846.247 19.391.704 165.454.543 53.110.908.303 
dan Peci/ 
Krosok and peci 
Shrimp 
4. Kepiting/Crab 137.868.132 9.288.562 128.579.570 29.316.141.960 
Jumlah/ Total 1.829.451.357 48.354.137 1.781.097.220 891.526.405.816 


Sumber/Source : Data Primer Diolah/Primary data processed, 2009 


J. Bijak dan Riset Sosek KP. Vol.5 No.1, 2010 43 


Lahan pertanian di Kecamatan Kampung 
Laut dikategorikan menjadi dua macam lahan 
yaitu lahan yang memang telah ada sebelum 
adanya sedimentasi dan lahan pertanian yang 
timbul akibat adanya sedimentasi. Lahan 
pertanian jenis pertama banyak terdapat di 
pinggiran Pulau Nusa Kambangan bagian 
Selatan. Dengan adanya sedimentasi yang 
semakin bertambah tiap tahunnya maka areal 
pertanian juga bertambah. Namun perlu 
dicatat bahwa produksi hasil pertanian diatas 
tanah timbul tidak lebih tinggi dibandingkan 
dengan lahan pertanian yang memang telah 
ada dari dulu. Hal ini berkaitan erat dengan 
salinitas yang cukup tinggi akibat dari 
pencampuran air Segara Anakan. Lebih lanjut, 
struktur tanah timbul sangat mudah terjadi 
rembesan atau interupsi air laut ke lahan 
pertanian. 

Kepemilikan lahan merupakan syarat 
utama dalam melakukan usaha pertanian. 
Pada umumnya petani di Kecamatan 
Kampung Laut tidak hanya mengandalkan 
hasil usaha tani sebagai sumber utama 
penghidupan keluarga. Kombinasi pekerjaan 
lain diantaranya adalah sebagai pencari kayu 
di hutan, pembudidaya kepiting, berdagang, 
dan buruh. Lahan pertanian di Kecamatan 
Kampung Laut kepemilikannya diperoleh 
dengan cara membeli yang telah berlangsung 
sekitar pertengahan tahun 1970 - an. Selain 
dengan cara pembelian, tanah yang diperoleh 
juga atas dasar persewaan dan bagi hasil. 
Secara umum, lahan pertanian tanah timbul di 
Kecamatan Kampung Laut merupakan tanah 
negara yang diakui secara yuridis. 
Penguasaan atas lahan tanah timbul tersebut 
tidak secara otomatis menjadi milik petani. 
Lahan pertanian yang digunakan rata-rata 
berkisar antara 0,5 — 1 Ha. Lahan pertanian 
terbanyak berada pada Desa Ujung Gagak, 
hal tersebut karena intrusi air laut tidak terlalu 
tinggi dan sumber air tawar banyak tersedia 
dari Pulau Nusa Kambangan (Suparmoko dan 
Suparmoko, 2000). 

Perhitungan pemanfaatan langsung 
pertanian menggunakan teknik residual rent. 


Rata-rata kepemilikan lahan pertanian tiap 
responden adalah sebesar 0,5 Ha atau sekitar 
300-400 ubin. Berdasarkan hasil analisis, 
maka nilai manfaat langsung pertanian adalah 
sebesar Rp 6.415.591 per Ha per tahun. 
Jumlah luas lahan pertanian di Kecamatan 
Kampung Laut adalah seluas 979 hektar 
(Anonimous, 2008). Maka dapat diketahui 
bahwa total nilai manfaat langsung pertanian 
sebesar Rp. 6.280.864.030 pertahun. 


Pemanfaat dan Nilai Manfaat Kayu 
Mangrove sebagai Bahan Bakar 

Di Kecamatan Kampung Laut terdapat 
berbagai macam pengusaha yang 
memanfaatkan mangrove untuk mendukung 
usahanya. Pengusaha gula memanfaatkan 
mangrove sebagai kayu bakar untuk memasak 
air kelapa menjadi gula kelapa. Selain itu 
ditemukan pengusaha pembuat tungku hemat 
yang menggunakan tanah dari hutan 
mangrove sebagai bahan dasar pembuatan 
tungku. Perajin nipah sendiri mengunakan 
nipah (salah satu jenis mangrove) yang 
berfungsi sebagai atap rumah yang masing 
banyak ditemukan pada rumah-rumah 
penduduk Kecamatan Kampung Laut serta 
menggunakan batang kayu mangrove sebagai 
kasso. Penggunaan kayu mangrove sebagai 
bahan bangunan di kalangan penduduk 
Kampung Laut sudah terjadi secara turun 
temurun. 

Permasalahan kerusakan sumber daya 
hutan mangrove sebenarnya telah lama 
terjadi. Sampai sekarang pun, masih sering 
terjadi pengambilan kayu mangrove untuk 
keperluan komersial seperti pembuatan arang. 
Pembuatan arang dari kayu mangrove sangat 
dikenal karena baik mutunya, dimana sumber 
panas dari arang kayu mangove bisa bertahan 
lama. Pelaku penebangan kayu mangrove 
sebagian besar dilakukan oleh orang luar 
Kampung Laut. Pelaku biasanya menimbun 
kayu di pinggir sungai, setelah kayu telah 
terkumpul cukup banyak baru kemudian ditarik 
dengan menggunakan kapal. Seringkali 
pelaku tertangkap basah oleh polisi perairan 
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setempat dan kayu hasil tebangan disita, 
namun sampai dengan saat ini pengawasan 
yang terjadi sangat tidak efektif akibat dari 
jumlah pelaku yang lebih banyak 
dibandingkan dengan jumlah pengawas. 
Masyarakat kampung laut sendiri sadar akan 
akibat dari penebangan liar tersebut, namun 
masyarakat hanya mengusir pelaku apabila 
melakukan penebangan liar di sekitar 
kampung mereka. Beberapa penelitian 
menyatakan bahwa penurunan luas 
ekosistem mangrove di kawasan Segara 
Anakan setiap tahunnya mencapai 148,92 ha. 
Selain berasal dari penebangan liar, 
penurunan luas kawasan mangrove juga 
disebabkan karena adanya kegiatan 
pembukaan lahan tambak udang sebagai 
alternatif lokasi bagi usaha tambak udang di 
pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Barat 
yang semakin menurun produktifitasnya. 
Perhitungan pemanfaatan sumber daya 
mangrove untuk kayu bakar di Segara Anakan 
menggunakan analisis nilai pengganti 
(Replacement Cost Method). Sebagian besar 
pemanfaat sumber daya mangrove berada di 
lokasi Desa Ujung Alang dan Desa Klaces. 
Pada saat penelitian di lapangan, responden 
yang diwawancara merupakan masyarakat 
sekitar yang memanfaatkan langsung kayu 


mangove yang sudah rusak, tidak menebang 
pohon mangrove yang masih hidup. Pada 
dasarnya, responden tidak memanfaatkan 
kayu untuk dijual kembali (produksi), namun 
digunakan untuk keperluan pribadi seperti 
memasak. Oleh karena itu, asumsi yang 
digunakan untuk analisis pemanfaat kayu 
mangrove adalah bahwa setiap kubik kayu 
yang digunakan menggunakan teknik biaya 
pengganti apabila jumlah kubik kayu tersebut 
dijual. 

Tabel 8 menunjukkan nilai manfaat 
langsung dari pemanfaatan sumber daya 
mangrove untuk kayu bakar dengan total 
manfaat dari kedua desa sebesar 
Rp. 3.239.599.500 per tahun. Analisis 
menggunakan asumsi pemanfaat kayu di 
Desa Ujung Alang sebesar 50 % dan Desa 
Klaces sebesar 70 % dari total KK yang ada di 
masing-masing desa tersebut. Masih cukup 
tingginya penggunaan kayu bakar disebabkan 
kurang terjangkaunya biaya jika 
menggunakan bahan bakar alternatif seperti 
minyak tanah dan gas. Walaupun bahan bakar 
gas telah diintroduksi di Kecamatan Kampung 
Laut pada saat program konversi dari minyak 
tanah ke gas yang dilakukan oleh pemerintah 
pusat pada tahun 2008, namun biayanya 
cukup besar. 


Tabel 8. Nilai Manfaat Langsung Pemanfaatan Kayu di Segara Anakan, Cilacap, Jawa 


Tengah, 2009 


Table 8. Direct Use Value of Wood Utilization in Segara Anakan, Cilacap, Central Java, 2009 


Asumsi 
Rataan Hardal Pemanfaat 
Pemanfaatan 9 Kayu/ Nilai Manfaat 
price ; Jumlah 
Kayu/Average Asumption of 5 Langsung/ 
Desa/ Apr (Rp/ PA Populasi/ š 
: Wood utilization : Wood Utilization Direct Use Value 
Village : kubik)/ : Number of 
(kubik/tahun)/ (IDR/ (Persen dari Population (Rp/tahun)/ 
(cubic/year) cubic) Populasi)/ (IDR/year) 
(percent from 
population) 
Ujung Alang 32,93 30.000 0,5 4.650 2.296.867.500 
Klaces 36 30.000 0,7 1.247 942.732.000 
Total 3.239.599.500 


Sumber/Source : Data Primer Diolah/Primary data processed, 2009 
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Total Nilai ManfaatLangsung 

Total nilai manfaat langsung sumber daya 
perairan Segara Anakan pada dasarnya 
merupakan penjumlahan dari nilai manfaat 
langsung tiga jenis pemanfaatan yang ada 
didaerah itu, yaitu perikanan, pertanian dan 
pemakaian kayu mangrove sebagai bahan 
bakar. Dapat di lihat pada Tabel 9 bahwa 
total nilai manfaat langsung sumber daya 
perairan Segara Anakan sebesar 
Rp 911.046.869.346/tahun dengan nilai 
manfaat langsung terbesar berasal dari 
pemanfaatan untuk kegiatan perikanan 
sebesar Rp 891.526.405.816/tahun atau 
sebesar 98,9%. Hal tersebut menggambarkan 
bahwa masyarakat menempatkan ekstraksi 
langsung sumber daya perairan Segara 
Anakan untuk kebutuhan hidup utamanya dan 
sumber pendapatan bagi masyarakat di sektor 
perikanan. 


IV. KESIMPULAN DAN 
KEBIJAKAN 


IMPLIKASI 


Kesimpulan 

Jenis pemanfaatan sumber daya perairan 
Segara Anakan yang dilakukan oleh 
masyarakat adalah pemanfaatan perikanan, 
pertanian dan pemanfaatan kayu mangrove 
sebagai bahan bakar. Sedangkan nilai 
manfaat langsung total untuk kegiatan 
tersebut sebesar Rp 911.046.869.346 per 


tahun dengan pemanfaatan perikanan 
sebesar 98,9%, pertanian 0,7% dan 
penggunaan mangrove sebagai bahan bakar 
sebesar 0,4%. Nilai tersebut memberikan 
gambaran bahwa keberadaan sumber daya 
perairan Segara Anakan memberikan manfaat 
ekonomi yang cukup besar baik bagi 
masyarakat maupun pemerintah khususnya di 
sektor perikanan. Namun terdapat masalah 
mengenai sedimentasi yang muncul di 
perairan Segara Anakan yang nantinya akan 
berpengaruh pada pemanfaatan sumber daya 
perairan Segara Anakan tersebut. 


Implikasi Kebijakan 

Untuk mengatasi permasalahan akibat 
proses sedimentasi diperlukan sebuah 
tindakan yang sistematis dengan berpegang 
pada prinsip ekologi. Penyelesaian 
permasalahan sedimentasi harus dilakukan 
mulai hulu hingga ke hilir, karena tanpa adanya 
upaya perbaikan dari hulu hingga ke hilir maka 
kegiatan ekonomi yang ada akan terancam. 
Proses sedimentasi tidak dapat diselesaikan 
dengan program pengerukan/penyedotan 
semata, namun melalui beberapa tindakan 
yaitu menentukan strategi penanganan 
prioritas, berdasarkan kerentanan masing- 
masing komponen kegiatan (rencana aksi), 
pendekatan dan sinkronisasi antara analisis 
GAP dan GIS, tampak bahwa ini akan lebih 
efektif dan rasional. Berdasarkan penilaian 


Tabel 9. Rekapitulasi Nilai Manfaat Langsung Sumberdaya Perairan di Segara Anakan, 


Cilacap, Jawa Tengah, 2009 


Table 9 Recapitulation of Direct Use Value of Segara Anakan Resource, Cilacap, Central Java, 


2009 
Jenis Manfaat Langsung/ Nilai (Rp per tahun)/ (Yo) 
Direct Use Type Value (IDR a year) 

Perikanan/ Fisherie s 891.526.405.816 98,9 
Pertanian /Agricultural 6.280.864.030 0,7 
Mangrove sebagai bahan bakar/ 3.239.599.500 0,4 
Mangrove as a fuel 
Total/ Total 911.046.869.346 100,0 


Sumber/Source : Data Primer Diolah/Primary data processed, 2009 


46 Karakteristik.... (Riesti Triyanti, Rizki Aprilian Wijaya, Sonny Koeshendrajana, dan Fatriyandi Nur Priyatna) 


hasil pendekatan tersebut, urutan prioritas 

penanganan adalah sebagai berikut: 

(1). Pemulihan daerah hulu, tengah, hilir 
yang terkena dampak sedimentasi, 
terutama di daerah lahan kritis, 

(2). Restorasi kawasan mangrove, 
berdasarkan orientasi masyarakat dan 
lebih berfokus pada lahan tambak, 
dengan menerapkan sistem silviculture 
hutan mangrove, 

(3). Pengembangan Eco-Wisata (Desa 
Nelayan Kampung Laut), termasuk 
pemberdayaan masyarakat nelayan 
Kampung Laut sehingga akan terus 
menjadi masyarakat yang memiliki 
profesi sebagai nelayan pencampuran 
dengan perairan Segara Anakan : 

(4). Pemberdayaan tanah timbul, sebagai 
dataran rendah hutan hujan tropis dengan 
pengembangan jenis pohon asli yang 
berasal dari Nusakambangan dan 
Pengandaran. 
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ABSTRAK 


Penelitian terkait dengan pengembangan sistem usaha perikanan dalam rangka mendukung 
ketahanan pangan telah dilakukan pada Tahun 2009, di lokasi-lokasi yang mewakili wilayah-wilayah yang 
oleh Badan Ketahanan Pangan dikategorikan sebagai rawan pangan. Metode penelitian yang dilakukan 
adalah studi kasus, dengan data yang dikumpulkan menggunakan metode survey. Responden terdiri dari 
pelaku usaha budidaya ikan dan masyarakat yang dipilih secara purposif masing-masing dari satu desa di 
kabupaten-kabupaten yang dinyatakan paling rawan pangan terpilih. Pengolahan data dilakukan secara 
deskriptif dan modeling, untuk mengetahui strategi dalam pengembangan usaha budidaya guna 
pemenuhan konsumsi ikan ideal oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan perlu adanya pembedaan 
strategi pengembangan sistem usaha perikanan di setiap lokasi, tergantung potensi lokasi masing-masing. 
Strategi pertama dilakukan dengan mengembangkan usaha perikanan mencakup sistem usaha budidaya 
mulai dari pembenihan sampai pembesaran serta penumbuhan usaha penyedia jasa input. Strategi lainnya 
yaitu dengan meningkatkan usaha perikanan yang ada di darah lain terdekat guna mensuplai kebutuhan 
ikan untuk konsumsi ikan di lokasi rawan pangan. Strategi intervensi dimaksud dapat dilakukan upaya 
intensifikasi dan ekstensifikasi usaha budidaya. 


Kata Kunci: strategi intervensi, sistem usaha perikanan, ketahanan pangan, rawan pangan 


Abstract : Development Strategy of Fisheries Farming System to Support Food Security at Food 
Shortage Areas 


This research was to assess fisheries farming system development in supporting food security 
program in selected food shortage areas according to definition of the Food Security Agency, the Ministry of 
Agriculture. Research was conducted in 2009 and used survey method. Respondent was selected by using 
purposive sampling method. Primary and secondary data were used in this study. Data processing was 
carried out descriptively by using the System Dynamics Modeling Approach to find out appropriate strategy 
for developing fisheries farming system. Results showed that the fisheries farming system development at 
each location has different strategy depending on its potential resource. The first proposed strategy is to 
provide fisheries farming system, starting from seed production to nursery and grow-out culture activities, as 
well as to develop provider of business inputs. Another strategy is to improve existing fisheries farming 
System in the areas nearby to supply the needs of fish consumption in food shortage locations. 


Keywords: intervention strategy, fishers, enterprise system 
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I. PENDAHULUAN 


Sebagai salah satu sumber protein, ikan 
berpotensi memainkan peran penting dalam 
program ketahanan pangan terutama 
ketahanan gizi masyarakat. Widya Karya 
Nasional Pangan dan Gizi VI telah 
merekomendasikan standar kecukupan 
nasional pangan dan gizi untuk kecukupan 
protein sebesar 50 gram protein/kapita/hari 
dan energi sebesar 2,200 Kkal/kapita/hari. 
Dari angka kecukupan protein rata-rata per 
kapita per hari tersebut dianjurkan sebanyak 
18 gram diantaranya dipenuhi dari pangan 
sumber protein hewani, dengan perincian 6 
gram berasal dari ternak dan 12 gram berasal 
dari ikan. 

Ikan dihasilkan selain dari penangkapan, 
juga dihasilkan dari budidaya. Kondisi sumber 
daya ikan dari penangkapan saat ini tidak 
dapat diharapkan akan dapat menyuplai 
kebutuhan untuk konsumsi karena kondisi 
sumber daya yang sebagian wilayahnya 
mengalami overfishing. Salah satu sektor 
andalan yang masih dapat diupayakan yaitu 
mengembangkan usaha budidaya ikan 
sehingga dapat meningkatkan produksinya 
sehingga dapat menggantikan kekurangan 
sumber ikan yang tidak dapat disediakan oleh 
usaha penangkapan. Peningkatan produksi 
ikan hasil budidaya harus dilakukan melalui 
pendekatan sistem usaha budidaya yang baik, 
sehingga pemenuhan protein untuk menjaga 
ketahanan pangan rumah tangga dapat 
dipenuhi. 

Pengembangan usaha perikanan di 
lokasi rawan pangan pun sangat 
memungkinkan dilakukan. Faktor yang 
penting adalah adanya sumber daya yang 
cukup untuk mendukung usaha tersebut dapat 
dilakukan seperti ketersediaan air, 
infrastruktur, serta sumber daya manusia 
sebagai pelaksana kegiatan usaha. Melalui 
tulisan ini ingin dilihat bagaimana strategi 
intervensi terhadap sistem usaha perikanan 
yang harus dilakukan untuk meningkatkan 
pasokan ikan bagi konsumsi rumah tangga di 
lokasi rawan pangan. 


Il. METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian terkait dengan sistem usaha 
perikanan yang mendukung ketahanan 
pangan telah dilakukan pada tahun 2009. 
Lokasi penelitian dipilih secara sengaja 
(purposive) yaitu desa yang tercatat sebagai 
lokasi rawan pangan selama tiga tahun 
berturut-turut dari data Statistik Kerawanan 
Pangan dan Gizi yang dikeluarkan oleh Badan 
Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian. 
Banyaknya lokasi desa dipilih 3 desa di tiga 
kabupaten dan tiga propinsi yang ada di Jawa 
Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. 
Setelah dilakukan identifikasi maka terpilih 3 
desa yaitu di Jawa Tengah (Desa Watuurip, 
Kec. Padang, Kabupaten Banjarnegara), 
DIY (Desa Salamredjo, Kecamatan Sentolo 
Kab.Kulonprogo) dan Jawa Timur (Desa 
Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten 
Lumajang). 


Data dan Sumber Data 

Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan metode survey. Jenis data 
yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan 
sekunder. Responden dipilih secara purposif 
sebanyak 30 orang terdiri dari pelaku usaha 
budidaya ikan dan masyarakat yang berada di 
lokasi desa rawan pangan. Data primer 
diperoleh melalui wawancara langsung 
dengan responden menggunakan kuesioner 
terstruktur. Topik-topik pertanyaan yang 
tercakup dalam kuesioner adalah karakteristik 
responden, faktor-faktor dalam sistem usaha 
perikanan, data tentang ketahanan pangan 
terkait dengan konsumsi ikan responden yang 
meliputi stabilitas, keterjangkauan, 
ketersediaan dan keamanan pangan. Data 
sekunder diperoleh melalui studi literatur 
maupun laporan yang dikeluarkan oleh 
institusi terkait baik pusat maupun daerah 
yang terkait dengan ketahanan pangan serta 
pengembangan usaha perikanan. 


Analisis Data 
Pengolahan data dilakukan secara 
deskriptif tabulatif dan modeling. Modeling 


J. Bijak dan Riset Sosek KP. Vol.5 No.1, 2010 49 


berguna untuk merekonstruksi hubungan 
antara skenario intervensi strategi tertentu 
dalam pengembangan usaha budidaya 
dengan output dari skenario intervensi yang 
terpilih dalam kaitannya untuk pemenuhan 
konsumsi ikan ideal oleh masyarakat di desa 
tersebut. Pemodelan menggunakan piranti 
lunak powersim, yang dikembangkan atas 
dasar model sistem dinamik, digunakan untuk 
membantu rekonstruksi tersebut. Tabulasi 
data dan rekonstruksi skenario diuji 
validitasnya melalui diskusi kelompok fokus, 
untuk melihat kesesuaiannya dengan kondisi 
riil di lapangan. Acuan utama dari diskusi- 
diskusi kelompok fokus digunakan kerangka 
agribisnis yang dikemukakan oleh Saragih 
(2001), dimana sistem usaha perikanan 
diusahakan dengan memperhatikan 
keterkaitan antara subsistem.  Subsistem 
yang dimaksud meliputi subsistem produksi 
(usaha budidaya), subsistem input produksi, 


Masalah/Problems 


1. Pemetaan sistem Nyata/ 
Real System Mapping 


2. Pembuatan Model/ 
Model Development 


3. Input Data 


Rekomendasi/Recomendation 


(Causal Loop Diagram ) 


subsistem pengolahan, subsistem 

pemasaran. Tahapan pemodelan dengan 

powersim dapat dilihat di Gambar 1. 

Proses membangun model dinamik 
dengan powersim tersebut digunakan enam 
(6) langkah pemodelan, yaitu: 

1. Pemetaan sistem nyata. Langkah 
pertama dalam pemodelan ini adalah 
membuat diagram simpal kausal atau 
causal loop diagram (CLD). 

2. Pembuatan model. Langkah kedua 
adalah membangun diagram alir atau 
stock flow diagram (SFD). 

3. Input data. Langkah ketiga yang 
dilakukan dalam proses pemodelan 
adalah memasukkan data pada variabel- 
variabel yang sudah dibentuk dalam SFD. 


4. Simulasi. Langkah keempat adalah 
membuat simulasi model SFD yang sudah 
dibangun. 

5. Validasi. Langkah kelima adalah 


memvalidasi model, karena validitas atau 


Matrik Kebijakan/ 
Policy Matrix 


Valid 


5. Validasi/Validation 


Tidak Valid Grafik & Tabel/ 


Grafic & Table 


4. Simulasi/Simulation 


Ga aa) 


SFD 
(Model Komputer/Computer Model) 


Gambar 1. Tahapan Pemodelan 
Figure 1. Modeling stage 
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keabsahan adalah salah satu kriteria 
penilaian keobyektifan dari suatu 
pekerjaan ilmiah. Validasi model adalah 
penilaian keabsahan suatu model. 


Validasi Data 
Validasi atau keabsahan adalah salah 

satu kriteria penilaian keobyektivan dari suatu 

pekerjaan ilmiah. Di dalam membangun 
sebuah model, objektif ditunjukkan dengan 
sejauhmana model dapat menirukan fakta 

(Muhammadi, 2001:343). Ada dua kategori 

validasi model, yaitu: 

1. Validitas Struktur adalah melihat sejauh 
mana struktur model menyerupai struktur 
sistem nyata. Teknik yang dilakukan 
melalui: empirical test, theoretical test, 
implementation method (seperti formal 
review), dan Structure-orientated behavior 
test (seperti boundary adequacy test). 

2. Validitas Perilaku adalah melihat sejauh 
mana perilaku hasil model dapat 
menirukan perilaku sistem nyata. Teknik 
yang dilakukan adalah dengan 
menggunakan statistik. Uji statistik yang 
dilakukan adalah dengan melihat Absolute 
Mean Error (AME). Rumus yang 
digunakan ialah: 


AME- | (Si-A)) |/ Ai 
Si = £S/N 


Keterangan: 

A - nilai aktual 
S = nilai simulasi 
Ai =>A/N N = unit waktu 


Model dapat dinyatakan valid jika 
penyimpangan antara hasil simulasi dan data 
aktual < 10% (Muhammadi, 2000). 


II. HASIL DAN PEMBAHASAN 


1. Karakteristik Responden di Lokasi 
Survey 
Karakteristik responden dalam tulisan ini 
meliputi tingkat pendidikan, umur, 


matapencaharian, pendapatan serta 
pengeluaran rumah tangga seperti tertera 
pada Tabel1. 


Dari karakteristik pendidikan, sebagian 
besar responden di Desa Merakan dan Desa 
Watuurip tamat pendidikan dasar (SD), 
sedangkan di Desa Salamredjo sebagian 
besar responden berpendidikan sampai tamat 
Sekolah Lanjutan Atas ( SLTA) Dengan 
demikian, sumber daya dapat dikatakan 
bahwa responden di Desa Salamredjo 
mempunyai akan memiliki tingkat 
pengetahuan lebih tinggi di banding di dua 
desa lainnya. 

Dari karakteristik umur responden, 
responden di ketiga lokasi didominasi pada 
kisaran usia 25 sampai 44 tahun. Hal ini 
menunjukkan bahwa kisaran umur responden 
tergolong kepada usia produktif. Dari sisi usia 
tersebut sumber daya manusia di ketiga lokasi 
merupakan potensi yang dapat 
dikembangkan untuk mendorong upaya 
pengembangan usaha perikanan. 

Dari sisi matapencaharian, sebagaian 
besar responden di ketiga lokasi merupakan 
buruh tani yang bekerja di lahan pertanian 
maupun perkebunan yang ada di desa 
tersebut. Pekerjaan budidaya ikan 
merupakan pekerjaan sambilan disamping 
pekerjaan utamanya. Namun demikian, 
dengan meningkatnya peran usaha perikanan 
sebagai penyumbang keuangan keluarga 
seperti yang terjadi di Desa Salamredjo dan 
Desa Watuurip. Di kedua desa tersebut 


kegiatan budidaya ikan cukup intensif 
dilakukan. 
Dari data pendapatan responden, 


sebagian besar reponden berpenghasilan 
kurang dari Rp. 500.000 kecuali di Desa 
Merakan. Dari pendapatan sebesar itu paling 
besar dikeluarkan untuk pembelian ikan, yaitu 
Rp. 100.000 per bulan. Dibandingkan dengan 
sumber protein hewani lain. Hal ini 
menunjukkan bahwa konsumsi ikan 
responden di lokasi tersebut lebih tinggi 
dibanding konsumsi selain ikan. Konsumsi 
terhadap daging pada umumnya hanya terjadi 
pada hari besar keagamaan dan perayaan 
keluarga. Dari informasi tersebut dapat 
dikatakan bahwa peran ikan dalam konsumsi 
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Tabel 1. Karakteristik Responden yang Dominan di Lokasi Survei 
Table 1. Dominant Characteristics of Respondents on Survey Location 


Desa Salamredjo, 


Desa Merakan, Kec. Desa Watuurip, 


Pena Kec. Sentolo, Kab. Padang, Kab. Kec. Padang, Kab. 
Kulonprogo Lumajang Banjarnegara 
Tingkat Pendidikan/ Tamat SLTA /High Tamat Tamat 
Education School Graduated SD/Elementary SD/Elementary 
School Graduated School Graduated 
Umur (tahun)/Age (Year) 25-34 25-34 35-44 
Pekerjaan/Occupation Buruh tani/ Buruh tani/ Tani/Farmer 
Farmworker Farmworker 
Pendapatan (Rp/bulan)/ «500.000 500.000 - «500.000 
Income (Rp/month) «1.000.000 


Pengeluaran RT untuk ikan  50.000-x100.000 
(Rp/bulan)/ Household 
Expenditure for fish 


consumption (Rp/month) 


50.000- «100.000 50.000-100.000 


Sumber/ Source: Data primer, diolah (2009)/ Primary data, processed (2009) 


rumah tangga di desa rawan pangan dianggap 
penting, karena makan ikan sudah menjadi 
kewajiban walaupun tidak mampu 
menyediakannnya setiap hari karena 
termasuk mahal. 


2. Sistem Usaha Perikanan di Desa Rawan 
Pangan 

Sistem usaha perikanan meliputi usaha 
mulai dari sektor hulu (on farm) yang meliputi 
usaha pembenihan, pendederan dan usaha 
pembesaran. Disamping itu didukung oleh 
sub sistem yang paling penting yaitu usaha 
sektor Hilir (off farm) sebagai usaha 
pendukung keberhasilan usaha perikanan 
yaitu usaha penyedia input produksi, jasa 
permodalan dan jasa pemasaran. 

Dari hasil survey yang dilakukan di ketiga 
desa rawan pangan, dua desa yaitu 
Salamredjo dan Watuurip usaha perikanannya 
sudah berkembang. Usaha perikanan yang 
dilakukan di Desa Watuurip yaitu pembenihan 
dan pendederan. Benih yang dihasilkan di 
desa tersebut dijual ke luar daerah ke lokasi- 
lokasi pembesaran. Responden yang 
melakukan usaha pembesaran jumlahnya 
masih sedikit. Responden di Desa Salamredjo 


melakukan kegiatan usaha perikanan yaitu 
pembesaran ikan lele menggunakan terpal. 
Walaupun kondisi air di Desa Salamredjo 
cukup Sulit, namun melalui teknologi budidaya 
yang dikembangkan telah berhasil 
menjadikan usaha budidaya lele tersebut 
sebagai usaha yang cukup menguntungkan. 
Berbeda dengan kondisi dua desa lainnya, di 
Desa Merakan usaha budidaya masih belum 
banyak dilakukan. Sampai saat survey 
dilakukan, baru dua orang yang baru 
melakukan usaha budidaya lele dan nila. 
Namun demikian, pengembangan budidaya 
sangat mungkin dilakukan dengan teknologi 
penyaluran air dari sumber ke lokasi 
penduduk. Lokasi-lokasi sumber air tersebut 
cukup banyak di Desa Merakan. 

Usaha sektor hilir (off farm) yang 
mendukung pengembangan usaha budidaya 
ikan masih kurang optimal mendukung sistem 
usaha perikanan yang lebih baik. Hal ini 
disebabkan masih minimnya ketersediaan 
benih, pakan, jasa permodalan dan pasar. 
Untuk lebih jelasnya kondisi sistem usaha 
perikanan serta sub sistem pendukungnya 
yang ada dilokasi dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kondisi Sistem Usaha Perikanan di Lokasi Survei 
Table 2. The Condition of Fisheries Farming in Survey Location 


Uraian/ Desa Salamredjo, Desa Merakan, Kec. Desa Watuurip, Kec. 
Description Kec. Sentolo, Kab. Padang, Kab. Padang, Kab. 
Kulonprogo Lumajang Banjarnegara 
Off farm 
- Penyedia pakan/ Sudah tersedia di Belum tersedia, ada Sudah tersedia/ 
feed providers lokasi/ available on di kota available on location 
location kecamatan/not 


-Penyedia benih ikan/ 
Juvenile providers 


Sudah ada, masih 
sedikit/ available on 
location but still slightly 


Ada, di desa/ available 
on village 


Pasar/ Market 


On farm 

Usaha pembenihan/ Sudah ada, masih baru 
satu orang/ available 
but just one person 
Sudah ada, dilakukan 
oleh responden/Already 
existed, performed by 
the respondents 

Banyak diusahakan/ 


Many cultivated 


Usaha pendederan/ 


Usaha pembesaran/ 


Consumption 
production 


Masih coba-coba/ 
still trial version 


available on location 
but available on sub 
district center 


Belum ada, ada di Sudah banyak/ very 


desa tetangga/ not available 
available, but 

available on 

neighboring village 

Ada di desa/ Ada di desa/ 


available on village available on village 


Mendominasi usaha/ 
dominant 


Belum ada/ not 
available 


Mendominasi usaha/ 
dominant 


Belum ada/ 
not available 


Masih sedikit/ 

Still slightly 
diusahakan/ available 
on location but still 
slightly 


Sumber/ source: Data primer, diolah (2009)/ Primary data, processed (2009) 


3. Skenario strategiintervensi 

Berdasarkan hasil survei, secara teknis 
usaha budidaya ikan sangat memungkinkan 
untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh 
beberapa kondisi usaha yang sudah ada serta 
karakteristik masyarakat yang diwakili dengan 
karakteristik responden, sebagian besar 
tergolong pada usia produktif sehingga usaha 
lebih memungkinkan untuk ditingkatkan. 

Pendekatan analisis untuk melihat model 
pengembangan sistem usaha perikanan di 
lokasi dilakukan dengan model dinamik. 
Model utama yang dibangun adalah model 
kebutuhan pangan ikani. Dalam model ini 
menggambarkan keterkaitan antara jumlah 
penduduk dan kebutuhan ikan. Asumsi yang 
digunakan dalam model ini adalah tidak terjadi 


bencana alam atau wabah penyakit yang 
menyebabkan kematian masal, kematian 
penduduk disebabkan karena faktor alamiah, 
tingkat konsumsi ikan dipengaruhi oleh 
produksi ikan hasil budidaya ditambah ikan 
hasil penangkapan-penjualan ikan ke luar 
daerah — masuknya ikan dari wilayah lain- 
stok—bukan makanan dibagi jumlah penduduk 
di wilayah tersebut. Namun demikian karena 
masih banyaknya kesulitan pencarian data, 
penghitungan konsumsi ikan biasanya tidak 
memasukkan jumlah stok serta persediaan 
bukan makanan. 


3.1. Desa Merakan 
Kasus di Desa Merakan, data konsumsi 
ikan penduduk Desa Merakan hanya 
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Gambar2. Selisih Antara Kebutuhan Ikan Ideal dengan Tingkat Konsumsi Ikan 


Figure 2. 
Consumption 


sebanyak 18 kg/kapita/tahun (Anynomous, 
2008”), seharusnya konsumsi ikan idealnya 
adalah 25 kg/kapita/tahun (DKP). Sehingga 
ada selisih antara kebutuhan ikan yang harus 
dipenuhi dengan jumlah konsumsi ikan oleh 
masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan 
ikan, maka dibutuhkan pasokan ikan yang 
berasal dari daerah lain. Intervensi terhadap 
model dinamis dilakukan secara struktural. 
Hal ini disebabkan karena untuk memenuhi 
kebutuhan ikan di Desa Merakan 
membutuhkan supply ikan dari daerah lain. 
Perubahan model yaitu dengan 
menambahkan subsistem produksi ikan. 

Pada subsistem produksi ikan, lup yang 
bekerja adalah lup positif antara produksi ikan 
dan selisih ntara permintaan dan penawaran 
(gap supply-demand). Dimana semakin tinggi 
produksi ikan yang dihasilkan akan 
menghasilkan gap supply demand ikan yang 
semakin besar pula. Sebaliknya semakin 
tinggi selisih antara permintaan dan 
penawaran (gap supply demand) ikan maka 
merupakan faktor pendorong produksi ikan, 
sehingga produksi ikan semakin besar. Selisih 


The Difference Between the Reguirement for the Ideal Fish and the Level of Fish 


antara permintaan dan penawaran (gap 
supply demand) ini pun dipengaruhi oleh 
kebutuhan ikan ideal. Semakin banyak atau 
semakin besar kebutuhan ikan ideal, maka 
selisih ntara permintaan dan penawaran (gap 
supply-demand) ikan akan semakin besar 
pula. Intervensi model dapat dilihat pada 
Gambar 3. 

Untuk memenuhi kebutuhan ikan yang 
harus dipenuhi, maka produksi ikan harus 
didorong dengan dua cara, yaitu intensifikasi 
dan ekstensifikasi. Intensifikasi produksi ikan 
melalui variabel jumlah tenaga kerja, obat- 
obatan, kebutuhan benih dan jumlah pakan. 
Sedangkan ekstensifikasi dapat dilakukan 
dengan cara perluasan lahan efektif. Pada 
ekstensifikasi terdapat faktor pembatas yaitu 
luas lahan. Karena tidak mungkin seluruh 
areal dijadikan lahan budidaya ikan. 

Dalam model ini intensifikasi produksi 
ikan dapat mendorong produksi sebesar 80% 
sedangkan ekstensifikasi mendapatkan porsi 
sebesar 20%. Hasil simulasi yang diperoleh 
bila hal ini dilakukan, maka kebutuhan ikan 
ideal dapat terpenuhi dan tingkat konsumsi 
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Gambar 4. Kecendrungan Konsumsi dan Kebutuhan Ikan di Desa Marakan, 2005-2009 
Figure 4. Trend of Fish Consumption and Demand in Marakan Village, 2005-2009 


J. Bijak dan Riset Sosek KP. Vol.5 No.1, 2010 55 


Tabel 4. Tingkat Konsumsi Ikan setelah Intervensi Model di Desa Merakan, 2004-2009 
Table 4. Consumption of Fish after Model Intervention in Merakan Village, 2004-2009 


Kebutuhan Ikan yang 


harus Dipenuhi/ 


Jumlah ikan yang 
dikonsumsi oleh masyarakat! 


Tahun Year The Reguirement for the Consumption of the Fish by 
Fish thatMust be Filled the Community 
2004 75.625,00 78.740,75 
2005 77.159,83 80.963,53 
2006 79.954,92 83.249,06 
2007 82.211,97 85.599,10 
2008 84.532,74 88.015,49 
2009 86.919,02 90.500,09 


ikan menjadi 26,03 kg/kapita/tahun. 
Peningkatan tingkat konsumsi ikan dapat 
dilihat pada Gambar 3 dan Tabel 4. 

Berdasarkan hasil simulasi dalam model 
ini, maka untuk memenuhi kebutuhan ikan 
ideal ini, pada upaya intensifikasi maka 
kebutuhan benih yang diperlukan adalah 
sebanyak 500.000 ekor benih setiap bulannya. 
Sedangkan dari upaya ekstensifikasi 
diperlukan luas lahan sebesar 26.99 Ha. 

Melihat kondisi di Desa Merakan, jumlah 
lahan dan kebutuhan benih yang disediakan 
tersebut untuk sementara tidak dapat 
sepenuhnya dilakukan di Desa Merakan. Hal 
ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan 
sumber daya yang tersedia diantaranya lahan 
yang ada masih termasuk lahan kering dan 
ketersediaan air yang dibutuhkan tidak akan 
mencukupi sehingga alternatif 
pengusahaannya hanya dapat dikembangkan 
usaha pembesaran dan itupun tidak dapat 
dipenuhi hanya dari desa tersebut. 


3.2. Kasus Desa Watuurip 

Desa Watuurip ini berada di ketinggian 
732 m di atas permukaan laut, yang kondisi 
wilayahnya terdiri dari 60% daratan dan 40% 
berupa perbukitan. Secara keseluruhan 
masyarakat di Kabupaten Banjarnegara 
tingkat konsumsi ikannya masih rendah 
karena hanya 9 kg/kapita/tahun dibandingkan 
dengan target pemerintah yaitu 26 
kg/kapita/tahun. 


Usaha pembenihan ikan di Kabupaten 
Banjarnegara sudah dimulai sejak tahun 2003 
dan diarahkan untuk pengembangan usaha 
pembenihan dan pendederan ikan air tawar. 
Hasilnya saat ini Banjarnegara telah berhasil 
mengembangkan usaha pembenihan dan 
pendederan ikan air tawar khususnya untuk 
jenis-jenis ikan seperti ikan gurame, lele, nila 
dan saatini berkembang patin. 

Pemenuhan kebutuhan ikan bagi 
masyarakat khususnya di desa survey dapat 
dilakukan melalui pengembangan usaha 
pembesaran. Selama ini usaha yang 
berkembang di masyarakat tersebut hanya 
usaha pembenihan dan pendederan saja. 
Benih yang dihasilkan kemudian dijual keluar 
daerah dan tersebar di Jawa Tengah serta 
daerah lainnya. Akibatnya, harga ikan 
konsumsi di lokasi tersebut juga termasuk 
cukup mahal dibanding wilayah lainnya. 
Sebagai contoh harga ikan lele mencapai Rp 
10.000/kg, gurame Rp. 30.000/kg. Konsumsi 
ikan masyarakat juga terbatas pada ikan 
pindang yang diproduksi dari Pekalongan 
yang harganya murah yaitu hanya Rp. 2.000 
per dua ekor. 

Tentu saja harus diupayakan 
penyediaan ikan konsumsi masyarakat yang 
terjangkau dan cukup murah dengan kualitas 
yang baik pula. Salah satu solusinya yaitu 
dengan membangun sistem usaha 
pembesaran selain usaha pendederan dan 
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pembenihan yang sudah berkembang. 
Pengembangan sistem usaha pembesaran 
tersebut akan menyebabkan konsekuensi 
adanya penyediaan jasa ikutan seperti input 
produksi serta permodalan untuk mendukung 
pengembangannnya. 

Dari data yang diperoleh, di Desa 
Watuurip sudah tersedia sistem usaha 
perikanan terutama usaha pendederan dan 
pembenihan. Dari data konsumsi ikan 
masyarakat serta data konsumsi ikan ideal, 
terdapat gap selisih. Selisih tersebut dapat 
dilihat pada Gambar 5. 

Pada Gambar 5 dibawah, terlihat target 
ikan yang harus dipenuhi agar masyarakat 
dapat memenuhi kebutuhan pangan ikani 
sesuai dengan tingkat konsumsi ikan yang 
ideal yaitu 25 kg/kapita/tahun. Rata-rata target 
ikan yang harus dipenuhi untuk mencapai 
tingkat konsumsi yang ideal, produksi ikan di 
Desa Watuurip harus mnyediakan pasokan 


ikan sebanyak 7.921,82 kg. Target ikan yang 
harus dipenuhi dapat dilihat pada Tabel 5. 

Model pengembangan sistem usaha 
perikanan hasil intervensi fungsional dari 
model dinamis, yaitu dengan mengubah nilai 
variabel. Upaya yang dilakukan adalah 
dengan cara ekstensifikasi lahan budidaya 
untuk usaha pembesaran. Bila pemanfaatan 
luas areal budidaya diperbesar menjadi 20%, 
maka pada tahun 2017, kebutuhan ikan ideal 
dapat terpenuhi. Berdasarkan hasil simulasi, 
prediksi jumlah ikan yang dikonsumsi oleh 
masyarakat sebanyak 31.981,69 kg 
sedangkan jumlah kebutuhan idealnya hanya 
31.565,03 kg. Dengan penambahan luas 
areal, dapat meningkatkan jumlah produksi 
ikan, sehingga tingkat konsumsi ikan pun 
meningkat dan sesuai dengan tingkat 
konsumsi ikan yang dianjurkan (Tabel 6 dan 
Gambar5). 
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Gambar 5. Selisih Antara Kebutuhan Ikan yang harus dipenuhi dengan Konsumsi Ikan 
oleh Masyarakat di Desa Watuurip, 2004-2014. 


Figure 5. 


The Difference Between the Reguirement for the Fish That Must be Filled and 


Consumption of the Fish by the Community on Watuurip Village, 2004-2014. 
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Tabel 5. Target Ikan yang Harus Dipenuhi di Desa Watuurip, 2004-2009 
Table 5. Target of Fish Must to Be Fullfilled on Watuurip Village, 2004-2009 


Kebutuhan ikan yang 
Harus Dipenuhi/ The 


Konsumsi Ikan Target Ikan yg harus 
oleh Masyarakat/ Dipenuhi/ The Fish 


Tahun Requirement Tor Ine fish Consumption Target that Must be 
Fish That Mustbe by Community Filled 
Fullfilled 
2004 29.950,00 22.043,20 7.906,80 
2005 29.883,63 21.994,35 7.889,28 
2006 29.899,76 22.006,22 7.893,54 
2007 29.992,60 22.074,56 7.918,05 
2008 30.133,19 22.178,03 7.955,16 
2009 30.182,14 22.214,05 7.968,09 


Sumber: Hasil Simulasi Model / Source: Model Simulation 


Tabel 6. Kebutuhan Ikan yang Harus Dipenuhi di Desa Watuurip, 2004-2019 
Table 6. The Requirement for the Fish that Must be Filled on Watuurip Village,2004-2019 


Tahun/Year Kebutuhan Ikan Ideal/ 
Ideal Number of Fish Needed 


Jumlah Ikan yang 
dikonsumsi Real/Real Number 
of Fish Consumed 


2004 29.950,00 
2005 29.883,63 
2006 29.899,76 
2007 29.992,60 
2008 30.133,19 
2009 30.268,48 
2010 30.386,41 
2011 30.513,81 
2012 30.650,80 
2013 30.806,61 
2014 30.987,62 
2015 31.178,91 
2016 31.371,37 
2017 31.565,03 
2018 31.759,88 
2019 31.955,93 


15.334,40 
15.730,74 
16.361,15 
17.251,75 
18.718,74 
20.134,59 
20.820,77 
21.396,28 
22.227,96 
23.203,54 
24.207,53 
27.100,71 
31.158,05 
31.981,69 
32.433,19 
32.889,05 


Sumber: Hasil Simulasi Model/Source:Simulation Model 


Dari Gambar 6 dapat dilihat bahwa 
dengan pengembangan usaha perikanan 
secara ekstensifikasi pada tahun 2017 sudah 
tercapai ditunjukkan dengan pertemuan garis 
antara kebutuhan ikan yang dikonsumsi dan 
ikan yang harus disediakan. 


Dari hasil simulasi model dinamis yang 
dilakukan menunjukkan bahwa upaya 
peningkatan konsumsi ikan harus diikuti 
dengan pengembangan sistem usaha 
perikanan dari yang sudah ada saat ini 
menjadi sistem usaha yang baru yang 
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Gambar 6. Hasil Intervensi Model Dinamis 


Figure 6. 


memungkinkan terpenuhinya kebutuhan ikan 
ideal. Dari hasil simulasi diperlukan 
ekstensifikasi luas areal lahan yang 
diprioritaskan untuk usaha pembesaran 
seluas 8,86 Ha dan jumlah benih ikan yang 
dibutuhkan sebanyak 886.780 ekor per bulan. 
Hal ini masih memungkinkan mengingat lahan 
potensial budidaya baru sekitar 8% dari 44,339 
Hayang termanfaatkan. Dari gambar dibawah 
dapat dilihat kondisi sistem usaha perikanan 
yang ada saat ini serta model 
pengembangannya ke depan terkait dengan 
pemenuhan konsumsi ikan masyarakat. 


3.3 Desa Salamrejo. 

Konsumsi ikan di Desa Salamrejo masih 
rendah yaitu 17 kg/kapita/tahun masih sangat 
rendah dibandingkan dengan target 
pemerintah 25 kg/kapita/tahun. Pemenuhan 
tingkat konsumsi ikan ideal memberikan 
konsekuensi terhadap penyediaan 
ikan konsumsi yang harus disediakan. Melalui 


Intervention Result of Dynamic Model 


pengembangan sistem usaha perikanan yang 
di bangun, maka produksi ikan yang akan 
dicapai dapat terlaksana. 

Dari hasil simulasi model, diketahui bahwa 
gap kebutuhan ikan ideal dengan konsumsi 
ikan real masyarakat dapat dilihat pada 
Gambar 7. 

Pada Gambar 7, terlihat targetikan yang 
harus dipenuhi agar masyarakat dapat 
memenuhi kebutuhan pangan ikani sesuai 
dengan tingkat konsumsi ikan yang ideal yaitu 
25 kg/kapita/tahun. Rata-rata target ikan yang 
harus dipenuhi untuk mencapai tingkat 
konsumsi yang ideal, maka Desa Watuurip 
harus menambah pasokan ikan sebanyak 
7.921,82 kg. Target ikan yang harus dipenuhi 
dapat dilihat pada Tabel 8. 

Dari hasil simulasi lebih lanjut diketahui 
bahwa pada tahun 2011 konsumsi ikan oleh 
masyarakat telah melebihi kebutuhan ikan 
yang harus dipenuhi. Tingkat konsumsi ikan 
pun meningkat dari 17 kg/kapita/tahun 
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Gambar 7. Selisih Antara Kebutuhan Ikan yang Harus Dipenuhi dengan Konsumsi Ikan 
Oleh Masyarakat di Salamrejo, 2004-2009. 

Figure7. The Gap Between the Requirement for the Fish that Must be Fullfilled and 
Consumption of the Fish by the Community on Salamrejo Village, 2004-2009. 


Tabel 8. Kebutuhan Ikan yang Harus Dipenuhi di Desa Salamrejo, 2004-2015 
Table 8. Fish Requirement the Must be Fullfilled on Salamrejo Village, 2004-2015 


Konsumsi Ikan oleh 


Kebutuhan Ikan yang harus Masyarakat/ Consumed 


Tahun/ Year Dipenuhi / Fish Reguirement 


by Community 
2004 143.850,00 97.818,00 
2005 144.225,20 98.073,15 
2006 144.041,20 97.947,99 
2007 143.624,80 97.664,89 
2008 143.256,10 97.414,11 
2009 142.980,70 97.226,87 
2010 143.029,40 97.259,98 
2011 143.634,60 143.807,00 
2012 144.897,10 145.071,00 
2013 146.976,80 147.153,20 
2014 150.199,80 145.393,40 
2015 154.140,40 149.207,90 


Sumber: Hasil Simulasi Model/ Simulation Model 
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menjadi 25 kg/kapita/tahun. Dengan 
memperluas areal budidaya, maka benih yang 
dibutuhkan adalah 702.500 ekor benih/bulan. 

Dilihat pada Gambar 8, kebutuhan ikan 
yang dikonsumsi melebihi ikan yang 
disediakan. Kebutuhan ikan ini mengikuti pola 
kecenderungan pertumbuhan penduduk. 
Di Desa Salamredjo terjadi kecenderungan 
penurunan jumlah penduduk mulai dari tahun 
2005 sampai dengan 2009 (Anynomous, 
2007”, 2008). Berdasarkan hasil simulasi, 
penduduk mengalami pertumbuhan setelah 
tahun 2010. 

Untuk memenuhi kebutuhan pangan 
ikani ini, maka usaha perikanan yang sudah 
tersedia harus dapat lebih dikembangkan. 
Pengembangan sistem usaha perikanan 
dalam model ini maka dilakukan intervensi 
fungsional, yaitu dengan mengubah nilai 
variabel. 

Upaya yang dilakukan untuk mencapai 


jumlah produksi pada tahun 2011 adalah 
dengan cara ekstensifikasi lahan budidaya. 
Luas lahan yang dimanfaatkan sebagai lahan 
budidaya masih sangat sedikit yaitu 0,8 Ha 
(Anynomous, 2008”, 2008”). Berdasarkan 
hasil simulasi apabila areal budidaya 
diperluas sebesar 20% dari total budidaya 
atau sebesar 84,3 Ha, maka konsumsi ikan 
oleh masyarakat melebihi kebutuhan ikan 
yang harus dipenuhi. Tingkat konsumsi ikan 
pun meningkat dari 17 kg/kapita/tahun 
menjadi 25kg/kapita/tahun. Namun demikian 
apabila dilihat dari potensi desa luas lahan 
potensial yang tersedia untuk budidaya hanya 
8,19 Ha, sehingga alternatifnya dapat 
merubah fungsi lahan dari sawah menjadi 
kolam ikan atau dengan teknologi budidaya 
minapadi. Alternatif lain kekurangan ikan 
konsumsi dapat dipenuhi dengan 
mendatangkan ikan dari desa lain yang punya 
potensi cukup besar. Jumlah benih yang 
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Gambar 8. Hasil Intervensi Model 


Figure 8. 


Intervention Result Model 
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dibutuhkan adalah 702.500 ekor benih/bulan. 
Kondisi saat ini , hanya satu orang pembenih 
yang sudah aktif tidak memungkinkan 
menghasilkan benih sejumlah itu, sehingga 
akan bergantung pada produsen benih dari 
lokasi lain. 

Keragaan usaha perikanan khususnya 
budidaya ikan lele secara intensif di Desa 
Salamrejo sudah berlangsung selama satu 
tahun. Hasilnya saat ini Desa Salamrejo 
termasuk sebagai lokasi penghasil ikan lele di 
DI Jogjakarta. Usaha budidaya lele dilakukan 
menggunakan kolam-kolam terpal yang 
ditempatkan baik di lahan pekarangan 
maupun di kebun. Budidaya yang banyak 
dilakukan saat ini yaitu usaha pembesaran 
ikan lele untuk konsumsi. Namun demikian 
saat ini juga sudah mulai ada seorang yang 
berusaha untuk membenihkan dan 
mendederkan lele sehingga benihnya dijual ke 
pembudidaya yang ada di lokasi desa 
tersebut. Model pengembangan usaha 
perikanan di Desa Salamrejo dapat dilakukan 
untuk seluruh subsistem usaha (pembenihan, 
pendederan, pembesaran), namun demikian 
karena keterbatasan lahan, maka untuk 
mensuplai kebutuhan ikan konsumsi tetap 
harus mengandalkan ikan yang dihasilkan dari 
daerah lain yaitu Desa Sentolo yang cukup 
berpotensi. 


4. Pelajaran Umum dari Ketiga Kasus 
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 
hasil simulasi model dengan pendekatan 
sistem, maka strategi pengembangan 
usaha perikanan dapat dilakukan 
berdasarkan kategori kondisi wilayahnya. 
Pertama yaitu wilayah yang 
pengembangannya dapat dilakukan 
melalui cara ekstensifikasi (kasus Desa 
Merakan). Kedua, wilayah yang 
pengembangan usaha perikanannnya 
dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan 
intensifikasi (kasus Desa Salamredjo dan 
Desa Watuurip). 

41 Desa Merakan 
Ekstensifikasi) 


(Kasus Desa 


i. Subsistem yang dapat dikembangkan 
adalah subsistem usaha pembesaran, 
jasa input produksi, permodalan serta 
pasar. Komoditas ikan yang paling tepat 
untuk dikembangkan adalah ikan lele. 
Kemungkinan lain yang relevan adalah 
komoditas yang dikembangkan memiliki 
prospek pasar yang baik. 

ii. Subsistem pendederan dan pembesaran 
tidak dapat dikembangkan di desa 
Merakan, karena teknologi budidaya ikan 
belum dikuasai penduduk serta kondisi 
sumber daya air tidak cukup mendukung. 

iii. Kehadiran subsistem jasa input produksi 
terutama pakan, pupuk dan obat-obatan 
serta kelembagaan pendukung dalam 
pengembangannya. 

iv. Eksistensi jasa permodalan melalui 
dukungan pemerintah maupun dari pihak 
lain, mengingat kebutuhan modal yang 
cukup besar dalam investasi awal. 

v. Subsistem pemasaran harus dibangun 
untuk mendukung lancarnya pasokan 
ikan kepada konsumen. Lembaga 
pemasaran yang sudah ada di desa 
seperti pedagang keliling, warung dan 
pasar perlu diberdayakan. 


4.2 Desa Watuurip / Desa Salamredjo (Kasus 
Intensifikasi dan Ekstensifikasi) 

i. Sistem usaha perikanan sebaiknya 
dibangun secara terpadu. Mengacu pada 
kasus Desa Watuurip, pemaduan usaha 
mulai pembenihan dan pendederan yang 
sebelumnya sudah ada membuat usaha 
masing-masing lebih menguntungkan. 
Subsistem usaha pembesaran paling 
berpotensi dikembangkan melalui usaha 
ekstensifikasi lahan. Namun demikian, 
ketersediaan benih sering menjadi faktor 
pembatas. 

i.Subsistem usaha pendederan serta 
pembenihan sering harus 
dipertimbangkan meskipun lokasi 
pembesaran maupun pasar di dalam 
wilayah tidak besar. Hal ini karena 
produksi yang dihasilkan tersebut 
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berpotesi mendukung subsistem di 
wilayah lain sekaligus memberikan 
peluang peningkatan pendapatan, yang 
secara tidak langsung dapat 
dipergunakan untuk meningkatkan 
kemampuan pencukupan pangan. 

iv. Subsistem input produksi, terutama pakan 
harus disediakan mencukup seluruh 
kebutuhan untuk usaha pembesaran yang 
akan dikembangkan. Hal ini dapat 
dilakukan dengan melancarkan distribusi 
serta membangun kelembagaan 
pensuplai input yang memadai. 

v. Subsistem permodalan juga perlu 
dibangun untuk membantu 
pengembangan usaha pembesaran, 
karena usaha ini akan membutuhkan 
modal yang cukup besar terutama untuk 
penyediaan pakan. Kelembagaan 
permodalan harus dibentuk dengan tujuan 
tidak hanya mencari keuntungan tapi juga 
memberi kemudahan bagi pelaku usaha 
dalam meminjam modal usaha. 

vi.Subsistem pemasaran menjadi sangat 
penting baik melalui pembentukan 
lembaga pemasaran juga dalam 
melancarkan distribusi ikan dari produsen 
ke konsumen. Lembaga pemasaran yang 
sudah ada sebelumnya yang hanya 
bergerak dalam jual beli benih, ke depan 
juga lebih diarahkan pada ikan konsumsi. 
Sarana berupa pasar yang ada lebih 
difungsikan kembali untuk menampung 
ikan konsumsi dari hasil produksi ikan 
yang dibudidayakan 


IV. KESIMPULAN DAN 
KEBIJAKAN 


IMPLIKASI 


Kesimpulan 

a. Berdasarkan pelajaran yang diperoleh dari 
kasus-kasus di lokasi survey, disimpulkan 
bahwa terdapat banyak peluang untuk 
pengembangan sistem usaha perikanan 
melalui bentuk intervensi tertentu. 

b. Kasus Desa Watuurip (Desa 
Ekstensifikasi), subsistem yang dapat 
dikembangkan adalah subsistem usaha 


pembesaran, jasa 
permodalan serta pasar 

c. Kasus Desa Watuurip dan Salamredjo, 
pengembangan sistem usaha perikanan 
dapat dilakukan melalui intensifikasi dan 
ekstensifikasi. 


input produksi, 


Implikasi Kebijakan 

Pengembangan usaha budidaya harus 
dilihat kondisi potensi wilayah tersebut dalam 
pengembangannnya. Pengembangan usaha 
budidaya tersebut harus didukung 
sepenuhnya oleh pemerintah terutama terkait 
dengan permodalan dan program terkait 
dengan pengentasan kemiskinan di wilayah 
rawan pangan. Di samping itu harus diberikan 
bimbingan dan pelatihan karena sebagian 
besar penduduk di lokasi rawan pangan 
tersebut masih minim informasi usaha 
budidaya. Pengembangan usaha budidaya 
dapat dilakukan dengan intensifikasi dan 
ekstensifikasi. Untuk usaha intensifikasi 
diperlukan peranan diseminasi teknologi ke 
wilayah rawan pangan, karena potensi 
peningkatan produksi untuk program ini akan 
dipenuhi melalui pemberian teknologi yang 
lebih maju. Untuk program ekstensifikasi 
dapat dilakukan dengan pemanfaatan lahan 
yang belum digunakan untuk usaha budidaya 
ikan, atau lahan sawah dengan budidaya 
tumpangsari antara padi dan ikan. 
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ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi relatif pemberian kredit modal ventura terhadap 
nelayan di Kabupaten Tegal yang melakukan penangkapan menggunakan alat tangkap cantrang. Data 
yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data Envelopment Analysis (DEA) digunakan untuk 
mengetahui efisiensi relatif nelayan penerima kredit ventura dibandingkan nelayan bukan penerima. 
Analisis juga dikembangkan dengan menggunakan 2 skenario yaitu maksimisasi output dan minimisasi 
biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan seluruh variabel input dan output, maka 
6 dari 7 nelayan penerima kredit ventura efisien 100% dan hanya 2 nelayan responden tidak menerima 
kredit ventura yang memiliki efisiensi 100%. Berdasarkan skenario 1 dan 2, hanya 2 nelayan penerima 
kredit ventura yang mengalami efisiensi 100%; sedangkan yang lainnya berkisar antara 70% - 100%. 
Nelayan tidak menerima kredit ventura memiliki efisiensi < 70%. Pemberian kredit modal ventura dapat 
meningkatkan efisensi usaha perikanan tangkap terutama bagi nelayan yang melakukan penangkapan 
jauh dari pantai. 


Kata kunci : modal ventura, efisiensi, nelayan 


Abstract : Efficiency analysis of Ventura Capital Credit for Fisher's Household (Case Study of 
Fishers in Tegal District). By: Benny Osta Nababan and Yesi Dewita Sari. 


This research aimed to understand relative efficiency of the ventura credits to Tegal district's fishers 
whose cantrang fishing unit. This research used primary and secondary data and applied Data Envelopment 
Analysis (DEA) to find out relative efficiency of fisher who receive the ventura credit, and compare it with the 
fishermen without ventura credit. By using two scenarios of maximization output and minimization input, this 
research results show that using all output and input variables, six of seven fishers received ventura credit 
have a relative efficiency of 100% and only 2 fishers not received the ventura credit have relative efficiency 
100%. Based on first and second scenarios, 2 fishers received ventura credit have a relative efficiency of 
100% and others have a relative efficiency ranging from 70% to 100%. Fishers who are not received ventura 
credit have a relative efficiency less than 70%. Ventura credit enables to increase relative efficiency of 
fishers, especially for those who fishing beyond coastal area. 


Keywords: ventura capital, efficiency, fishers 
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I. PENDAHULUAN 


Saat ini Indonesia memang sedang 
berupaya mengembangkan sektor kelautan 
dan perikanan, namun kendala yang 
dirasakan cukup mengganggu upaya 
pertumbuhan usaha ini adalah masalah 
ketersediaan modal dan infrastruktur. Harus 
diakui, kurangnya perhatian pemerintah pada 
waktu yang lalu pada sektor kelautan dan 
perikanan ini berdampak pada ketertinggalan 
sektor ini dibanding sektor yang lainnya. Salah 
satu pihak yang paling merasakan 
ketertinggalan sektor ini adalah nelayan. 
Hambatan utama yang paling dirasakan 
nelayan sebagai pelaku terdepan usaha 
kelautan dan perikanan adalah kendala 
pendanaan. Rata-rata nelayan mengeluhkan 
sulit memperoleh dukungan pendanaan, 
khususnya dari perbankan karena masih 
banyaknya kendala teknis yang dihadapi 
nelayan. Perbankan di lain pihak juga 
merasakan kesulitan tersendiri pada saat 
akan memberikan kredit kepada para nelayan 
ini karena secara teknis perbankan akan 
mensyaratkan penerima kredit untuk 
menyerahkan agunan namun persyaratan ini 
rata-rata kurang dapat dipenuhi nelayan 
(Nugroho, 2003). 

Modal ventura selama ini belum banyak 
dikenal di bidang kelautan dan perikanan, 
padahal sektor perikanan tangkap memiliki 
kendala dalam hal masalah permodalan. 
Tantangan permodalan ini menjadi masalah 
klasik sektor perikanan sehingga memerlukan 
pemecahan yang menyeluruh oleh semua 
pihak. Keberadaan modal ventura di satu sisi 
sebenarnya memberikan peluang yang cukup 
besar untuk menjembatani dan membantu 
memecahkan masalah tersebut. Namun di sisi 
lain, sampai saat ini belum ada model yang 
tepat untuk penggunaan modal ventura dalam 
perikanan. 

Modal Ventura menurut Wardoyo (2003) 
adalah suatu pembiayaan dalam bentuk 
penyertaan modal dalam suatu Perusahaan 
Pasangan Usaha (PPU) yang ingin 


mengembangkan usahanya untuk jangka 
waktu tertentu (bersifat sementara). Di 
dalam pendirian Modal Ventura terdapat 
dua aspek penting dari maksud dan 
tujuannya. Pertama, Modal Ventura adalah 
modal yang disediakan sebagai resiko (Risk 
Capital) kepada yang mempunyai gagasan 
(idea), tanpa jaminan pengembalian modal 
atau keberhasilan di masa mendatang, 
yang ada hanya sistem bagi hasil berupa 
dividen. Aspek keberanian pemilik modal 
menjadi hal penting dalam pengambilan 
keputusannya. Itu sebabnya dasar utama 
semangat Modal Ventura terletak pada 
keyakinan terhadap pasangan usahanya. 
Kedua, sesuai dengan prinsip dasar yang 
terkandung dalam "jiwa" Modal Ventura, maka 
dibuat semacam kesepakatan bahwa 
penyertaan modal harus bersifat 
sementara. Jangka waktunya antara 5-10 
tahun, sampai mitra usahanya mampu 
berdiri sendiri barulah sahamnya dijual 
kembali kepada perusahaan pembiayaan 
(divestasi), Dalam hal ini penyedia kredit 
modal ventura cukup melakukan 
pengawasan, pembinaan dan pembimbingan 
supaya pelaku usaha perikanan tangkap 
dapat melakukan manajemen yang baik, tepat 
dan terarah agar usahanya dapat bertambah 
maju atau meningkat. Selain itu kredit modal 
ventura tidak membutuhkan agunan dan 
pembagian keuntungan sesuai dengan 
kesepakatan bersama, tidak seperti yang 
dipersyaratkan oleh bank-bank konvensional. 

Studi yang dilakukan oleh Hermawan 
(2006) menyatakan bahwa sumberdaya 
perikanan di perairan pantai Kabupaten Tegal 
telah mengalami tangkap lebih atau 
overfishing sebesar 40,29%. Hasil penelitian 
lain yang telah dilakukan oleh Fatchudin 
(2006) juga menyatakan bahwa subsidi 
penyaluran kredit perikanan sebaiknya 
dilakukan melalui mekanisme tipologi dengan 
melihat ketersediaan sumberdaya ikan dan 
menerapkan model kredit ke daerah yang 
masih belum “overfished”. Menindaklanjuti 
hal tersebut, kebijakan dari pemberian kredit 
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modal ventura sebaiknya tidak untuk nelayan 
kecil yang akan menangkap di perairan pantai 
Kabupaten Tegal namun lebih diarahkan 
kepada nelayan yang akan berinvestasi ke 
usaha perikanan tangkap skala besar untuk 
menjangkau daerah-daerah penangkapan 
(fishing ground) dimana sumberdaya 
perikanannya masih under exploited. 
Mempelajari dari situasi di atas, pada 
satu sisi bidang perikanan tangkap 
menghadapi kendala permodalan dan sisi 
yang lain ada suatu alternatif baru pembiayaan 
yaitu dengan kredit modal ventura. Namun 
tingkat efektifitas pemanfaatan kredit modal 
ventura belum banyak diketahui, karena 
belum tersedianya studi-studi modal ventura 
ini untuk perikanan. Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis 
efisiensi kredit modal ventura untuk nelayan 
perikanan tangkap dan sejauh mana kredit 
modal ventura dapat diinvestasikan oleh 
nelayan dari penyedia kredit modal ventura. 


Il. METODOLOGI 


Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan adalah data 
primer dan data sekunder. Data primer adalah 
data yang langsung diperoleh dari 
pengamatan atau pengukuran langsung dari 
objek penelitian. Pengumpulan data primer 
dengan cara melakukan wawancara langsung 
dengan para nelayan perikanan tangkap 
penerima kredit modal ventura dan sebagai 
pembanding dengan nelayan perikanan 
tangkap yang tidak menerima kredit modal 
ventura dengan aspek-aspek yang relatif 
sama seperti jenis alat tangkap, jumlah hari 
melaut dan ukuran kapal. Data primer lainnya 
adalah pendapatan, biaya operasional, 
investasi awal, produksi per trip, jumlah Anak 
Buah Kapal (ABK) per kapal, umur kapal dan 
pengalaman nelayan. 

Data sekunder diperoleh dari Badan 
Pusat Statistik, Dinas Perikanan, pelabuhan 
dan tempat pelelangan ikan, koperasi serta 


instansi-instansi terkait lainnya. Data 
sekunder antara lain berupa jumlah hasil 
tangkapan, jumlah armada penangkapan, 
jumlah dan jenis alat tangkap, jumlah nelayan, 
peraturan yang mengatur pengelolaan 
sumberdaya perikanan di pesisir, dan data 
lainnya yang relevan terhadap tujuan 
penelitian. 

Teknik pengambilan contoh yang 
digunakan adalah purposive sampling yaitu 
nelayan yang menerima kredit modal ventura 
dan nelayan yang tidak menerima kredit modal 
ventura sebagai pembanding. Pengambilan 
contoh dilakukan di Kabupaten Tegal pada 
Bulan Februari sampai Maret 2009. 


Metode Analisis Data 

Metode analisis ini merupakan analisis 
kuantitatif melalui Data Envelopment Analysis 
(DEA). Menurut Fauzi (2003), DEA atau biasa 
disebut juga sebagai Frontier Analysis, adalah 
suatu teknik mathematical programming 
berupa pendekatan non-parametrik yang 
dapat digunakan untuk mengukur relatif 
efisiensi pada kasus di mana entitas yang 
menjadi variabel pertimbangan memiliki 
multiple input dan output. Teknik yang dikenal 
juga sebagai CCR (dari nama depan ketiga 
orang penemunya: Charnes, Cooper dan 
Rhodes,1978), merupakan pengukuran 
terhadap performance efisiensi relatif dari unit 
pengambil keputusan (decision-making units, 
DMU) dalam suatu aktivitas. Menurut Beasley 
(2000), sejak teknik ini diperkenalkan, sudah 
banyak analisis teoritis dan empiris yang 
dikembangkan dan diaplikasikan pada 
perbankan, rumah sakit, perpajakan, sekolah, 
juga sumberdaya alam, dan lain-lain. 

Perumusan DEA dalam penelitian ini 
dimodifikasi dari formula Fauzi dan Anna 
(2005) sebagai berikut : 


wy 
MaxE „= 2 Wn (1) 


>w, 
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Dengan kendala: 
Da Wm Ci tom (2) 
VK jm 
W.,V, ZE 
Keterangan: 


E = Efisiensi kredit perikanan / 
Fishery credit efficiency. 
W, = Bobot untuk output i / 


Weight of output l. 

Vk = Bobot untuk input k / Weight 
of input k. 

J; = Ouput perikanan (produksi) / 
Fishery output (productions). 

Xx = Input (kredit) / Input (credit). 


Secara operasional variabel input dalam 
perikanan terdiri dari tenaga kerja yang 
digunakan (L), gross tonage (GT), kekuatan 
mesin (HP), jumlah trip per tahun (T), dan 
kredit yang diterima (K), sementara output 
yang dihasilkan adalah produksi perikanan 
atau hasil tangkapan (y). Dengan demikian 
operasionalisasi DEA untuk studi ini ditulis 
menjadi : 


...(3) 


max E = 


n 
> Wi 
AA 

n 


> (x, + V,,X,, + VipXip VX KY ) 
i 


Keterangan : i = 1........ n Jumlah sampel (unit) 
/ Number of sample. 


Dari formula di atas dapat diketahui 
apakah kredit perikanan selama ini dapat 
meningkatkan efisiensi perikanan atau tidak. 
Analisis DEA ini digunakan untuk melihat 
bagaimana subsidi dalam hal ini kredit akan 
berpengaruh terhadap efisiensi input output. 


lll. HASIL DAN PEMBAHASAN 


Hasil identifikasi kredit modal ventura 
yang ada atau disalurkan di Kabupaten Tegal 
ada 7 orang yang bergerak dalam bidang 
usaha perikanan tangkap. Hasil identifikasi 
kepada nelayan tangkap penerima kredit 
modal ventura dapat dilihat pada Tabel 1. 
Analisis efisiensi ini dilakukan pada 7 nelayan 
penerima kredit modal ventura dan 18 nelayan 
perikanan tangkap lain yang tidak menerima 
kredit modal ventura, sehingga total nelayan 
yang menjadi kasus dalam penelitian ini 
menjadi 25 nelayan perikanan tangkap. 
Usaha perikanan tangkap dalam analisis ini 
merupakan kapal-kapal yang melakukan 
kegiatan penangkapan jauh dari pantai atau 
dalam 1 trip penangkapan membutuhkan 
waktu minimal 10 hari melaut. Selanjutnya 
nelayan yang menjadi kasus atau unit analisis 
ini akan disebut sebagai Decision Making Unit 
(DMU). 

Nelayan penerima dan bukan penerima 
kredit modal ventura menggunakan alat 
tangkap cantrang. Data-data yang digunakan 
dalam analisis DEA ini antara lain pendapatan 
per trip dengan 1 trip penangkapan berkisar 10 
sampai dengan 26 hari atau rata-rata 21 hari 
melaut. Biaya operasional penangkapan per 
trip yang berkisar antara 20 juta rupiah sampai 
70 juta rupiah atau rata-rata sekitar 
Rp. 51.096.000. Investasi awal berkisar 
antara 80 juta rupiah sampai 600 juta rupiah 
atau rata-rata sekitar Rp. 393.200.000. 
Produksi per trip berkisar antara 8.500 kg 
sampai 22.375 kg atau rata-rata sekitar 
14.251 kg. Jumlah ABK berkisar antara 
12 orang sampai 17 orang atau rata-rata 15 
orang per kapal. Umur kapal berkisar antara 
3 tahun sampai 11 tahun atau rata-rata sekitar 
8 tahun. Pengalaman menjadi nelayan 
perikanan tangkap berkisar antara 10 tahun 
sampai 34 tahun atau rata-rata sekitar 23 
tahun. Data yang digunakan dalam analisis 
DEA ini dapat dikelompokkan menjadi dua 
yaitu input dan output (Tabel1). 

Skenario yang dapat dilakukan dalam 
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Tabel 1. Mekanisme dan Karakteristik Pengelolaan Kredit Modal Ventura pada Perikanan 


Tangkap di Kabupaten Tegal, 2009. 


Table 1. Mechanism and Characteristic of Ventura Capital Management for the Fishery in Tegal 


District, 2009. 


Besaran 
Lama Menjadi Kredit yang 
Mekanisme Pengelolaan Penerima Kredit Diterima 
No Kredit Modal Ventura/ (tahun)/ (Rp)/ Keterangan/ 
Mechanism of Ventura Time Period Credit Amount of Note 
Capital Management Received Credit 
(years) Received 
(Rp) 

1 Pendampingan / Assistance 6 900.000.000 diterima dalam 4 kali 
| received in 4 times 
2 Pendampingan / Assistance 8 150.000.000 diterima dalam 1 kali 
| received in 4 times 
3 Pendampingan / Assistance 1,5 75.000.000 diterima dalam 1 kali 
| received in 4 times 
4 Pendampingan / Assistance 1,5 75.000.000 diterima dalam 1 kali 
| received in 4 times 
5 Pendampingan / Assistance 4 450.000.000 diterima dalam 4 kali 
| received in 4 times 
6 Pendampingan / Assistance 2 175.000.000 diterima dalam 2 kali 
| received in 4 times 
7 Pendampingan / Assistance 3 250.000.000 diterima dalam 3 kali 


! received in 4 times 


analisis DEA adalah maximizing output atau 
minimizing input. Data yang menjadi output 
dalam pengolahan analisis DEA adalah 
pendapatan per trip dan produksi per trip, 
sedangkan yang menjadi input adalah biaya 
operasional per trip, investasi awal, jumlah 
ABK, umur kapal penangkap ikan dan 
pengalaman menjadi nelayan perikanan 
tangkap. Pada pengolahan analisis DEA ini 
dapat dilakukan kedua skenario di atas 
dengan menggunakan seluruh data baik input 
maupun output. Namun agar skenario di atas 
dapat menggambarkan frontier analysis maka 
syarat yang diharuskan adalah : (1) pada 
maximizing output menggunakan: 1 output 2 
input, atau, (2) pada minimizing input 
menggunakan: 2 output 1 input. 
Selengkapnya data-data yang digunakan 
dalam analisis DEA ini dapat dilihat pada 
Lampiran 1. 


Analisis DEA yang pertama kali dilakukan 
adalah dengan menggunakan semua data 
input dan output dari tabel di atas, dimana data 
input adalah biaya operasional, investasi awal, 
jumlah ABK, umur kapal dan pengalaman 
menjadi nelayan sedangkan data output 
adalah pendapatan dan produksi per trip. 
Hasil analisis DEA dengan menggunakan 
semua input dan output ini menunjukkan 
bahwa dari 7 nelayan yang menerima kredit 
modal ventura ada 6 nelayan yang mempunyai 
skor 100% atau efisien dalam melakukan 
usaha perikanan tangkap (DMU : 7, 5, 3, 1, 6, 
2) dan hanya 1 nelayan yang belum efisien 
mempunyai skor 98,32% (DMU : 4 mendekati 
100%). Nelayan penerima kredit modal 
ventura yang belum efisien ini (DMU : 4) dinilai 
wajar karena baru menjadi penerima kredit 
modal ventura selama 1,5 tahun. Pada 
nelayan yang tidak menerima bantuan kredit 
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Efisiensi/Efficiency(?6) 
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Pendapatan/Income/(Rp.) 


Gambar 1. 


Plot Analisis Frontier Nelayan Perikanan Tangkap dengan Memasukkan 


Semua Input dan Output di Kabupaten Tegal, 2009. 


Figure 1. 
in Tegal District, 2009. 


modal ventura yang sudah efisien atau skor 
sudah mencapai 100% ada 2 nelayan (DMU : 
14 dan 23), sedangkan 16 nelayan perikanan 
tangkap lainnya masih belum efisien dimana 
skor berkisar antara 70-96% (DMU : 9, 16, 15, 
24,13, 21,12, 11, 8, 20, 25, 18, 22, 10, 19, 17). 
Pada analisis DEA dengan menggunakan 
semua data baik dari input maupun dari output 
menunjukkan kredit modal ventura akan 
menggiring nelayan penerima kredit modal 
ventura menjadi efisien / efektif dalam usaha 
perikanan tangkap. 

Untuk melihat sejauh mana posisi 
nelayan yang tidak efisien dengan nelayan 
yang efisien, maka dilakukan analisis 
efficiency plot yang menggambarkan letak 
efisiensi dari masing-masing nelayan DMU. 
Hasil analisis efficiency plot menunjukkan 
bahwa DMU : 3, 14, 6, 7, 23 dan 5 berada pada 


Frontier Analysis Plot of Tegal Fishers Household with All Inputs and Outputs Data 


garis frontier efisien (berhimpitan pada garis 
merah terluar) dan DMU : 17 berada jauh dari 
garis efficiency plot yang menunjukan DMU 
yang paling tidak efisien. Efisiensi plot nelayan 
penerima kredit modal ventura dan nelayan 
yang tidak menerima kredit modal ventura 
dengan memasukkan semua input dan output 
dapat dilihat pada Gambar 1. 

Analisis DEA memungkinkan mencari 
potensi perbaikan atas unit-unit DMU yang 
tidak efisien. Artinya jika satu unit DMU tidak 
efisien kira-kira berapa komponen input dan 
output yang bisa ditambah atau dikurangi 
(dalam persen) untuk mencapai target level 
input dan output yang efisien. 

Hasil analisis potential improvement 
menunjukkan bahwa output dari sisi 
pendapatan perlu ada peningkatan sebesar 
3,39% dan dari sisi produksi per trip perlu ada 
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peningkatan sebesar 2,07%. Dari diagram pie 
pada Gambar 2 tampak bahwa biaya 
operasional per trip, investasi awal, jumlah 
ABK, pengalaman dan umur kapal harus 
diturunkan agar dapat mencapai efisien yang 
ditunjukkan oleh tanda negatif pada legenda di 
Gambar 2. Penurunan masing-masing yaitu 
15,33%, 16,02%, 14,85%, 14,65% dan 
33,69%. Secara total, potential improvement 
untuk input dan output dapat dilihat pada 
Gambar 1. 


perikanan tangkap di Kabupaten Tegal baik 
penerima kredit modal ventura maupun yang 
bukan, mempunyai efektifitas atau efisiensi 
yang cukup baik (semuanya berada >70%). 
Hal ini menunjukkan bahwa usaha perikanan 
tangkap skala besar masih memberikan 
peluang dan dampak yang baik bagi para 
nelayan untuk mencari daerah fishing ground 
dimana pemanfaatan sumberdaya 
perikanannya masih rendah (under exploited). 
Seperti dijelaskan sebelumnya agar skenario 


Total Potential Improvement 


Pendapatan / 
Income : 3,39 % 


Pengalaman / 
Experience : -14,65% 


Umur Kapal / Age of 
Vessel : -33,69% 


Biaya Operasional / 
Operational Cost: - 
15,33% 


Investasi Awal / First 
Investment : -16,02% 


Produksi per trip / 
Production per trip : 
2,07% 


Jumlah ABK / 
Number of 
fisher :-14,85% 


Gambar 2. Diagram Pie Total Potential Improvement dengan Memasukkan Input dan 
Output dalam Analisis DEA, Kabupaten Tegal, 2009. 


Figure 2. 
DEA Analysis, Tegal District, 2009. 


Untuk melihat distribusi skor DMU dalam 
kurva sebaran normal dapat dilihat pada 
Gambar 3. Pada Gambar 3 dapat dilihat 
bahwa distribusi skor berada di atas 70%, 
dimana ada 5 DMU berada skor 71-80%, 6 
DMU berada pada skor 81-90%, 6 DMU 
berada pada skor 91-99,9% dan sisanya 8 
DMU yang paling efisien atau berada pada 
skor 100%. Jika melihat distribusi DMU dalam 
kurva sebaran normal terlihat bahwa nelayan 


Pie Diagram of Total Potential Improvement By Using All Input and Output Data in the 


analisis DEA dapat menggambarkan frontier 
analysis maka syarat yang diharuskan adalah : 
1) pada maximizing output menggunakan :1 
output 2 input atau 

2) pada minimizing input menggunakan : 2 
output 1 input. 

Oleh karena itu, dalam analisis DEA pada 
maximizing output akan digunakan 1 output 
yaitu produksi per trip dan 2 input yaitu biaya 
operasional dan umur kapal. Alasan 
penggunaan produksi adalah untuk 
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Distribution of scores 


Jumlah DMU / No. of DMU 


Oto10 11 to 20 21 to 30 31 to 40 41to 50 51 to 60 61 to 70 71 to 80 81 to 90 31 to 99.9 Efficient 


Efisiensi/Efficiency 


Gambar 3. Distribusi Skor dari DMU Penerima dan Bukan Penerima Kredit Modal Ventura 


di Kabupaten Tegal, 2009 
Figure 3. Score Distribution of DMU Who Received and Non Received Ventura Credit Capital 


in Tegal District, 2009. 


menggambarkan kondisi sumberdaya akan digunakan 2 output yaitu pendapatan 
perikanan yang diambil, sedangkan biaya dan produksi serta inputnya adalah biaya 
operasional dan umur kapal dari sisi operasional per trip. Selengkapnya skenario 
penggunaan kapital atau modal dalam usaha analisis DEA agar dapat menggambarkan 
perikanan tangkap. Pada minimizing input frontier analysis dapat dilihat pada Tabel 2. 


Tabel 2. Input dan Output yang Digunakan pada Skenario Maksimisasi Output dan 
Minimisasi Input Perikanan Tangkap di Kabupaten Tegal, 2009. 

Table 2. Input and Output Used in the Scenario of Maximizing Output and Minimizing Input of 
Fishing in Tegal District, 2009. 


Maksimisasi Output/ Minimisasi Input/ 
Skenario/ Maximizing Output Minimizing Input 
Scenario 
Output Input 1 Input 2 Output 1 Output 2 Input 
Bi 
aken oa Umur 
1 Produksi/ Amri Kapal/ 
Production per p Age of 
Operational 
; Vessel 
Cost per Trip 


Biaya 
Pendapatan Produksi Operasional 
per Trip/ per Trip/ per Trip / 
Income per Production Operational 

Trip per Trip Cost per 
Trip 
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Distribution of scores 


Jumlah DMU / No. of DMU 


Oto 10 11to 20 21 to 30 31 to 40 41 to 50 


51 to 60 


61 to 70 71 to 80 81 to 90 91 to 99.9 Efficient 


Efisiensi/Efficiency 


Gambar4 Distribusi Skor dari DMU dengan Skenario 1 di Kabupaten Tegal, 2009. 


Figure 4. 


Skenario 1 : Maximizing Output (Produksi) 
dengan Mempertimbangkan Variabel Input 
Biaya Operasional Per Trip dan Umur Kapal 
pada Perikanan Tangkap di Kabupaten 
Tegal. 

Analisis dengan menggunakan skenario 
1 menunjukkan nelayan yang efisien 
mencapai 100% terdiri dari 2 DMU yaitu DMU: 
3 dan 2. Nelayan yang paling tidak efisien 
adalah DMU: 8 sebesar 39,50%. Pada 
skenario 1 ini terjadi penurunan DMU yang 
efisien dari 6 DMU menjadi 2 DMU dan terjadi 
penurunan komposisi skor jauh lebih rendah 
dimana 12 DMU yang menjadi kurang dari 
70%. Nelayan penerima kredit modal ventura 
tingkat efisiensinya masih di atas 70% tapi 
dibawah 100% ada 11 DMU yaitu DMU :5, 7,4, 
dan 6 kecuali DMU: 1 yang turun drastis dari 
100% menjadi kurang dari 50%. Kasus pada 
DMU: 1 ini terjadi karena produksi perikanan 
yang dihasilkan tidak sebanding dengan biaya 
operasional yang digunakan. Jika dilihat dari 
komposisi sebaran skor antara nelayan 


Score Distribution of DMU with First Scenario in Tegal District, 2009. 


penerima kredit modal ventura dan yang tidak 
menerima, tingkat efisien dihasilkan lebih 
tinggi pada nelayan yang menerima kredit 
modal ventura. Selengkapnya hasil analisis 
DEA dan distribusi skor dari penerima kredit 
dan yang tidak menerima kredit dengan 
Skenario 1 dapat dilihat pada Gambar 4. 

Hasil analisis total potential improvement 
menunjukkan bahwa output dari sisi produksi 
perlu ada peningkatan relatif antar DMU 
sebesar 96,23%. Nilai peningkatan ini sangat 
tinggi sekali yang menunjukkan bahwa tingkat 
produksi pada maximizing output sangat 
berpengaruh sensitif terhadap efisiensi usaha 
perikanan tangkap. Dari diagram pie pada 
Gambar 5 tampak bahwa biaya operasional 
per trip harus diturunkan sebesar 1,69% dan 
umur kapal harus diturunkan atau diremajakan 
sebesar 2,07% agar dapat mencapai efisien 
yang ditunjukkan oleh tanda negatif pada 
legenda di Gambar 5. Secara total, potential 
improvement untuk input dan output dapat 
dilihat pada Gambar 5. 
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Total Potential Improvement 


Biaya Operasional / 
Operational Cost : 
-1,69% 


Produksi per trip / 
Production per trip : 
96,23% 


Umur Kapal / Age of 


Vessel : -2,07% 


Gambar 5. Diagram Pie Total Potential Improvement Skenario 1 pada Perikanan Tangkap 


di Kabupaten Tegal, 2009. 


Figure 5. Pie Diagram of Total Potential Improvement with First Scenario of Fishing in Tegal 


District, 2009. 


Gambar 6 menunjukkan posisi masing- 
masing DMU dalam garis frontier. Garis 
frontier adalah garis merah yang membentuk 
siku (L-shaped) pada sudut titik nol, 
sementara garis biru adalah garis referensi 
efisiensi. Hasil analisis frontier pada skenario 
1 : maximizing output menunjukkan bahwa 
DMU : 3 dan 2 berada pada garis frontier 
efisien (berhimpitan pada garis merah), diikuti 
oleh DMU : 5 yang paling mendekati garis 
merah. DMU : 8 berada jauh dari garis frontier 
yang menunjukkan DMU yang paling tidak 
efisien. Garis referensi (warna biru) 
menunjukkan bahwa untuk mengarah ke 
efisiensi ditunjukkan pada garis yang 
mengarah ke aksis horizontal-vertikal. Artinya, 
DMU 1 misalnya bisa ditingkatkan 
efisiensinyai jika rasio biaya 
operasional/produksi per trip dikurangi. 
Artinya tanpa menambah kredit, dengan 
mengurangi komponen biaya yang tidak 
efisien, maka DMU 1 bisa lebih efisien dan 
akan mengikuti DMU 3 dan 2 pada posisi 
efisiensi. 


Salah satu contoh dari Gambar 6 juga 
terlihat bahwa posisi ”peer dari DMU : 4, 6, 
dan 14 adalah DMU : 3, artinya jika DMU : 4, 6, 
dan 14 tersebut ingin efisien, maka referensi 
yang terdekat adalah melihat keragaan yang 
dilakukan oleh DMU : 3. DMU 8 di sisi lain 
posisinya jauh dari ”peer’ manapun sehingga 
sulit meningkat efisiensi tanpa mengurangi 
secara drastis total komponen biaya 
operasional dan peningkatan produksi per 
tripnya. 


Skenario 2 Minimizing Input (biaya 
operasional per trip) dengan 
Mempertimbangkan Output Pendapatan 
dan Produksi Perikanan Tangkap di 
Kabupaten Tegal, 2009 

Pada skenario 2, analisis menunjukkan 
nelayan yang efisien mencapai 100% juga 
terdiri dari 2 DMU yaitu DMU : 3 dan 5, dimana 
DMU : 3 tetap efisien namun DMU : 2 bergeser 
menjadi 90,88% digantikan oleh DMU : 5. 
Nelayan yang paling tidak efisien tetap DMU : 
8 sebesar 54,25%. Pada skenario 2 ini juga 
terjadi penurunan DMU yang efisien dari 6 
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Biaya Operasional per Trip / Operational Cost per Trip 


Gambar 6. 
Kabupaten Tegal, 2009. 
Figure 6. 
Tegal District, 2009. 


DMU menjadi 2 DMU dibandingkan saat 
semua data input dan output digunakan dalam 
analisis DEA. Penurunan komposisi skor juga 
terjadi dimana 8 DMU yang menjadi kurang 
dari 70%. Nelayan penerima kredit modal 
ventura tingkat efisiensinya masih di atas 70% 
tapi dibawah 100% ada 15 DMU yaitu DMU : 
17, 7,18, 13, 25, 20, 24,15, 4, 6, 1, 9, 2, 14 dan 
23. Jika dilihat dari komposisi sebaran skor 
antara nelayan penerima kredit modal ventura 
dan yang tidak menerima, tingkat efisien 
dihasilkan tetap lebih tinggi pada nelayan yang 
menerima kredit modal ventura baik pada 
skenario 1, skenario 2 maupun pada saat 
semua data input dan output digunakan dalam 
analisis DEA. Selengkapnya hasil analisis 
DEA dan distribusi skor dari penerima kredit 
dan yang tidak menerima kredit dengan 
Skenario No. 2 dapat dilihat pada Gambar 7. 
Dari diagram pie pada Gambar 8 tampak 
bahwa biaya operasional per trip harus 
diturunkan relatif antar DMU sebesar 97,26% 
agar dapat mencapai efisien yang ditunjukkan 


Umur Kapal per Trip / Age of Vessel per Trip 


Plot Analisis Frontier dengan Skenario 1 pada Perikanan Tangkap di 


Frontier Analysis Plot of Tegal Fishers Household with First Scenario of Fishing in 


oleh tanda negatif pada legenda di Gambar 8. 
Nilai penurunan ini sangat tinggi sekali yang 
menunjukkan bahwa biaya operasional per trip 
pada minimizing input sangat berpengaruh 
sensitif terhadap efisiensi usaha perikanan 
tangkap. Hasil analisis total potential 
improvement menunjukkan bahwa output dari 
sisi pendapatan sudah tidak perlu 
ditingkatkan, namun dari sisi produksi per trip 
perlu ada peningkatan sebesar 2,24%. 
Secara total, potential improvement untuk 
input dan output dapat dilihat pada Gambar 8. 
Dari Gambar frontier analysis dibawah kita 
dapat melihat sejauh mana posisi nelayan 
penerima kredit modal ventura dengan 
nelayan yang tidak menerima kredit modal 
ventura. Analisis frontier yang 
menggambarkan posisi kedekatan (peer 
position) satu DMU dengan DMU lainnya. 
Gambar 9 menunjukkan posisi masing-masing 
DMU dalam garis frontier. Garis frontieradalah 
garis tebal yang menunjukkan garis efisien 
DMU, sementara garis biru adalah garis 
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Gambar 7. Distribusi Skor dari 
Kabupaten Tegal, 2009. 
Figure 7. 
in Tegal District, 2009. 


referensi efisiensi. Hasil analisis frontier pada 
skenario 2 : minimizing input menunjukkan 
bahwa DMU : 3 dan 5 berada pada garis 
frontier efisien (berhimpitan pada garis 
merah), diikuti oleh DMU : 23 yang paling 
mendekati garis merah. DMU : 8 berada jauh 


DMU dengan Skenario 2 pada Perikanan Tangkap di 


Score Distribution of DMU Tegal Fishers Household with Second Scenario of Fishing 


dari garis frontier yang menunjukan DMU yang 
paling tidak efisien. Garis referensi (warna 
biru) menunjukkan bahwa untuk mengarah ke 
efisiensi (garis merah) ditunjukkan oleh garis 
yang mengarah dari aksis horizontal-vertikal. 
Artinya, DMU 1 misalnya bisa ditingkatkan 


Biaya Operasional /| 
Operational Cost 
(97.76%) 


Total Potential Improvements 


E Pendapatan / Income (0%) 
E Biaya Operasional / Operational Cost (97.76%) 


EŒ Produksi per Trip / Production per Trip (2.24%) 


Pendapatan / Income (0%) 


Produksi per Trip / Production per Trip (2.24%) 


Gambar 8. Diagram Pie Total Potential Improvement Skenario 2 pada Perikanan Tangkap 


di Kabupaten Tegal, 2009. 
Figure 8. 


Pie Diagram of Total Potential Improvement Tegal Fisher's Household with Second 


Scenario of Fishing in Tegal District, 2009. 
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Pendapatan/Biaya Operasional (Income/Operational Cost) 


Produksi/Trip/Biaya Operasional (Production/Trip/Operational Cost) 


Gambar 9. Plot Analisis Frontier pada Perikanan Tangkap di Kabupaten Tegal dengan 


Scenario 2. 
Figure 9. 
Tegal District, 2009. 


efisiensi jika rasio produksi/biaya operasional 
per trip ditingkatkan. Artinya tanpa menambah 
kredit, dengan meningkatkan produksi, maka 
DMU 1 bisa lebih efisien dan akan mengikuti 
DMU 3dan 5 pada posisi efisiensi. 

Salah satu contoh dari Gambar 9 juga 
terlihat bahwa posisi "peer” dari DMU : 4, 6, 14 
dan 20 adalah DMU: 3, artinya jika DMU: 4, 6, 
14 dan 20 tersebut ingin efisien, maka 
referensi yang terdekat adalah melihat 
keragaan yang dilakukan oleh DMU: 3. DMU 8 
di sisi lain posisinya jauh dari "peer” manapun 
sehingga sulit meningkat efisiensi tanpa 
mengurangi secara drastis total komponen 
biaya operasional dan peningkatan produksi 
per tripnya. 


IV. KESIMPULAN DAN 
KEBIJAKAN 


IMPLIKASI 


Kesimpulan yang dapat diperoleh dari 
hasil penelitian ini adalah : 
1) Multiple input output (semua data input 
output dimasukkan) ada 8 DMU yang 
efisiensinya mencapai 100 %, yaitu DMU : 


Frontier Analysis Plot of Tegal Fishers Household with Second Scenario of Fishing in 


7, 5, 3, 1, 6, 2, 14 dan 23. Hal ini 
menunjukkan dari 7 nelayan yang 
menerima kredit modal ventura ada 6 yang 
telah mencapai efisien 100%, artinya 
kredit modal ventura ini memberikan 
dampak positif pada usaha perikanan 
tangkap di Kabupaten Tegal. 

Skenario 1, ada 2 DMU yang efisiensinya 
mencapai 100% yaitu DMU: 3 dan 2, 
dimana keduanya adalah penerima kredit 
modal ventura. Ke-4 DMU penerima 
kredit modal ventura lainnya berada > 
70% yaitu DMU: 5, 7, 4, 6 dan 1 DMU yang 
berada < 70% yaitu DMU: 1. DMU 1 
mempunyai efisiensi < 70% karena 
produksi perikanan yang dihasilkan tidak 
sebanding dengan biaya operasional yang 
digunakan. 

Skenario 2, ada 2 DMU yang efisiensinya 
mencapai 100% yaitu DMU : 3 dan 5, 
dimana keduanya adalah penerima kredit 
modal ventura. Ke-5 DMU penerima 
kredit modal ventura lainnya berada > 
70% yaitu DMU : 2, 1,6, 4 dan 7. 
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4) Secara umum kredit modal ventura 
memberikan pengaruh positif pada usaha 
perikanan tangkap di Kabupaten Tegal. 


Implikasi kebijakan yang dapat diberikan 
dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Pada analisis potential improvement dan 
analisis frontier pada DEA, pemberian 
kredit ventura harus memperhatikan 
aspek-aspek atau potensi-potensi 
perbaikan dari keragaan/kapasitas 
perikanan seperti pengalaman menjadi 
nelayan, jumlah ABK, hari melaut, umur 
kapal dan peningkatan produksi agar 
dapat diperoleh tingkat efisiensi yang 
optimal dalam pengembalian kredit 
ventura yang diberikan. 

2. Kebijakan perkreditan perikanan memang 
harus di kembangkan namun diperlukan 
"new strategy” yang lebih tegas tentang 
pemberian kredit. “new strategy” ini dapat 
dijabarkan baik dalam bentuk “blue print” 
strategi perkreditan perikanan maupun 
peraturan pemerintah yang harus 
mengakomodasi keunikan karakteristik 
usaha perikanan. 

3. Pada tingkat mikro operasional, 
penyaluran kredit perikanan sebaiknya 
dilakukan melalui mekanisme tipologi 
dengan melihat ketersediaan sumberdaya 
ikan, keragaan usaha perikanan dan 
besaran kredit yang akan disalurkan. 

4. Model dalam studi ini diterapkan pada 
kasus perikanan yang sebenarnya sudah 
diklaim sebagai daerah “overfished”. 
Untuk menerapkan model kredit ini ke 
daerah yang masih belum “overfished” 
diarahkan kepada analisis komoditas 
ekonomis penting dari sumberdaya ikan 
yang dapat diberikan kredit perikanan 
sehingga terjadi efisiensi kredit perikanan 


berupa kredit modal ventura dalam 
peningkatan produksi perikanan. 
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ABSTRAK 


Momentum liberalisasi perdagangan akhir-akhir ini semakin menguat, sehingga mendorong 
Indonesia melakukan kesepakatan kemitraan ekonomi bilateral dengan negara mitra dagangnya seperti 
Amerika Serikat. Penelitian mengenai aspek kesejahteraan (surplus konsumen, surplus produsen dan 
surplus agregat) dari kesepakatan kemitraan ekonomi bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat 
(Indonesian and United States of American Economic Partnership Agreement / IUSEPA) terkait dengan 
perdagangan hasil perikanan dilakukan pada tahun 2009. Data yang digunakan bersumber dari basis set 
data terintegrasi dari tiga database perdagangan dunia yang dimiliki WTO, TRAINS-UNCTAD dan UNSD- 
COMTRADE melalui penggunaan software WITS yang dikembangkan World Bank. Analisis dilakukan 
dengan pendekatan “SMART Model” dengan bantuan Software WITS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
IUSEPA memberikan efek positif terhadap kesejahtaraan berupa surplus konsumen, surplus produsen dan 
surplus agregat. Besaran efek surplus produsen baru terlihat efeknya pada pemotongan tarif impor 
perikanan sebesar 80% dan 100%, masing-masing sebesar US$ 40,437 ribu dan sebesar US$ 704,162 
ribu. Demikian pula dengan efek surplus agregat, pada pemotongan tarif impor perikanan tersebut masing- 
masing memberikan efek total kesejahteraan sebesar US$ 28,033 ribu dan sebesar US$ 234.748 ribu. Dari 
perspektif sektoral, khususnya terkait dengan perdagangan hasil perikanan dalam kerangka IUSEPA, 
Indonesia perlu mengusulkan pemotongan tarif impor 80-100% atau pemberlakuan tarif impor 0 — 7% 
kepada pihak Amerika Serikat. 


Kata Kunci: perdagangan bilateral, perikanan, efek kesejahteraan, WITS 


Abstract : Welfare Effect of Indonesia and United States of America Economic Bilateral Partnership 
Agreement Related with Fishery Trade. By: Tajerin, Agus Heri Purnomo and Sastrawidjaja. 


The intensified momentum of trade liberalization requires Indonesia to develop bilateral economic 
partnership agreement with its trading partners such with the United States. This research is an evaluation 
welfare aspects (consumer surplus, producer surplus and the aggregate surplus) of fishery products from 
bilateral economic partnership agreement between Indonesia and the United States of America (Indonesian 
and United States of American Economic Partnership Agreement /IUSEPA) in 2009. This research use 
integrated set database from three world trade databases (WTO, TRANS-UNCTAD and UNSD 
COMTRADE) with applying WITS software developed by the World Bank. It applied Smart Model approach 
using WITS software for analysis. The results of this research showed that IUSEPA has a positive effect on 
welfare in the form of consumer, producer and the aggregate surplus. Reducing import tariff by 80 and 100 
per cent provided significant effect on producer surplus by US$ 40,437 and US$ 704,162 respectively. 
Similarly, the reduction resulted aggregate surplus and welfare effect by US$ 28,033 and US$ 234.748 
respectively. From the sectoral perspective, Indonesia need to negotiate reduction tariff for fishery product 
up 80-100 per cent or put the import tariff into effect 0-7 per cent for United States under the IUSEPA 
framework. 


Keywords: bilateral trade, fishery, welfare effect, WITS 
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I. PENDAHULUAN 


Momentum liberalisasi perdagangan 
untuk Indonesia, akhir-akhir ini bertambah 
kuat dan menyebabkan perdebatan pro dan 
kontra yang tampaknya belum akan segera 
berakhir. Kuatnya momentum tersebut 
diantaranya karena berkaitan erat dengan 
kisah sukses ekonomi China yang membuka 
diri terhadap ekonomi (perdagangan) dunia 
sejak akhir tahun 1970-an, dan bergabung 
dalam kerjasama liberalisasi perdagangan 
multilateral WTO pada tahun 2001, serta aktif 
dalam sejumlah kerjasama liberalisasi 
perdagangan bilateral dan regional. Di sisi lain 
bersama anggota WTO lainnya, Indonesia 
terikat dalam bentuk kerjasama liberalisasi 
perdagangan dalam tataran multilateral. 
Namun upaya liberalisasi perdagangan di 
bawah payung WTO tersebut hingga kini 
berjalan lamban (Setiawati dan Amier, 2004). 

Sebagai perkembangan reaksi atas 
perkembangan lambannya liberalisasi 
perdagangan di bawah WTO tersebut, 
Indonesia dan banyak negara lainnya 
terdorong untuk melakukan kerjasama 
liberalisasi perdagangan secara bilateral. 
Beberapa tahun terakhir kerjasama tersebut 
bermunculan seperti "jamur di musim hujan”. 
Isu kritis ini sekarang adalah apakah 
kerjasama perdagangan bilateral akan 
menjadi penghambat atau justru sebaliknya 
pendorong bagi terciptanya perdagangan 
bebas dunia seperti yang dicita-citakan dari 
pembentukan WTO. 

Melalui bentuk kerjasama liberalisasi 
perdagangan bilateral, rejim Free Trade 
Agreements (FTAs) menghendaki adanya sifat 
preferential bagi beberapa negara yang 
menjadi mitra perdagangan. Artinya, tidak 
setiap negara memiliki akses yang sama 
terhadap perdagangan di suatu negara. 
Logika semacam ini kemudian membuat 
negara berlomba melakukan FTAs, karena 
khawatir negaranya tidak mendapatkan akses 
pasar ke negara mitra dagangnya ketika mitra 
dagang tersebut melakukan FTAs dengan 


negara lain. Ketakutan itu meluas, dan 
akhirnya terjadi semacam silang “singkarut” 
dalam struktur perdagangan internasional, 
karena setiap negara tidak mau kalah bersaing 
dalam memperebutkan akses pasar ke negara 
lain. Bhagwati (1991) menyebut hal ini dengan 
fenomena “spaghetty bowl” atau spaghetty 
yang saling menjulur tidak beraturan dan 
tumpang tindih dalam sebuah mangkuk yang 
diumpamakan sebagai dunia. 

Dalam posisi bilateral, negosiasi menjadi 
lebih fleksibel karena mempertimbangkan 
aspek-aspek yang ada di kedua negara yang 
melakukan kesepakatan. Menurut Baldwin 
(1995) karena fleksibilitas tersebut, biasanya 
FTAs mempunyai cakupan yang lebih luas 
daripada perdagangan bebas multilateral 
yang lebih menonjolkan aspek 
nondiscriminatory-nya. Dengan adanya rejim 
perdagangan bilateral ini, terlihat bahwa 
proses liberalisasi perdagangan kini makin 
berjalan cepat. Proses perundingannya pun 
lebih cepat dibandingkan dengan proses 
sebuah negara masuk ke dalam WTO. Artinya, 
dalam hal mengubah kebijakan nasional, FTAs 
ini dapat menjadi cepat dan efektif 
dibandingkan cara-cara perundingan 
multilateral yang banyak terdapat konflik 
kepentingan antar negara: bukan saja antara 
negara maju dan negara berkembang, namun 
juga antara sesama negara maju atau sesama 
negara berkembang. 

Setelah dilakukan kesepakatan 
kemitraan ekonomi bilateral antara Indonesia 
dengan Jepang, dalam kurun beberapa waktu 
lalu telah dirintis melalui negosiasi-negosiasi 
untuk dilakukan kemungkinan hal yang sama 
dengan Amerika Serikat. Diharapkan dalam 
tempo yang tidak lama lagi, kesepakatan 
kemitraan ekonomi bilateral antara Indonesia 
dengan Amerika (Indonesia — United State of 
America Economic Partnership Agreement / 
IUSEPA) tersebut akan segera teralisasi. 
IUSEPA sebagai salah satu cara mengisi 
kekurangan negosiasi di WTO, khususnya 
dalam memperkuat kemitraan ekonomi yang 
lebih luas dari WTO sehingga Amerika Serikat 
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dapat mengembangkan hubungan ekonomi 
luarnegerinya dengan Indonesia. 

Kebanyakan analis yakin bahwa sifat 
preferential bagi negara-negara yang 
melakukan kesepakatan ekonomi bilateral 
seperti FTAs (seperti yang akan dilakukan 
antara Amerika Serikat dan Indonesia), secara 
teoritis memberikan efek positif bagi kedua 
negara yang melakukan kesepakatan 
ekonomi bilateral (Krugman, 1991). Efek 
positif tersebut tentunya juga terkait dengan 
perdagangan komoditas dan produk 
perikanan antara Indonesia dan Amerika 
Serikat. 

Pada akhirnya, esensi sebenarnya dari 
IUSEPA tersebut adalah tercapainya 
peningkatan kesejahteraan manusia melalui 
optimalisasi alokasi sumberdaya. Apakah 
rencana IUSEPA akan memberikan dampak 
positif bagi kegiatan perekonomian, 
khususnya terkait dengan perdagangan 
perikanan? Untuk itu, penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk mengestimasi efek 
kesejahteraan dari IUSEPA terkait dengan 
perdagangan perikanan, khususnya dilihat 
dari perubahan pada surplus konsumen, 
surplus produsen dan surplus agregat. 


Il. METODOLOGI 


Landasan Teoritis 

Sebagai bagian integral dalam 
kesepakatan-kesepakatan WTO, kerjasama 
perdagangan baik multilateral, regional 
maupun bilateral akan berimplikasi pada 
terjadinya kondisi pengalihan perdagangan 
(Trade Diversion / TD) dan penciptaan 
perdagangan (Trade Creation / TC) (Viner, 
1990). Akibat dari terjadinya TD dan TC 
(sebagai konsekuensi diterapkannya 
instrumen-instrumen kebijakan perdagangan 
dalam kerjasama perdagangan tersebut) akan 
menimbulkan efek kesejahteraan dari proses 
perdagangan secara keseluruhan. Efek 
kesejahteraan tersebut akan terlihat dari 
besaran nilai perubahan surplus konsumen 
dan surplus produsen. Istilah surplus 


konsumen (consumer surplus) pertama kali 
diperkenalkan oleh Dupuit pada 1952 yang 
didefinisikan sebagai pengukuran 
kesejahteraan di tingkat konsumen, yang 
diukur berdasarkan selisih keinginan 
membayar (willingness to pay - WTP) dari 
seseorang dengan apa yang sebenarnya ingin 
dia bayarkan (Brent, 1997). Consumer surplus 
didefinisikan sebagai perbedaan antara harga 
sebuah barang dimana konsumen bersedia 
membayar dan harga sebenarnya yang 
dibayar oleh konsumen tersebut. Dalam kaitan 
ini, total consumer surplus direpresentasikan 
oleh area KLM di Gambar 1a. Sementara itu, 
producer surplus merupakan perbedaan 
antara harga jual sebuah barang yang 
sebenarnya diperoleh oleh perusahaan 
dengan harga jual (minimal) yang bersedia 
diterima oleh perusahan tersebut. Dari 
Gambar 1b, area LMN merupakan total 
producer surplus. 


(a) Pengalihan Perdagangan dan Efek 

Kesejahteraannya 

Trade diversion merupakan dampak 
negatif dari impor barang yang harganya relatif 
lebih murah dari negara bukan anggota FTA, 
sehingga diganti dengan impor yang harganya 
relatif lebih mahal dari negara anggota. Hal ini 
terjadi karena adanya preferential tarif yang 
diberikan kepada sesama negara anggota. 
Dengan demikian, trade diversion dapat 
mengurangi manfaat yang seharusnya 
diperoleh dari spesialisasi perdagangan 
internasional sebagai akibat adanya 
pergeseran produksi dari negara (bukan 
anggota) yang lebih efisien ke negara 
(anggota) yang kurang efisien. 

Gambar 2. menunjukkan kurva 
permintaan dan penawaran untuk negara A 
yang terjadi akibat transaksi perdagangannya 
dengan Negara B dan C. P” dan P“ 
menggambarkan harga pasokan barang 
dalam perdagangan bebas dari negara B dan 
negara C. Perlu dicatat bahwa negara C 
diasumsikan mampu untuk memasok produk 
pada tingkat harga yang lebih rendah 
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(a) Ë 


Gambar 1. Surplus Konsumen dan Surplus Produsen 
Figure 1. Consumer Surplus and Producer Surplus 


Sumber: diadaptasi dari Suranovic (1997) dalam Pratomo (2007)/ 
Source: adopted from Suranovic (1997) in Pratomo (2007) 


dibandingkan dengan negara B untuk barang 
yang sama di negara A. Di samping itu 
diasumsikan pula bahwa negara A memiliki 
tarif spesifik tB = tC = t* dimana negara A 
mengimpor dari B dan C. 

Tarif dari negara A tersebut 
mengakibatkan meningkatnya harga pasokan 
di dalam negeri A dari P: (harga barang negara 
C setelah ada tarif dari negara A), dimana tarif 
adalah = P/ -P= P - PŠ. 


Sejak diberlakukannya tarif oleh negara A 
tersebut, harga barang yang ditawarkan 
negara C lebih murah, maka negara A akan 
mengimpor barangnya dari negara C dan tidak 
akan melakukan perdagangan dengan negara 
B. Impor ditunjukkan oleh daerah dengan jarak 
antara D' — S'. Sedangkan penerimaan tarif 
awal bagi negara A ditunjukan oleh area (c # 
e), dimana tingkat tarif dikalikan dengan 
kuantitas barang yang diimpor. 


Gambar 2. Kurva Permintaan dan Penawaran dalam Pengalihan Perdagangan 
Figure 2. Curve of Demand and Supply in Trade Diversion 


Sumber: diadaptasi dari Suranovic (1997) dalam Pratomo (2007) 
Source: adopted from Suranovic (1997) in Pratomo (2007) 
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Selanjutnya, asumsikan negara A dan B 
membentuk FTA, dan A menghapuskan tarif 
impornya dari negara B. Sekarang tarif bagi 
negara B atau tB = 0 tetapi tarif bagi negara C 
atau tC sama seperti pada t*. Harga barang 
dalam negeri dari Negara B dan C sekarang 
menjadi P” dan P! Sejak P” lebih rendah dari P: 
negara A akan mengimpor semua barang dari 
negara B setelah adanya FTA dan tidak akan 
mengimpor dari Negara C. Pada harga dalam 
negeri yang lebih rendah, P”, impor akan 
meningkat dari D° ke S“. Juga sejak adanya 
free trade, harga di Negara C lebih rendah 
dibandingkan harga di Negara B, hal tersebut 
dapat dikatakan perdagangan dialihkan dari 
pemasok yang lebih efisien ke pemasok yang 
lebih tidak efisien. Efek kesejahteraan 
digambarkan dalam Tabel 1. 


(b) Penciptaan Perdagangan dan Efek 

Kesejahteraannya 

Secara umum, penciptaan perdagangan 
memiliki arti bahwa area perdagangan bebas 
menciptakan perdagangan (trade creation) 
yang tidak akan ada sebelumnya. Sebagai 
akibatnya, pasokan terjadi dari produsen 
suatu produk yang lebih efisien. Dalam semua 
kasus, penciptaan perdagangan akan 
meningkatkan kesejahteraan nasional suatu 
negara. Seperti yang dijelaskan dalam 
diagram pada Gambar 3. 

Gambar 3 menunjukkan kurva 
permintaan dan penawaran Negara A yang 
terjadi akibat dilakukannya transaksi 
perdagangan dengan negara B dan negara C. 
Dalam hal ini negara B dan C bertindak 
sebagai pemasok barang ke negara A. P” dan 


Tabel 1. Efek Kesejahteraan dari Free Trade dalam Membentuk Pengalihan Perdagangan 
Table 1. Welfare Effect from Free Trade in Form Trade Diversion 


Jenis Efek Kesejahteraan/ 
Kinds of Welfare Effect 


Negara/ Country A 


Surplus Konsumen/ Consumer Surplus 
Surplus Produsen/ Producer Surplus 
Penerimaan Pemerintah/ Custom Revenue 
Kesejahteraan Nasional/ National Welfare 


+(a+b+c+d) 
-(a) + e) 
+ (b + d) —e 


Sumber: Suranovic (1997) dalam Pratomo (2007)/ Source: Suranovic (1997) in Pratomo (2007) 


Country A 


S? si-Di 


D* Q 


Gambar 3. Kurva Permintaan dan Penawaran dalam Penciptaan Perdagangan 
Figure 3. Curve of Demand and Supply in Trade Creation 


Sumber: diadaptasi dari Suranovic (1997) dalam Pratomo (2007) 
Source: adopted from Suranovic (1997) in Pratomo (2007) 
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P° menggambarkan harga pasokan barang 
dalam perdagangan bebas dari negara B dan 
negara C. Sedangkan negara C diasumsikan 
mampu untuk memasok produk pada tingkat 
harga yang lebih rendah dibandingkan dengan 
negara B. Perlu dicatat bahwa negara B harus 
memiliki tarif untuk produk yang diimpor dari 
negara C, pasar pada negara B akan dipasok 
oleh C. Sama halnya dengan pengalihan 
perdagangan, pada penciptaan perdagangan 
diasumsikan bahwa A memiliki tarif spesifik 
tB = tC = t* dimana negara A mengimpor dari 
negara B dan C. Tarif mengakibatkan 
meningkatnya harga dalam negeri dari P; ke 
P. Besarnya tarif adalah: 

t= P; -P= Pi - PS. 


Sejak diberlakukannya tarif, harga 
keseimbangan awal di negara A yang 
ditunjukan oleh P“ pada diagram menjadi lebih 
murah dibandingkan dengan harga tarif 
P, ke P. dalam hal ini produk tidak akan 
diimpor, kecuali jika negara A akan memasok 
permintaan dalam negerinya pada S' = D'. 

Selanjutnya, asumsikan negara A dan B 
membentuk FTA dan Negara A 
menghapuskan tarif impornya dari negara B. 
Sekarang tB = 0 tetapi tC sama seperti pada 
t*. Harga barang dalam negeri dari Negara B 
dan C menjadi P° dan P! Sejak P” < P^, Negara 
A akan mengimpor semua produk dari Negara 
B setelah adanya FTA. Pada harga dalam 
negeri yang lebih rendah, P”, impor akan 
meningkat dari D° ke S°. Sejak perdagangan 


terjadi dengan FTA, dan tidak akan terjadi 
sebelumnya, hal tersebut bisa dikatakan 
perdagangan diciptakan. Efek kesejahteraan 
digambarkan dalam Tabel 2. 


Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan data sekunder dari sumber 
Trade Analysis and Information System 
(TRAINS) UNCTAD, UNSD COMTRADE, dan 
WTO yang merupakan database terintegrasi 
WTO melalui penggunaan software WITS 
(sebagai sumber data) yang diperoleh melalui 
website: http://wits.worldbank.org/website 
(Bacchetta and Jammes, 2004). 


Metode Analisis Data 

Analisis aspek kesejahteraan (surplus 
konsumen, surplus produsen dan surplus 
agregat) dari IUSEPA terkait perdagangan 
perikanan Indonesia dalam penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan framework 
keseimbangan parsial (partial eguilibrium). 
Secara umum terdapat dua model dasar 
keseimbangan parsial yang dapat 
dipergunakan untuk menganalisis kedua efek 
tersebut. Model pertama berlandaskan asumsi 
komoditas homogen, sedangkan model kedua 
dibangun berdasarkan asumsi ”Armington” 
(Armington, 1969 dalam Christos et al,, 2004), 
dimana Armington meneliti sifat dari fungsi 
permintaan impor ketika barang-barang impor 
dan barang produksi domestik dipergunakan 
sebagai barang substitusi tidak sempurna. 
Metode yang dipergunakan dalam penelitian 


Tabel 2. Efek Kesejahteraan dari Free Trade dalam Membentuk Penciptaan Perdagangan 
Table 2. Welfare Effect from Free Trade in Form Trade Creation 


Jenis Efek Kesejahteraan/ 


Kinds of Welfare Effect Negara A/Country A 
Surplus Konsumen/ Consumer Surplus +(a+b+c) 
Surplus Produsen/ Producer Surplus -a 
Penerimaan Pemerintah/ Custom Revenue 0 
Kesejahteraan Nasional/ National Welfare + (b+c) 


Sumber: Suranovic (1997) dalam Pratomo (2007)/ Source: Suranovic (1997) in Pratomo (2007) 
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ini termasuk ke dalam kategori yang kedua, 
yang diantaranya adalah dengan pendekatan 
SMART Model(Grobmann and Busse (2004). 

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
analisis SMART Model. Model ini pada 
dasarnya merupakan pengembangan lebih 
lanjut dari “Model Produk Terdiferensiasi”, 
yang dikembangkan oleh Verdoorn tahun 
1960 (Großmann and Busse, 2004). Pada 
awalnya model ini diformulasi untuk tujuan 
analisis lebih dari sisi kepentingan negara 
konsumen (buyer) dari komoditas-komoditas 
atau produk-produk yang diimpor dari negara 
produsen. Namun dalam perkembangan 
selanjutnya, model tersebut disempurnakan 
oleh UNCTAD dan the World Bank sejak tahun 
1980an terutama untuk menilai dampak dari 
GATT rounds, sehingga dapat digunakan 
untuk analisis, tidak saja untuk kepentingan 
negara konsumen tetapi juga negara 
produsen yang melakukan kesepakatan 
perdagangan (ekonomi). Model ini dikenal 
dengan dikenal dengan sebutan “SMART 
Model. 

SMART Model tersebut terdapat dalam 
WITS (World Integrated Trade Solutions) 
software, yang diantaranya dapat digunakan 
untuk mengevaluasi dan melihat efek dari 
perubahan kebijakan perdagangan (dalam 
ukuran tarif) dalam beberapa variabel-variabel 
yang terkait dengan kerjasama bilateral, yaitu: 
Efek Trade Creation (TC), Efek Trade 
Diversion (TD), dan Agregasi TC dan TD. 
Selain itu, SMART Model juga dapat 
menunjukkan variabel-variabel yang berkaitan 
dengan dampak dari kerjasama bilateral, 
seperti perubahan dalam Surplus Konsumen, 
Produsen dan Nasional. 

SMART Model dalam WITS memiliki 3 
jenis elastisitas: (1) Supply elasticities bernilai 
0,99 (atau sangat dekat dengan satu) yang 
berarti bahwa peningkatan permintaan untuk 
barang tertentu akan selalu dicocokkan oleh 
produsen dan eksportir dari barang tersebut, 
tanpa adanya dampak pada harga barang 
tersebut; (2) Import substitution elasticities 
barang yang sama dari negara yang berbeda 


imperfectly substitutable. Dalam SMART 
Model, import substitution elasticity bernilai 1,5 
untuk setiap barang; (3) Import demand 
elasticity mengukur respon permintaan dalam 
beralih ke harga import. Dalam SMART Model, 
import demand elasticity berdasarkan pada 
“price elasticities in international trade'. 
Asumsi penting lainnya dari model ini adalah 
perfect competition, dimana dalam 
pemotongan tarif secara penuh dicerminkan 
dalamharga yang dibayarkan konsumen. 


Pemilihan Skenario Simulasi 

Analisis aspek kesejahteraan dari 
IUSEPA terkait dengan perdagangan hasil 
perikanan, dalam penelitian ini dimasudkan 
sebagai analisis estimasi efek yang timbul 
akibat pemotongan tarif impor (tarif bea 
masuk). Untuk perlu disediakan beberapa 
“skenario pemotongan tarif” dengan variasi 
pemilihan yang representatif terhadap 
kemungkinan perubahan efek (dampak) yang 
akan terjadi kemudian. 

Penentuan skenario pemotongan tarif 
impor perikanan dalam hal ini dilakukan 
berdasarkan simulasi pendahuluan mengenai 
tingkat kepekaan dari trade effect, yang dalam 
hal ini mewakili indikator nilai perdagangan 
total (Total Trade)” yang dilakukan 
berdasarkan analisis program WITS. Indikator 
perdagangan total tersebut merupakan 
indikator penting dan menentukan derajat efek 
yang mungkin timbul akibat perubahan tarif 
dalam transaksi perdagangan bilateral 
(Bacchetta and Jammes, 2004). 

Dengan mempertimbangkan variasi 
pemilihan yang representatif untuk “skenario 
pemotongan tarif” terutama terhadap 
kemungkinan perubahan efek (dampak) yang 
akan terjadi kemudian, maka berdasarkan 
hasil simulasi pendahuluan tersebut 
dimungkinkan kita menggunakan lima 
skenario pemotongan tarif, yaitu sebesar 20%, 
40%, 60%, 80% dan 100% untuk keperluan 
analisis simulasi dalam penelitian ini. Masing- 
masing skenario simulasi tersebut dijelaskan 
pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Simulasi pada Berbagai Skenario dengan Perlakuan Pemotongan Tarif Impor 
atau Bea Masuk (Impor) Perikanan yang digunakan dalam Analisis 

Table 3. Simulation for Every Scenario by Treatment of Import Tariff Cutting or Import Tax for 
Fisheries which is Used in Analysis 


Skenario/ 
Scenario-1: 


Skenario/ 
Scenario-2: 


SIMULASI/SIMULATIONS 


Skenario/ 
Scenario-3: 


Skenario/ 
Scenario-4: 


Skenario/ 
Scenario-5: 


IUSEPA merujuk 
pada arahan WTO 
“secara bertahap” 
dengan 
pemberlakukan tarif 
bea masuk 
perikanan 28%/ 
IUSEPA refers to 
WTO direction "in 
stages” with 
conducted fisheries 
import tax 28% a 


Shock: 


Pemotongan Tarif 
Impor Perikanan 
20%/ Cutting on 


IUSEPA merujuk 
pada arahan WTO 
“secara bertahap” 
dengan 
pemberlakukan 
tarif bea masuk 
perikanan 21%/ 
IUSEPA refers to 
WTO direction "in 
stages” with 
conducted 
fisheries import tax 
2146” 


Shock: 
Pemotongan 


Tariff Impor 
Perikanan 40%/ 


IUSEPA merujuk 
pada arahan WTO 
"secara bertahap” 
dengan 
pemberlakukan tarif 
bea masuk 
perikanan 14,096/ 
IUSEPA refers to 
WTO direction “in 
stages” with 
conducted fisheries 
import tax 14% 2 


Shock: 


Pemotongan Tarif 
Impor Perikanan 
60%/ Cutting on 


IUSEPA merujuk 
pada arahan 
WTO”secara 
bertahap” dengan 
pemberlakukan tarif 
bea masuk 
perikanan 7,0Y4/ 
IUSEPA refers to 
WTO direction “in 
stages” with 
conducted fisheries 
import tax 7%” 


Shock: 
Pemotongan Tarif 


Impor Perikanan 
80%/ Cutting on 


IUSEPA merujuk 
pada arahan WTO 
“secara penuh” 
dengan 
pemberlakukan 
tarif bea masuk 
perikanan 0%/ 
IUSEPA refers to 
WTO direction ”in 
stages” with 
conducted 
fisheries import tax 
0% *) 


Shock: 
Pemotongan 


Tarif Impor 
Perikanan 100%/ 


Tariff of Fisheries Cutting on Tariff Tariff of Fisheries Tariff of Fisheries Cutting on Tariff 
Import 20% of Fisheries Import 60% Import 80% of Fisheries 
Import 40% Import 100% 
Keterangan/ Remaks: 


“ Diperoleh dari hasil penyetaraan kisaran pemberlakukan tarif bea masuk (TBM) perikanan Indonesia ke Amerika 
Serikat, yaitu sebesar 0 — 35% (Tabel 1) dengan kisaran besaran pemotongan tarif impor (PTI) perikanan sebesar 0 - 
100%. Dimana TBM sebesar 0% setara dengan PTI sebesar 100%, dan TBM sebesar 35% setara dengan PTI sebesar 
0%/ Getted from eguivalency produce on interval conducted fisheries import tax (PTI) from Indonesian to United States 
of American 0 — 35% (Table 1) with interval fisheries import tarif cutting (TBM) 0— 100%. Where TBM 0% equivalent to 


PTI 100%, and TBM 35% equivalent to PTI 0%. 


lll. HASIL DAN PEMBAHASAN 


Efek Surplus Konsumen dari IUSEPA 
Surplus konsumen pada kenyataannya 
tidak berdiri sendiri tetapi merupakan sebuah 
akibat (dampak) dari suatu keadaan lainnya. 
Sebagaimana terlihat pada Tabel 4 dan 
Gambar 4, tampak bahwa nilai surplus 
konsumen yang diperoleh pihak Amerika 
Serikat memiliki hubungan dengan perubahan 
nilai impor dan penerimaan tarif impornya. 
Tampak bahwa perningkatan impor perikanan 
oleh pihak Amerika Serikat akan mendorong 


peningkatan surplus konsumennya; di sisi lain 
peningkatan impor tersebut berimplikasi 
terhadap peningkatan penerimaan tarif yang 
pada gilirannnya juga memberikan kontribusi 
peningkatan efek surplus konsumennya. 
Untuk kasus perdagangan komoditas 
dan produk perikanan dengan Indonesia, 
besaran surplus konsumen tersebut baru 
terlihat pada simulasi dengan skenario-5, yaitu 
pemotongan tarif sebesar 100% dengan nilai 
peningkatan surplus konsumen sebesar US$ 
234,748 ribu. Sementara pada simulasi 
dengan skenario lainnya (skenario-1, 
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Skenario/Scenario 


-2000 0 2000 


4000 


6000 8000 10000 


Nilai/ Value (000 US$) 


MM Perubahan Impor/ Impor Change 
m Perubahan Penerimaan Tarif/ Cange of Revenue Tariff 
Œ Surplus Konsumen/ Consumer Surplus 


Gambar 4. Efek IUSEPA pada Perubahan Impor, Penerimaan Tarif dan Surplus Konsumen 
Menurut Skenario Pemotongan Tarif Impor, 2009 


Figure 4. 


IUSEPA Effect on Import Chnage, Tariff revenue and Consumers Surplus by 


Scenarios of Import Tariff Cutting, 2009 


skenario-2, skenario-3, dan skenario-4) 
dengan pemotoongan tarif dari sebesar 20%, 
40% 60% dan 80% belum memberikan 
pengaruh terhadap peningkatan surplus 
konsumen tersebut (efek surplus konsumen 
yang terjadi sebesar nol) (lihat Tabel 4 dan 
Gambar 5). 


Skenario/ Scenario 
w 


0 


20 40 60 


Selanjutnya bila efek surplus konsumen 
tersebut dilihat menurut jenis komoditas atau 
produk perikanan yang diperdagangkan, 
ternyata peningkatan surplus konsumen 
sebesar US$ 234,748 ribu dari hasil simulasi 
dengan skenario-5 tersebut ternyata 
didominasi oleh nilai efek surplus konsumen 


80 100 120 140 


Efek Surplus Konsumen/ Consumer Surplus Effect (000 US$) 


m Komoditas tuna/ Tuna commodity 


Komoditas ikan lainnya/ Another fish commodity 


m Produk minyak ikan/ Fish oil product 
m Produk udang/ Shrimp product 
m Mutiara/ Pearl 


m Komoditas udang/ Shrimp commodity 

= Produk rumput laut/ Seaweed product 

m Produk tuna/ Tuna product 

m Produk ikan lainnya/ Another fish product 


Gambar 5. Efek Surplus Konsumen menurut Komoditas dan Produk Perikanan dari 
Skenario Pemotongan Tarif Impor, 2009 


Figure 5. 
of Import Tariff Cutting, 2009 


Consumers Surplus Effect by Fisheries Commodity and Product from Scenarios 
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yang diperoleh dari perdagangan komoditas 
udang dengan peningkatan (efek) surplus 
konsumen sebesar US$ 131,213 ribu, dan 
perdagangan produk olahan udang dengan 
peningkatan (efek) surplus konsumen sebesar 
US$ 32,105 ribu. Kemudian baru disusul oleh 
efek surplus konsumen yang diberikan dari 
perdagangan komoditas dan produk olahan 
tuna, masing-masing sebesar US$ 6,539 ribu 
dan US$ 0,213. 

Mengingat bahwa analisis berbasiskan 
WITS ini dilakukan dengan pendekatan partial 
equilibrium, maka besaran nilai perubahan 
(efek) surplus produsen secara langsung tidak 
disajikan dari output hasil olahan dengan 
menggunakan WITS tersebut. Namun 
demikian hal tersebut dapat diatasi dengan 
cara melakuan penghitungan lebih lanjut 
berdasarkan besaran nilai (perubahan) efek 
surplus konsumen yang dihasilkan 
dari simulasi pada berbagai skeneraio 
pemotongan tarif (skenario-1 hingga skenario- 
5). 


Secara teoritis, menurut Suranovic dalam 
Pratomo (2004), penghitungan nilai 
kesejahteraan, di dalam besaran nilai surplus 
konsumen mencakup besaran nilai surplus 
produsen dimana proporsinya ditentukan oleh 
total perdagangan yang meliputi nilai 
pengalihan perdagangan dan nilai penciptaan 
perdagangan yang dilakukan (lihat Gambar 1 
dan Gambar 2). Namun demikian secara 
implisit memberikan penjelasan lebih lanjut 
seperti tertuang dalam Tabel 5 bahwa efek 
surplus produsen dapat dihitung dengan 
penghitungan matematis sederhana, yaitu: 
"efek surplus produsen sama dengan efek 
surplus konsumen dikurangi efek penerimaan 
tarif pemerintah dan efek kesejahteraan”. 
Teknik penghitungan efek surplus produsen ini 
dapat dilakukan dengan mudah, karena dari 
hasil pengolahan data berbasis WITS 
diperoleh nilai besaran efek surplus 
konsumen, efek penerimaan tarif impor dan 
welfare efect itu sendiri (lihat Tabel 1 dan 
Tabel 2). 


Tabel 5. Efek Surplus Produsen dari IUSEPA menurut Skenario Pemotongan Tarif Impor, 


2009 


Table 5. Producers Surplus Effect from IUSEPA by Scenarios of Impor Tariff Cutting, 2009 


Efek (Perubahan)/ Effect (Changes) (000 US$) 


Skenario 1/ Skenario 2/ Skenario 3/ Skenario 4/ Skenario 5/ 
Scenario- Scenario- Scenario- Scenario-4 Scenario -5 
1 2 3 
Surplus Konsumen/ 0 0 0 0 234,748 
Consumers Surplus 
Penerimaan Tarif 0 0 0 -69,211 -704,162 
Impor Pemerintah/ 
Gevernment 
Revenue from 
Import Tariss 
Kesejahteraan 0 0 0 28,033 234,748 
National/ National 
Welfare 
Surplus 0 0 0 40,437 704,162 
Produsen/ 
Producers 
Surplus 


Sumber: Diolah dari hasil pengolahan data WITS (2009) 
Source: Proceed from WITS output data processing (2009) 
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Selanjutnya mengingat bahwa Indonesia 
dalam kaitannya dengan IUSEPA lebih 
menempati posisi sebagai produsen hasil 
perikanan yang diperdagangkan (ekspor) ke 
pasar Amerika Serikat, maka surplus 
produsen dalam analisis adalah merupakan 
surplus produsen hasil perikanan di Indonesia. 
Di samping itu, karena keterbatasan dari hasil 
olahan WITS yang tidak menyajikan nilai 
surplus produsen, penghitungannya dapat 
dilakukan melalui pendekatan sebagaimana 
tertera dalam Tabel 2 di atas, yaitu mengikuti 
pola penghitungan efek kesejahteraan dari 
Free Trade dalam membentuk pengalihan 
perdagangan. Dengan formulasi ini, efek 
surplus produsen (agregat) dari IUSRPA 
terkait dengan perdagangan hasil perikanan 
dapat dihitung dengan hasil seperti tertera 
pada Tabel 5. 

Dari Tabel 6 dan Gambar 6 dapat 
diketahui terdapat kecendrungan adanya 
peningkatan surplus produsen seiring dengan 
meningkatnya pemotongan tarif impor. Atau 
dengan kata lain terdapat hubungan yang 
positif antara perubahan tingkat pemotongan 


Skenario/Scenario (Yo) 


di 
° 
E 
= 
D 
N 

| 


tarifimpor perikanan dengan perubahan (efek) 
nilai surplus produsennya. Pada pemotongan 
tarif impor perikanan sebesar 20% (skenario- 
1), 40% (skenario-2)dan 60% (skenario-3) 
ternyata tidak memberikan efek (perubahan) 
surplus produsennya. Sementara pada 
potongan tarif impor perikanan sebesar 80% 
(skenario-4) dan sebesar 100% (skenario-5) 
terjadi peningkatan (efek) nilai surplus 
produsen yang semakin meningkat, yaitu dari 
sebesar US$ 40,437 ribu (pada skenario-4) 
menjadi sebesar sebesar US$ 704,162 ribu 
(pada skenario-5). 

Hubungan yang positif antara perubahan 
tingkat pemotongan tarif impor perikanan 
dengan perubahan (efek) nilai surplus 
produsennya tersebut (Tabel 6 dan Gambar 6 
mengindikasikan bahwa sesungguhnya 
rencana implementasi IUSEPA dari sudut 
pandang kepentingan peningkatan kinerja 
perdagangan Indonesia adalah positif. Hal ini 
mengingat secara posisi Indonesia dalam hal 
ini sebagai negara produsen yang secara 
proporsional relatif mendominasi 
perdagagangan ekspor perikanannya ke 
pasar Amerika Serikat dibanding ekspor 
perikanan Amerika Serikat ke Indonesia. 


| I 
234.748 
234.748 


704.162 


-800 -600 -400 -200 


0 200 


Nilai/ Value (000 US$) 


Efek Surplus Produsen/ Producer Surplus Effect 
m Efek Total Kesejahteraan/ Total Welfare Effect 
m Efek Penerimaan Tarif/ Tariff Revenue Effect 
mM Efek Surplus Konsumen/ Consumer Surplus Effect 


Gambar 6. 
Impor, 2009 
Figure 6. 


Efek Surplus Produsen dari IUSEPA menurut Skenario Pemotongan Tarif 


Producers Surplus Effect from the IUSEPA by Scenarios of Import Tariff Cutting, 2009 
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Efek Total Kesejahteraan (Agregat Surplus) 
dari IUSEPA 

Efek (perubahan) total kesejahteraan dari 
kemungkinan dilakukannya kesepakatan 
kemitraan ekonomi bilateral Indonesia dengan 
Amerika Serikat (IUSEPA) utamanya terkait 
dengan perdagangan perikanan Indonesia 
adalah merupakan surplus agregat dari yang 
diperoleh dari surplus konsumen, surplus 
produsen dan penerimaan tarif impor 
pemerintah. 

Dengan menggunakan alat bantu 
software WITS berdasarkan modul welafare 
effect, maka besaran perubahan efek 
kesejahteraan tersebut dapat dilihat 
sebagaimana tertera pada Tabel 6 dan 
Gambar 7). Dari tabel dan gambar-gambar ini 
dapat diketahui bahwa efek (perubahan) 
kesejahteraan tersebut baru terlihat pada 
simulasi pemotongan tarif impor perikanan 
sebesar 80% (skenario-4) dan simulasi 
pemtongan tarif impor perikanan sebesar 
100% (skeneario-5), yaitu masing-masing 
dengan nilai sebesar US$ 28,033 ribu dan 


sebesar US$ 234.748 ribu. Sementara untuk 
simulasi pemotongan tarif impor perikanan 
sebesar 20% (skenario-1), 40% (skenario-2) 
dan 60% (skenario-3) tidak berdampak pada 
perubahan (efek) kesejahteraan (dengan nilai 
efek sebesar nol). 

Bila kita perhatikan dari besaran 
perubahan (efek) kesejahteraan tersebut, 
ternyata terdapat kecenderungan semakin 
meningkatn jumlah pemotongan tarif impor 
perikanan akan berdampak terhadap 
meingkatnya efek total kesejahteraan (lihat 
Tabel 6 dan Gambar 7). Di samping itu, dari 
tabel dan gambar tersebut peningkatan efek 
kesejahteraan tersebut berhubungan dengan 
semakin meningkatnya efek total 
perdagangan (total trade effect). Hal ini 
mengindikasikan bahwa dengan semakin 
meningkatnya impor komoditas dan produk 
perikanan Amerika Serikat dari negara 
Indonesia sebagai negara mitra perdagangan 
bilateralnya, tidak hanya memberikan 
peningkatan jumlah devisa bagi negara 
produsennya (seperti Indonesia) akan tetapi 
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Gambar 7. 
Pemotongan Tarif Impor, 2009 
Figure 7. 
2009 


Efek Perdagangan Total dan Efek Kesejahteraan Total menurut Skenario 


Total Trade Effect and Total Welfare Effect by Screnario of Import Tariff Cutting, 
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Gambar 8. Efek Kesejahteraan Total menurut Komoditas dan Produk Perikanan dari 
Skenario Pemotongan Tarif Impor, 2009 


Figure 8. 
Tariff Cutting, 2009 


juga meningkatkan kesejahteraan secara 
keseluruhan dari masyarakat yang menjadi 
konsumennya. Sebagai contoh, pada saat 
efek total perdagangan sebesar US$ 23,033 
ribu memberikan efek total kesejahteraan 
sebesar US$ 257,135 ribu. Sementara ketika 
efek total perdagangan yang semakin, yaitu 
sebesar US$ 8,555.48 ribu memberikan efek 
total kesejahteraan lebih besar lagi yaitu 
sebesar US$ 234,748 ribu. 

Bila efek kesejahteraan tersebut dilihat 
menurut jenis komoditas atau produk 
perikanan, seperti terlihat pada Tabel 6 dan 
Gambar 8 terutama pada skenario-5 dapat 
diketahui bahwa didominasi oleh komoditas 
udang dan produk olahan udang yang masing- 
masing menyumbang efek kesejahteraan 
sebesar US$ 131,213 ribu dan US$ 59,519 
ribu, dan kemudian disusul oleh komoditas 
tuna dan produk olahan tuna yang masing- 
masing menyumbang efek kesejahteraan 
sebesar US$ 6,539 ribu dan US$ 0,213 ribu. 
Sementara pada skenario-4, kedua komoditas 
dan produk olahan tersebut (udang dan tuna) 
belum menunjukkan kontribusi pada efek 


Total Welfare Effect by Fisheries Commodities and Product by Scenarios of Import 


kesejahteraan, yakni sebesar nol, tetapi hanya 
disumbang dari komoditas ikan lainnya 
dengan kontribusi efek kesejahteraan sebesar 
US$ 28,033 ribu. 


IV. KESIMPULAN DAN 
KEBIJAKAN 


IMPLIKASI 


Kesimpulan 

1. Implementasi IUSEPA memberikan efek 
surplus konsumen berkaitan dengan posisi 
pihak Amerika Serikat sebagai negara 
yang mengimpor komoditas dan produk 
perikanannya dari Indonesia. Besaran 
efek surplus konsumen tersebut baru 
terlihat pada pemotongan tarif sebesar 
100% dengan nilai peningkatan surplus 
konsumen sebesar US$ 234,748 ribu. 
Sementara pada pemotoongan tarif dari 
sebesar 20 - 80% belum memberikan 
prospek dampak terhadap perubahan 
(efek) surplus konsumen. Bila efek surplus 
konsumen tersebut dilihat menurut jenis 
komoditas atau produk perikanan yang 
diperdagangkan, ternyata diperoleh dari 
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perdagangan komoditas udang dengan 
peningkatan (efek) surplus konsumen 
sebesar US$ 131,213 ribu, dan 
perdagangan produk olahan udang 
dengan peningkatan perubahan (efek) 
surplus konsumen sebesar US$ 32,105 
ribu. Kemudian baru disusul oleh efek 
surplus konsumen yang diberikan dari 
perdagangan komoditas dan produk 
olahan tuna, masing-masing sebesar US$ 
6,539 ribu dan US$ 0, 213. 

2. Implementasi IUSEPA terkait dengan 
perdagangan (ekspor) perikanan 
memberikan prospek dampak yang positf 
terhadap surplus produsen. Terdapat 
kecenderungan meningkatnya 
pemotongan tarif impor (sebagai suatu 
instrumen) diiukuti dengan semakin 
meningkatnya surplus produsen, atau 
dengan kata lain terdapat hubungan yang 
positif antara perubahan tingkat 
pemotongan tarif impor perikanan dengan 
efek surplus produsennya. Pada 
pemotongan tarif impor sebesar 20%, 40% 
dan 60% tidak memberikan efek surplus 
produsennya, dan baru pada pemotongan 
tarif impor perikanan sebesar 80% dan 
100% diperoleh nilai perubahan (efek) 
surplus produsen. Untuk pemotongan tarif 
impor sebesar 80 memberikan 
perubahan (efek) nilai surplus produsen 
sebesar US$ 40,437 ribu dan kemudian 
pada pemotongan tarif impor perikanan 
sebesar 100% memberikan perubahan 
(efek) nilai surplus produsen, yaitu dengan 
nilai sebesar US$ 704,162 ribu. 

3. Implementasi IUSEPA baru akan 
memberikan efek terhadap perubahan total 
kesejahteraan (agregat welfare) pada 
pemotongan tarif impor perikanan sebesar 
80% dan 100%, yaitu masing-masing 
dengan nilai sebesar US$ 28,033 ribu dan 
sebesar US$ 234.748 ribu. Sementara 
pada pemotongan tarif impor perikanan 
sebesar 20-60% tidak memberikan efek 
terhadap perubahan total kesejahteraan. 


Terdapat kecenderungan semakin 
meningkat jumlah pemotongan tarif impor 
perikanan akan diikuti oleh meningkatnya 
efek terhadap perubahan total 
kesejahteraan. 


Implikasi Kebijakan 

Implementasi IUSEPA secara agregat 
memberikan efek kesejahteraan yang positif 
khususnya bagi kinerja perdagangan sektor 
perikanan dan kesejahteraan masyarakat 
Indonesia. Dari aspek kesejahteraan (surplus 
konsumen, surplus produsen dan surplus 
agregat) sektor perikanan Indonesia dapat 
dipandang layak untuk diikut-sertakan dalam 
implementasi IUSEPA, sepanjang 
keikutsertaannya dilakukan dengan 
mekanisme pemberlakukan kebijakan 
pengurangan tarif (tarif reduction) atau 
pemotongan tarif (tarif cutting) impor berkisar 
antara 80% hingga 100% dari tarif bea masuk 
perikanan yang diberlakukan Amerika Serikat 
sebesar 35%, atau dengan pemberlakuan tarif 
bea masuk (impor) berkisar antara sebesar 
7% hingga 0%. 

Dalam rangka menegosiasikan usulan 
tarif menjadi 0-7%, diperlukan strategi yang 
efektif sehingga dapat secara tepat mencapai 
sasaran dalam bernegosiasi dengan pihak 
Amerika Serikat. Halini karena kedua negara, 
Indonesia dan Amerika Serikat berada dalam 
posisi yang tidak seimbang dimana Indonesia 
akan menempatkan diri dalam posisi defensif, 
dengan strategi: (a) Melakukan perhitungan 
yang mencoba untuk “mengalah” pada sektor 
tertentu dan berusaha mendapatkan 
keuntungan dari sektor perikanan, dan 
antisipasi komplementari fasilitasi bagi 
peningkatan dalam capacity-building dan 
perluasan usaha perikanan nasional; dan (b) 
Memperkuat koordinasi antar institusi yang 
selama ini dinilai lemah, yaitu dengan lebih 
sering melakukan pertemuan koordinasi dan 
melarang setiap institusi yang tekait 
memberikan komitmen tanpa sepengetahuan 
chiefnegotiator. 
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ABSTRAK 


Kelautan dan perikanan merupakan sektor yang potensial sebagai tumpuan (prime mover) 
pembangunan ekonomi. Kajian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui dinamika dan posisi keterkaitan 
sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder 
yang bersumber dari Tabel Input-Output Kelautan dan Perikanan Tahun 1995, 2000 dan 2005. Analisis 
keterkaitan dilakukan dengan menggunakan model Input-Output dengan pendekatan Rasmussen's Dual 
Criterion. Hasil kajian menunjukkan bahwa selama periode 1995-2005, indeks kepekaan dan daya 
penyebaran dari sub sektor yang tercakup dalam sektor kelautan dan perikanan mengalami kondisi yang 
dinamis. Selain itu, sub sektor — sub sektor tersebut selama periode analisis hanya menempati posisi dalam 
kelompok potensial dan kelompok kurang berkembang. Berkaitan dengan temuan ini, diperlukan dukungan 
kebijakan investasi, kebijakan iklim usaha dan kebijakan lainnya yang secara terintegrasi mampu 
meningkatkan keterkaitan sektor kelautan dan perikanan dengan lebih nyata dalam perekonomian 
Indonesia, sehingga posisinya meningkat menjadi sektor unggulan. 


Kata Kunci: keterkaitan, sektor kelautan dan perikanan, model Input-Output 


Abstract : Linkages Dynamics of the Marine and Fisheries Sector in Indonesian Economics, 
1995 2005:Rasmussen's Dual Criterion Approach. By: Tajerin, Manadiyanto and 
Sastrawidjaja 


Marine and fisheries sector is emerging as a potential sector and prime mover for economic 
development. This study is an evaluation of the dynamics and linkages position of marine and fishery sector 
in Indonesia economy. This study used secondary data which are derived from Input-Output Tables of 
Marine and Fisheries in 1995, 2000 and 2005. It applied the Input-Output model with Rasmussen's dual 
Criterion approach forlinkage analysis. The results showed dynamic situation of sensitivity and dispersion of 
marine and fisheries sector during period of 1995-2005, which can be categorized as a potential groups and 
less developed groups. This study found that the reguirement of investment, business climate and other 
related policies to increase more significantly marine and fisheries sector in Indonesian economics, which 
lead to prime mover sector. 


Keywords: linkages, marine and fisheries sector, input-output model 
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I. PENDAHULUAN 


Sumber daya kelautan dan perikanan, 
sebagaimana sumber daya alam lainnya 
merupakan aset negara yang dapat 
memberikan sumbangan berarti bagi 
kesejahteraan suatu bangsa (wealth of nation) 
(Fauzi, 2005). Melalui kebijakan pengelolaan 
dan upaya pemanfaatan sumber daya 
tersebut secara tepat, Indonesia sebagai 
negara dengan potensi sumber daya kelautan 
dan perikanan yang besar dapat 
menempatkan sektor kelautan dan perikanan 
sebagai tumpuan pembangunan ekonomi 
berbasis sumber daya alam (resource based 
economy). Hal tersebut didasarkan pada 
pertimbangan: (a) kapasitas suplai besar, 
sementara permintaan terus meningkat, (b) 
umumnya output dapat diekspor, sedangkan 
input berasal dari sumber daya lokal: (c) dapat 
membangkitkan industri hulu dan hilir yang 
besar, sehingga menyerap tenaga kerja cukup 
banyak, (d) umumnya berlangsung di daerah, 
dan (e) industri perikanan, bioteknologi dan 
pariwisata bahari bersifat dapat diperbaharui 
(renewable resources), sehingga mendukung 
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan 
(Murniningtyas, 2005). 

Selain itu, dengan kondisi seperti di atas, 
sektor kelautan dan perikanan semestinya 
menjadi arus utama (main stream) dalam 
kebijakan pembangunan nasional, terutama 
yang dilakukan dengan memperbesar 
kapasitas atau derajat keterkaitannya dalam 
kegiatan perekonomian nasional 
(Kusumastanto, 2002). Namun sayangnya, 
kondisi empiris justru menunjukkan bahwa 
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di 
sektor kelautan dan perikanan masih belum 


optimal dalam peningkatan pendapatan 
nasional dan peningkatan kesejahteraan 
rakyat, atau dapat dikatakan bahwa 


pembangunan sektor kelautan dan perikanan 
di Indonesia menghadapi situasi diametrikal. 
Dalam kondisi demikian, terdapat dualisme 
fenomena dalam industri kelautan dan 
perikanan Indonesia. Di satu sisi, sumber 


daya kelautan dan perikanan cukup potensial 
untuk dikembangkan namun di sisi lain sumber 
daya tersebut masih belum bermanfaat besar 
bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, 
seperti nelayan dan masyarakat pesisir (Fauzi, 
2005). 

Lebih lanjut Fauzi (2005) menjelaskan 
bahwa berdasarkan analisis sepintas, 
terdapat dua faktor utama yang menjadi 
sandungan bagi pengembangan perikanan di 
luar konteks sumber daya alam itu sendiri. 
Pertama, faktor struktural berupa hambatan 
kelembagaan bagi nelayan untuk mobilitas 
vertikal. Hal itu terlihat dari kelembagaan 
pemasaran maupun kelembagaan usaha 
produksi yang kurang kondusif bagi nelayan 
mengembangkan usahanya. Kedua, faktor 
teknis yang terkait dengan lemahnya 
permodalan yang menyebabkan rendahnya 
produktivitas dan pendapatan nelayan. Selain 
itu, hal tersebut disebabkan pula oleh 
beberapa faktor lain, seperti yang 
disampaikan Dahuri (2003), Pertama, 
kemampuan pemerintah dan masyarakat 
dalam mengoptimalkan potensi wilayah pesisir 
dan lautan di Indonesia yang masih rendah 
dibandingkan negara-negara lain yang 
memiliki garis pantai lebih kecil dari Indonesia. 
Kedua, introduksi teknologi baru dalam sektor 
kelautan dan perikanan masih tergolong 
rendah dan memerlukan biaya yang mahal. 
Ketiga, sistem kelembagaan (finansial, 
ekonomi, sosial dan politik) yang belum 
mendukung pembangunan sektor kelautan 
dan perikanan. 

Menghadapi fenomena diametrikal 
tersebut, reorientasi kebijakan pembangunan 
nasional yang bertumpu pada kekuatan 
sumber daya kelautan dan perikanan 
merupakan konsepsi yang sangat strategis 
dalam rangka meningkatan pembangunan 
perekonomian nasional (Kusumastanto, 
2002). Hal ini diantaranya didukung oleh fakta 
bahwa jika dikaji secara keseluruhan, sektor 
kelautan dan perikanan merupakan sektor 
yang memberikan kontribusi yang tergolong 
besar terhadap perkonomian nasional. 
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Seperti terlihat dari nilai produk domestik bruto 
(PDB) sektor kelautan dan perikanan atas 
dasar harga berlaku sejak tahun 1995 
memperlihatkan peningkatan. Pada tahun 
1995, PDB sektor kelautan dan perikanan 
diketahui sekitar 12,38% dari PDB nasional, 
dan pada tahun 2000, meningkat menjadi 
sekitar 20,05% dari PDB nasional. 
Peningkatan PDB kembali terjadi tahun 2005 
menjadi sekitar 22,23% (Diolah dari Tabel 
Input-Output BPS, 1997; 2004; dan 2007). 

Secara teoritis, upaya yang dapat 
dilakukan untuk meningkatkan peran nyata 
suatu sektor (termasuk sektor kelautan dan 
perikanan) dalam suatu perekonomian 
diantaranya melalui penumbuhan keterkaitan 
sektor tersebut dalam menarik dan 
mendorong sektor-sektor lainnya dalam 
kegiatan ekonominya. Keterkaitan ini memberi 
petunjuk sejauhmana pertumbuhan suatu 
sektor mempengaruhi atau dipengaruhi 
pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Semakin 
tinggi keterkaitannya dalam suatu 
perekonomian, semakin besar perannya 
dalam meningkatkan pertumbuhan output (pro 
growth), pendapatan masyarakat (pro poor) 
dan kesempatan kerja (pro job) (Siregar, 1993, 
Daryanto, 2000: Jhingan, 2003: Nikijuluw, 
2005). 

Berkenaan dengan hal tersebut, 
diperlukan informasi yang memadai dan 
meyakinkan segenap pelaku ekonomi 
mengenai peran sektor kelautan dan 
perikanan dalam perekonomian baik secara 
keseluruhan maupun sektoral. Untuk itu, 
kajian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui 
sejauhmana dinamika keterkaitan sektor 
kelautan dan perikanan serta peta dan 
pergeseran posisinya dalam perekonomian 
Indonesia selama periode tahun 1995-2005. 


Il. METODOLOGI 


Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam kajian 
ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 
Tabel Input-Output Sektor Kelautan dan 


Perikanan tahun 1995, 2000 dan 2005. Ketiga 
tabel tersebut merupakan bagian dari kegiatan 
“Riset Peran Sektor Kelautan dan Perikanan 
dalam Perikanan Indonesia” yang 
dilaksanakan oleh Balai Besar Riset Kelautan 
dan Perikanan (BBRSEKP) tahun 2009. 

Dalam pelaksanaan analisis, masing- 
masing Tabel Input-Output Kelautan dan 
Perikanan (IOKP) dilakukan pengklasifikasian 
kembali (reclasification) dari 128 x 128 sektor 
menjadi 8 x 8 sektor. Pengklasifikasi kembali 
tersebut dilakukan dengan cara mengagregasi 
beberapa sektor namun dengan tetap 
menjaga nilai-nilainya sehingga masih 
merupakan tabel input-output nasional 
dengan komponen yang mencakup dua 
kelompok besar, yaitu: (1) Kelompok sektor 
kelautan dan perikanan: dan (2) Kelompok 
sektor lainnya di luar sektor kelautan dan 
perikanan. Kelompok sektor kelautan dan 
perikanan, dalam hal ini meliputi tujuh buah 
sub sektor, yaitu: sub sektor perikanan, sub 
sektor pertambangan laut, sub sektor industri 
hasil laut dan perikanan, sub sektor angkutan 
laut, sub sektor pariwisata bahari, sub sektor 
bangunan kelautan dan perikanan, dan sub 
sektor jasa kelautan dan perikanan lainnya. 
Untuk menjaga konsistensi pembahasan dan 
menyederhanakan proses pengolahan Tabel 
IOKP, masing-masing sub sektor tersebut 
ditempatkan sebagai sektor. 


Metoda Analisis 

Analisis dilakukan dengan menggunakan 
model input-output untuk mengukur atau 
menganalisis keterkaitan antar sektor dalam 
perekonomian. Analisis keterkaitan digunakan 
untuk mengetahui besarnya tingkat 
keterkaitan suatu sektor terhadap lainnya. 
Keterkaitan semacam ini sangat berperan 
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 
sektor tertentu atau pun keseluruhan sektor 
dalam perekonomian (Miler dan Blair, 1985; 
dan Lahrdan Dietzenbacher, 2001). 

Berdasarkan pendekatan model input- 
output, secara umum terdapat dua jenis 
keterkaitan antar sektor dalam perekonomian, 
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yaitu: keterkaitan ke depan (forward linkages) 
dan keterkaitan ke belakang (backward 
linkages). Namun kemudian, masing-masing 
keterkaitan dibagi ke dalam hubungan yang 
langsung dan tidak langsung, sehingga terbagi 
menjadi empat jenis, yaitu: (1) Keterkaitan 
langsung ke depan: (2) Keterkaitan langsung 
ke belakang, (3) Keterkaitan tidak langsung ke 
depan, dan (4) Keterkaitan tidak langsung ke 
belakang (Miller dan Blair, 1985; Nazahara, 
1997). 

Keterkaitan langsung ke belakang 
menunjukkan berapa banyak input yang 
berasal dari produksi berbagai sektor yang 
dipakai oleh suatu sektor dalam proses 
produksi. Besaran ini didapat dengan 
menjumlahkan menurut kolom atau secara 
vertikal dari matriks koefisien teknologi 
(a, - x/X,) dengan formula: 


8 

Da , 
DSA N enna qaa i aine ul 
A (1) 
dimana: 


D,- Koefisien keterkaitan langsung ke 
belakang sektor j/Coefficient of 
backward linkage of sector j 

x, = Permintaan antara 
menghasilkan output 
jIntermediary demand to 
outputof sectorj 

X, = Total output sektor j/ Output total of 
sectorj 


untuk 
sektor 
produce 


Keterkaitan langsung ke depan 
menunjukkan banyaknya output suatu sektor 
yang digunakan oleh sektor lain sebagai input. 
Besaran ini diperoleh dengan menjumlahkan 
elemen-elemen dalam satu baris dari tabel 
transaksi antar sektor kemudian dibagi dengan 
total output sektor tersebut, atau diperoleh 
dengan menjumlahkan elemen-elemen 
koefisien teknologi (a-x/X,) menurut baris, 
dengan formula: 


dimana: 
D, - Koefisien keterkaitan langsung ke 
depan sektor i/ Coefficient of foreward 
linkage of sector i 
x, =Permintaan antara untuk 
menghasilkan output sektor i/ 
Intermediary demand to produce 
output of sector i 
X, = Total output sektor I/ Output total of 
sector i 


Keterkaitan tidak langsung ke belakang 
menyatakan akibat dari suatu sektor tertentu 
terhadap sektor-sektor yang menyediakan 
input antara, baik secara langsung maupun 
tidak langsung per unit kenaikan permintaan 
akhir. Keterkaitan ini juga menunjukkan 
kekuatan suatu sektor dalam mendorong 
peningkatan produksi seluruh sektor 
perekonomian, atau seberapa besar 
permintaan akhir suatu sektor dapat 
meningkatkan total output seluruh sektor 
perekonomian. Besaran ini diperoleh dengan 
menjumlahkan menurut kolom elemen-elemen 
invers Leontief, (I-A)''atau b,. 


dimana: 

Z, = Koefisien tidak langsung ke belakang 
sektor j/ coefficinet of indirect 
backward linkages of sector j 

b= Unsur-unsur matriks invers Leontief, 
(I-A)' sektor j/ elements of Leontief 
invers matrics (I-A)" of sector j 

I = Matriks identitas/ identity matric 

A = Matriks koefisien teknologi/ matrics of 
technological coefficient 


Keterkaitan tidak langsung ke depan 
(atau disebut juga sebagai keterkaitan 
langsung dan tidak langsung ke depan) 
menyatakan akibat dari suatu sektor tertentu 
terhadap sektor-sektor yang menggunakan 
output sektor tersebut baik secara langsung 
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maupun tidak langsung per unit peningkatan 
permintaan akhir. Koefisien keterkaitan ini 
juga menunjukkan seberapa besar sesuatu 
sektor dapat memenuhi permintaan akhir dari 
seluruh sektor perekonomian. Besaran ini 
diperoleh dengan menjumlahkan menurut 
baris elemen-elemen matriks invers Leontief, 
(I-A)' atau b,. 


dimana: 

Z, = Koefisien tidak langsung ke depan 
sektor i/ Coefficinet of indirect 
foreward linkages of sector i 

b; = Unsur-unsur matriks invers Leontief, 
(I-A)' sektor i/ Elements of Leontief 
invers matrics, (I-A)' of sector I 

I = Matriks indentitas/ Identity matric 

A = Matriks koefisien teknologi/ Matrics of 
technological coefficient 


Analisis keterkaitan dalam kajian ini 
dilakukan berdasarkan pendekatan 
Rasmussen's Dual Criterion (Daryanto, 2000). 
Dua kriteria dari pendekatan ini dimaksudkan 
sebagai penggunaan: (1) Kriteria keterkaitan 
ke belakang (backward linkages); dan (2) 
Kriteria keterkaitan ke depan (foreward 
linkages). Pemberlakuan kedua kriteria 
tersebut masing-masing digunakan dalam 
kaitannya dengan pengukuran indeks 
keluasan dan indeks penyebaran. 

Hasil penghitungan indeks keluasan 
pada dasarnya merupakan tahap awal dan 
sebagai pendukung dalam proses 
penghitungan indeks penyebaran. Oleh 
karena itu, dalam pemaparan tulisan ini, 
penggunaan pendekatan Rasmussen's Dual 
Criterion tersebut secara langsung 
ditampilkan pada indeks daya penyebarannya 
saja, yang dalam hal ini meliputi: (1) Indeks 
penyebaran (yang terbagi menjadi indeks 
kepekaan penyebaran (dispersion sensitivity 
index), dan (2) Indeks daya penyebaran 


(dispersion power index). Masing-masing 
indeks tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 


Indeks Efek Kepekaan Penyebaran 

Daya penyebaran menunjukkan 
kemampuan suatu sektor untuk menarik 
pertumbuhan sektor hulunya. Indeks daya 
penyebaran ditentukan sebagai berikut: 


dimana: 
U, = Indeks daya penyebaran/ Indexs of 
dispersion power 
Z, = Nilai keterkaitan langsung dan tidak 
langsung ke belakang/ Value of direct 
and indirect backward linkage 
n = Jumlah sektor/ Amount of sector 


Indeks Daya Penyebaran 

Kepekaan penyebaran menunjukkan 
kemampuan suatu sektor untuk mendorong 
pertumbuhan sektor hilirnya. Indeks 
kepekaan penyebaran ditentukan sebagai 
berikut: 


—_ Z, 
U, = T E E E EE (6) 
EPA 
n 3 
dimana: 
U, = Indeks daya penyebaran/ Indexs of 
dispersion power 


Z, = Nilai keterkaitan langsung dan tidak 
langsung ke belakang/ Value of direct 


and indirect backward linkage 
n = Jumlah sektor/ Amount of sector 


Kriteria: 

(1) Apabila sub sektor memiliki indeks daya 
penyebaran lebih besar dari satu berarti 
menunjukkan dampak penyebaran sub 
sektor tersebut di atas rata-rata daya 


102 Dinamika Keterkaitan Sektor Kelautan .... Perekonomian Indonesia (Tajerin, Manadiyanto dan Sastrawidjaja) 


penyebaran secara keseluruhan dalam 
perekonomian, yang berarti pula bahwa 
sub sektor tersebut memiliki kemampuan 
yang “tinggi” dalam menarik sektor 
hulunya. Sebaliknya apabila memiliki 
indeks daya penyebaran lebih kecil dari 
satu. 

Apabila sub sektor yang memiliki indeks 
kepekaan penyebaran lebih besar dari 
satu berarti menunjukkan dampak 
penyebaran sub sektor tersebut di atas 
rata-rata kepekaan penyebaran secara 
keseluruhan dalam perekonomian, yang 
berarti sub sektor tersebut memiliki 
kemampuan yang “tinggi” dalam 
mendorong sektor hilirnya. Sebaliknya 
apabila memiliki indeks daya penyebaran 
lebih kecil dari satu. 


» 


Pengelompokkan Posisi Sektor 

Berdasarkan indeks daya penyebaran 
dan indeks kepekaan penyebaran di atas, 
masing-masing sub sektor dari sektor kelautan 
dan perikanan diklasifikasikan menjadi: 

(1) Kelompok Unggulan, yaitu kelompok sub 
sektor dengan daya penyebaran dan 
kepekaan penyebaran yang tinggi. 

(2) Kelompok Jenuh, yaitu kelompok sub 
sektor dengan daya penyebaran tinggi 
tetapi kepekaan penyebarannya rendah. 

(3) Kelompok potensial, yaitu kelompok sub 
sektor dengan daya penyebaran rendah 
tetapi kepekaan penyebarannya tinggi. 

(4) Kelompok kurang berkembang, yaitu 
kelompok sub sektor dengan daya 
penyebaran dan kepekaan penyebaran 
yang rendah. 


Ill. HASIL DAN PEMBAHASAN 


Dinamika Indeks Kepekaan dan Daya 
Penyebaran 

Informasi tentang tingkat kepekaan suatu 
sektor terhadap perubahan yang terjadi pada 
sektor ekonomi lainnya melalui pasar output 
disebut “kepekaan penyebaran”, sedangkan 
informasi tentang distribusi manfaat 
pengembangan suatu sektor terhadap 


perkembangan sektor lainnya melalui 
mekanisme transaksi pasar input dapat 
ditunjukkan melalui daya penyebaran. 
Analisis mengenai bagaimana dinamika 
indeks kepekaan dan daya penyebaran 
masing-masing sub sektor yang tercakup 
dalam sektor kelautan dan perikanan dapat 
diuraikan pada penjelasan berikut. 


- Dinamika Indeks Kepekaan Penyebaran 

Dari Tabel 1 terlihat bahwa terdapat 
empat sub sektor dari tujuh sub sektor yang 
tercakup sektor kelautan dan perikanan yang 
secara konsisten selama periode 1995, 2000 
dan 2005 memiliki indeks kepekaan 
penyebaran yang lebih besar dari rata-rata 
keseluruhan sektor dalam perekonomian, 
yaitu sub sektor industri hasil laut dan 
perikanan, angkutan laut, pariwisata bahari 
dan bangunan kelautan dan perikanan, 
kecuali pada tahun 2000 untuk sub sektor 
pariwisata bahari yang memiliki indeks yang 
lebih rendah dari keseluruhan sektor dalam 
perekonomian. Hal ini mengindikasikan 
bahwa pada tahun 2000, keempat sub sektor 
tersebut pada periode 1995, 2000 dan 2005 
memiliki kemampuan mendorong sektor 
hilirnya, kecuali sub sektor pariwisata bahari 
pada tahun 2000 kurang memiliki kemampuan 
mendorong sektor hilirnya. 

Sementara itu, tiga sub sektor lainnya 
(sub sektor perikanan, pertambangan laut dan 
jasa kelautan dan perikanan lainnya) selama 
periode 1995-2005 memiliki indeks kepekaan 
penyebaran yang lebih rendah dari satu (<1) 
atau kurang mampu mendorong sektor 
hilirnya, kecuali pada tahun 2000 untuk sub 
sektor jasa kelautan dan perikanan lainnya 
yang memiliki indeks lebih besar dari satu (21) 
atau mampu menarik sektor hilirnya . Hal ini 
berarti bahwa untuk sub sektor jasa kelautan 
dan perikanan lainnya, ketiga sub sektor 
tersebut pada periode 1995, 2000 dan 2005 
memiliki kepekaan penyebaran di bawah rata- 
rata keseluruhan sektor dalam perekonomian 
Indonesia atau kurang mampu mendorong 
sektor hilirnya, kecuali untuk sub sektor jasa 
kelautan dan perikanan lainnya pada tahun 
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Tabel1. Dinamika Indeks Kepekaan Penyebaran Sektor Kelautan dan Perikanan dalam 
Perekonomian Indonesia, Tahun 1995 -2005 
Tabel1. Dynamic of Dispersion Sensitivity Index of Marine and Fisheries Sector in Indonesian 
Economy, Year 1995-2005 
Indeks Kepekaan 
Penyebaran/ Indexs Perubahan/ Kecenderungan/ 
5 : ò 
Sub Sektor/Sub Sectors of Dispersion Changes (%) Trends 
Sensitivity (1995-2005) 
1995 2000 2005 1995- 2000- 
2000 2005 
Perikanan/Fisheries 0.721 0.663 0.710 -8.01 7:18 Fluktuatif Meningkat/ 
Increasing Fluctuation 
Pertambangan Laut/Mining of Ocean 3.51 -8.02 3.51 -8.02 3:51 Fluktuatif Meningkat/ 
Increasing Fluctuation 
Industri Hasil Laut dan Perikanan/ 1.238 1.182 1.220 -4.56 3.23 Fluktuasi Meningkat/ 
Ocean and Fisheries Industry Product Increasing Fluctuation 
Angkutan Laut/Marine Transportation 1.202 1.234 1.243 2.67 0.78 Konsisten Meningkat/ 
Increasing Consistent 
Pariwisata Bahari/Marine Tourism 1.039 0.887 1.086 -14.63 22.46 Fluktuatif Meningkat/ 
Increasing Fluctuation 
Bangunan Kelautan dan Perikanan/ 1.261 1.266 1.201 0.38 -5.12 Fluktuatif Menurun/ 
Marine and Fisheries Construction Decreasing Fluctuation 
Jasa Kelautan dan Perikanan 0.873 1.176 0.889 34.64 -24.37 Fluktuatif Menurun/ 


Lainnya/ Servics Other 


Decreasing Fluctuation 


Sumber: Hasil Pengolahan Data Tabel Input-Output Kelautan dan Perikanan Tahun 1995, 2000 dan 2005 
Sources: Data Processing Output from Input-Output Table of Mafrine and Fishefries 1995, 2000 and 2005 


2000 memiliki indeks kepekaan penyebaran di 
atas rata-rata keseluruhan sektor dalam 
perekonomian atau mampu mendorong sektor 
hilirnya. 

Selanjutnya dari Tabel 1 dapat diketahui 
pula dinamika indeks kepekaan penyebaran 
sub sektor — sub sektor yang tercakup dalam 
sektor kelautan dan perikanan, selama 
periode 1995-2000 didominasi perubahan 
yang negatif, dan berbeda dengan selama 
periode 2000-2005 yang didominasi 
perubahan yang positif. Selama periode 1995- 
2000, terdapat empat dari tujuh sub sektor 
yang mengalami perubahan negatif pada 
indeks kepekaan penyebarannya, yaitu sub 
sektor pariwisata bahari, pertambangan laut, 
perikanan dan industri hasil laut dan 
perikanan. Sisanya mengalami perubahan 
indeks kepekaan penyebaran yang positif. 

Perubahan positif terbesar dialami sub 
sektor jasa kelautan dan perikanan lainnya 
(34,64%), kemudian disusul sub sektor 
angkutan laut dan bangunan kelautan dan 


perikanan (masing-masing sebesar angkutan 
laut dan bangunan kelautan dan perikanan). 
Sedangkan selama periode 2000-2005, 
terdapat lima sub sektor yang mengalami 
perubahan indeks kepekaan penyebaran 
yang positif. Perubahan positif terbesar 
dialami sub sektor pariwisata bahari (22,46), 
kemudian disusul oleh sub sektor perikanan, 
pertambangan laut, industri hasil laut dan 
perikanan dan angkutan laut. 

Bila dilihat menurut kecenderungan 
perubahan indeks kepekaan penyebaran 
selama periode pengamatan (1995-2005), 
terdapat satu sub sektor dari sektor kelautan 
dan perikanan yang mengalami perubahan 
dengan kecenderungan yang meningkat, yaitu 
sub sektor angkutan laut; sedangkan enam 
sub sektor lainnya (perikanan, pertambangan 
laut, industri hasil laut dan perikanan, 
pariwisata bahari, bangunan kelautan dan 
perikanan dan jasa kelautan dan perikanan 
lainnya) mengalami kecenderungan 
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Tabel 2. Dinamika Indeks Daya Penyebaran Sektor Kelautan dan Perikanan dalam 
Perekonomian Indonesia, 1995 - 2005 


Tabel2. Dynamic of Dipersion Power Indexs of Marine and Fisheries Sector in Indonesian 
Economy, Year 1995-2005 
Indeks Daya 
Penyebaran/ Indexs Perubahan 
H ji 0, 
of Dispersion Power Changes (Yo) Kecenderungan/ 
SUB SEKTOR/ SUB SECTORS Trends 
1995 2000 2005 1995 2000 (1995-2005) 
2000 2005 
Perikanan/ Fisheries 0.655 0.606 0.625 -7.52 3.19 Fluktuatif meningkat/ 
Increasing fluctuation 
PertambanganLaut/Mining of Ocean 0.728 0.795 0.815 9.10 2.55 Konsisten Meningkat/ 
Increasing consistent 
Industri Hasil Laut dan Perikanan/ 0.830 0.857 0.806 345 -5.96 Fluktuatif menurun/ 
Ocean and Fisheries Industry Decreasing fluctuation 
Angkutan Laut/ Ocean Transportation 0.627 0.611 0.599 -2.56 -1.88 Konsisten menurun/ 
Decreasing consistent 
Pariwisata Bahari/Marine Tourism 0.613 0.582 0.584 -4.76 0.15 Fluktuatif meningkat/ 
Increasing fluctutaion 
Bangunan Kelautan dan Perikanan/ 0.555 0.508 0.523 2.96 296 Fluktuatif meningkat/ 
Marine and Fisheries Construction Increasing fluctuation 
Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya/ — 0.667 0.656 0.662 -1.63 0.89  Fluktuatif meningkat/ 


Services Order 


Increasing fluctutation 


Sumber: Hasil Pengolahan Data Tabel Input-Output Kelautan dan Perikanan Tahun 1995, 2000 dan 2005 
Sources: Data Processing Output from Input-Output Table of Marine and Fisheries 1995, 2000 and 2005 


perubahan yang fluktuatif, namun dengan 
kecenderungan perubahan fluktuatif yang 
berbeda. Sub sektor perikanan, 
pertambangan laut, industri hasil laut dan 
perikanan dan pariwisata bahari memiliki 
perubahan fluktuatif dengan kecenderungan 
yang meningkat, sedangkan sub sektor 
bangunan kelautan dan perikanan dan jasa 
kelautan dan perikanan lainnya memiliki 
perubahan fluktuatif dengan kecenderungan 
yang menurun. 


Dinamika Indeks Daya Penyebaran 

Dari Tabel 2 terlihat fenomena dinamika 
indeks daya penyebaran sektor kelautan dan 
perikanan selama periode 1995-2005 berbeda 
dengan fenomena dinamika indek kepekaan 
penyebarannnya. Bila pada indek kepekaan 


penyebaran terdapat beberapa indeks-nya 
yang lebih besar dari satu atau di atas rata-rata 
indeks keseluruhan sektor dalam 
perekonomian (sebagaimana dijelaskan pada 
uraian di atas), maka tidak demikian dengan 
dinamika indeks daya penyebaran sektor 
kelautan dan perikanan karena keseluruhan 
sub sektornya memiliki indeks yang lebih 
rendah dari satu. Hal tersebut berarti bahwa 
pada periode 1995, 2000 dan 2005, masing- 
masing sub sektor yang tercakup dalam sektor 
kelautan dan perikanan memiliki daya 
penyebaran di bawah rata-rata keseluruhan 
sektor dalam perekonomian Indonesia. Hal 
tersebut mengindikasikan bahwa semua sub 
sektor yang tercakup dalam sektor kelautan 
dan perikanan (perikanan, pertambangan laut, 
industri hasil laut dan perikanan, angkutan 
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laut, pariwisata bahari, bangunan kelautan 
dan perikanan dan jasa kelautan dan 
perikanan lainnya) kurang memiliki 
kemampuan dalam menarik sektor hilirnya. 

Sama seperti halnya yang terjadi pada 
dinamika indeks kepekaan penyebaran sub 
sektor — sub sektor yang tercakup dalam 
sektor kelautan dan perikanan, selama 
periode 1995-2000 dinamika indeks daya 
penyebaran didominasi oleh perubahan yang 
negatif, dan selama periode 2000-2005 
didominasi oleh perubahan yang positif. 
Selama periode 1995-2000, terdapat lima sub 
sektor yang mengalami perubahan negatif 
pada indeks daya penyebarannya, yaitu sub 
sektor bangunan kelautan dan perikanan 
(-8,53%), perikanan (-7,52%), pariwisata 
bahari (-4,76”9), angkutan laut (-2,565) dan 
jasa kelautan dan perikanan lainnya (-1,63%). 
Dari kelima sub sektor tersebut, sub sektor 
bangunan kelautan dan perikanan merupakan 
dua sub sektor yang mengalami perubahan 
negatif (penurunan) indeks daya penyebaran 
yang terbesar sepanjang periode 1995-2000. 
Di samping itu, terdapat dua sub sektor yang 
mengalami perubahan indeks kepekaan 
penyebaran yang positif. Perubahan positif 
terbesar dialami sub sektor pertambangan laut 
(9,10%), kemudian disusul sub sektor industri 
hasil laut dan perikanan (3,15%). Sementara 
itu selama periode 2000-2005, hanya terdapat 
dua sub sektor yang mengalami perubahan 
yang negatif (menurun). Penurunan indeks 
daya penyebaran terbesar dialami sub sektor 
industri hasil laut dan perikanan sebesar - 
5,96%, kemudian disusul sub sektor angkutan 
laut sebesar -1,88%. 

Lebih lanjut untuk mengetahui 
bagaimana dinamika indeks daya penyebaran 
sektor kelautan dan perikanan, dari Tabel 2 
dapat dilihat menurut kecenderungan 
perubahan indeks tersebut selama periode 
1995-2005. Berdasarkan perubahan indeks 
tersebut dapat diketahui bahwa selama 
periode pengamatan 1995-2005, terdapat 
satu sub sektor dari sektor kelautan dan 
perikanan yang mengalami perubahan 


dengan kecenderungan yang meningkat, yaitu 
sub sektor pertambangan laut; dan satu sub 
sektor yang mengalami perubahan menurun, 
yaitu sub sektor angkutan laut. Sisanya, lima 
sub sektor lainnya (perikanan, industri hasil 
laut dan perikanan, pariwisata bahari, 
bangunan kelautan dan perikanan dan jasa 
kelautan dan perikanan lainnya) mengalami 
kecenderungan perubahan yang fluktuatif. 
Empat dari lima sub sektor ini mengalami 
perubahan yang fluktuatif, namun dengan 
kecenderungan yang meningkat, yaitu: sub 
sektor perikanan, pariwisata bahari, bangunan 
kelautan dan perikanan dan jasa kelautan dan 
perikanan lainnya. Sedangkan satu sub 
sektor lagi, yaitu: sub sektor industri hasil laut 
dan perikanan yang mengalami perubahan 
yang fluktuatif dengan kecenderungan yang 
menurun. 


Peta Posisi Sektor Kelautan dan Perikanan 

Jika memperhatikan kombinasi antara 
kondisi indeks kepekaan penyebaran dan 
indeks daya penyebaran yang dimiliki oleh 
setiap sub sektor yang tercakup dalam sector 
kelautan dan perikanan, dari Gambar 1 dan 
Tabel 3 dapat diketahui bahwa posisi setiap 
sub sektor yang tercakup dalam sektor 
kelautan dan perikanan hanya tersebar dalam 
dua kelompok posisi keterkaitan dalam 
perekonomian Indonesia, yaitu dalam 
“kelompok potensial” dan “kurang 
berkembang”; dan tidak satu pun dari sub 
sector tersebut yang termasuk dalam 
“kelompok unggulan”. 

Posisi sub sektor yang termasuk dalam 
“kelompok potensial” pada tahun 1995 dan 
2005 terdiri dari sub sektor industri hasil laut 
dan perikanan, angkutan laut, pariwisata 
bahari dan bangunan kelautan dan 
perikanan., sedangkan sub sektor perikanan, 
pertambangan laut dan jasa kelautan dan 
perikanan lainnya termasuk dalam “kelompok 
kurang berkembang”. Pada tahun 2000, 
posisi sub sektor pariwisata bahari bertukar 
posisi dengan jasa kelautan dan perikanan 
lainnya. Sub sektor pariwisata bahari pada 
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Peta Posisi Sub Sektor — Sub Sektor dari Sektor Kelautan dan Perikanan dalam 


Gambar/ Figure 5(a) 
Posisi/ Position 1995 


Remaks: 

1. Fisheries (III) 

2. Mining of ocean (III) 

3. Industry of ocean and 
fisheries product (I) 

4. Ocean transportation (T) 

5. Marine tourism (I) 

6. Marine and fisheries 
construction (I) 

7. Another marine and 
fisheries services (III) 


Gambar/ Figure 5(b) 
Posisi/ Position 2000 


Remaks: 

1. Fisheries (III) 

2. Mining of ocean (III) 

3. Industry of ocean and 
fisheries product (D) 

4. Ocean transportation (T) 

5. Marine tourism (III) 

6. Marine and fisheries 
construction (I) 

7. Another marine and 
fisheries services (D) 


Gambar/ Figure 5(c) 
Posisi/ Position 2005 


Remaks: 

1. Fisheries (IIT) 

2. Mining of ocean (III) 

3. Industry of ocean and 
fisheries product (T) 

4. Ocean transportation (D) 

5. Marine tourism (D) 

6. Marine and fisheries 
construction (I) 

7. Another marine and 
fisheries services (III) 


Perekonomian Indonesia Tahun 1995, 2000 dan 2005 


Map of Marine Fisheries Sector Position in Indonesian Economy, Year 1995, 2000 


and 2005 
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Tabel 3. Pengelompokan Sub Sektor - Sub Sektor dari Sektor Kelautan dan Perikanan 
dalam Posisi Keterkaitan Ekonomi Indonesia, 1995-2005 
Table 3. Grouping Sub-Sectors from Marine and Fisheries Sector in Linkage Position of 


Indonesian Economy, 1995-2005 


INDEKS DAYA PENYEBARAN / DISPERSION POWER INDEXS 


Rendah/ Low (21) 


Tinggi/ High (<1) 


2005 1995 2000 2005 


Il. Unggulan/ Superior : 


-Industri Hasil Laut 
dan Perikanan/ 
Industry of ocean and 
fisheries product 

- Angkutan Laut / 
Ocean transportation 

- Pariwisata Bahari / 
Marine tourism 


-Bangunan kelautan 
dan Perikanan/ 
Marine and fisheries 
construction 


IV. Jenuh/ Saturated: 


- Perikanan/ Fisheries 

- Pertambangan Laut/ 
Mining of marine 

- Jasa Kelautan 
Lainnya/ Another 
services of marine 


1995 2000 
I. Potensial/ Potential: 
- Industri Hasil Laut - Industri Hasil Laut 
dan Perikanan/ dan Perikanan/ 
g| Industry of ocean and Industry of ocean and 
A| fisheries product fisheries product 
Ss - Angkutan Laut! Ocean - Angkutan Laut / 
<< ©| transportation Ocean transportation 
z g =| - Pariwisata Bahari/ - Bangunan Kelautan 
P. ù S| Marine tourism dan Perikanan/ 
P 2 S | - Bangunan Kelautan Marine and fisheries 
u > dan perikanan/ Marine construction 
ZË F| andfisheries construction - Jasa Kelautan 
uj > : 
aR Lainnya/ Another 
Zn services of marine 
š š and fisheries 
u 2 lll. Kurang Berkembang/ Less Expanding: 
n. — 
w Š v - Perikanan/ Fisheries - Perikanan/ Fisheries 
O ni = | - Pertambangan Laut/ - Pertambangan Laut/ 
š A 2 Mining of marine Miningof marine 
a =] Jasa Kelautan - Pariwisata Bahari/ 
zo K: Lainnya/ Another Marine tourism 
S services of marine 
x and fisheries 


and fisheries 


Sumber: Hasil Pengolahan Data Tabel Input-Output Kelautan dan Perikanan, Tahun 1995-2005 
Sources: Data Processing Output from Input-Output Table of Mafrine and Fishefries 1995, 2000 and 2005 


tahun 1995 termasuk dalam kelompok 
potensial menjadi kurang berkembang pada 
tahun 2000. Sebaliknya sub sektor jasa 
kelautan dan perikanan lainnya yang pada 
tahun 1995 termasuk dalam kelompok kurang 
berkembang menjadi potensial pada tahun 
2000. 

Sub sektor — sub sektor yang termasuk 
dalam “kelompok potensial” pada tahun 2000 
adalah: sub sektor industri hasil laut dan 
perikanan, angkutan laut, bangunan kelautan 
dan perikanan dan jasa kelautan dan 
perikanan lainnya. Sementara sub sektor 
perikanan, pertambangan laut dan pariwisata 
bahari termasuk dalam “kelompok kurang 
berkembang”. 

Dengan kondisi tersebut, posisi sub 
sektor industri hasil laut dan perikanan, 
angkutan laut, pariwisata bahari dan 


bangunan kelautan dan perikanan pada tahun 
1995 dan 2005, dan posisi sub sektor industri 
hasil laut dan perikanan, angkutan laut, 
bangunan kelautan dan perikanan dan jasa 
kelautan dan perikanan lainnya pada tahun 
2000, masing-masing mempunyai daya tarik 
lebih tinggi tetapi dengan daya dorong lebih 
rendah dari rata-rata semua sektor dalam 
perekonomian. Sementara itu, untuk sub 
sektor perikanan, pertambangan laut dan jasa 
kelautan dan perikanan lainnya pada tahun 
1995-2005, dan sub sektor perikanan, 
pertambangan laut dan pariwisata bahari pada 
tahun 2000 masing-masing mempunyai daya 
tarik dan daya dorong yang lebih rendah dari 
rata-rata semua sektor dalam perekonomian 
Indonesia. Untuk dapat mencapai posisi 
dalam kelompok unggulan, sub sektor - sub 
sektor yang termasuk dalam kelompok 
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potensial harus meningkatkan daya 
penyebaran, sedangkan bagi sub sektor - sub 
sektor yang termasuk dalam kelompok kurang 
berkembang harus meningkatkan daya 
kepekaannya yang kemudian diikuti 
peningkatan daya penyebarannya 


Kecenderungan Pergeseran Posisi Sektor 
Kelautan dan Perikanan 

Agar peluang sub sektor - sub sektor 
yang tercakup dalam sektor kelautan dan 
perikanan dapat diupayakan menjadi sub 
sektor yang termasuk dalam kelompok 
unggulan, maka pada tahap awal perlu 
diketahui bagaimana pola kecenderungan 
pergeseran posisi keterkaitan sub sektor- 
sub sektor tersebut dalam perekonomian 
Indonesia. Secara diagramatis, hal ini dapat 


dilihat pada Gambar 2. 

Dari Gambar 2 dapat diketahui bahwa 
selama periode 1995-2005 terdapat tiga pola 
pergeseran posisi keterkaitan, yaitu: (1) 
pergeseran mengarah ke posisi unggulan 
(pola-1); (2) pergeseran mengarah ke posisi 
potensial (pola-2); dan (3) pergeseran 
mengarah ke posisi kurang berkembang (pola- 
3). Pola-1 dan pola-2 menunjukkan 
kecenderungan pola pergeseran posisi 
keterkaitan yang positif (membaik), dalam hal 
ini dari posisi potensial ke posisi unggulan, dan 
dari posisi kurang berkembang ke posisi 
potensial. Sedangkan pola-3 menunjukkan 
kecenderungan pola pergeseran keterkaitan 
yang negatif (memburuk), dalm hal ini dari 
posisi potensial ke posisi kurang berkembang. 


Pergeseran Posisi 
Pola-1 

Pergeseran posisi keterkaitan dengan 
pola-1 (membaik, dari posisi potensial 
mengarah ke posisi unggulan) terjadi pada: (1) 
sub sektor industri hasil laut dan perikanan: (2) 
sub sektor angkutan laut; dan (3) sub sektor 
pariwisata bahari. Meskipun termasuk dalam 
pola pergeseran posisi keterkaitan yang sama, 
secara relatif pola-1 yang terjadi pada ketiga 
sub sektor tersebut memiliki perbedaan yang 


Keterkaitan dengan 


spesifik antara yang satu dengan lainnya 
(Gambar 2.C, Gambar 2.D, 2.E). 

Sepintas dari Gambar 2.C dan Gambar 
2.D, kecenderungan pergeseran posisi 
keterkaitan untuk sub sektor industri hasil laut 
dan perikanan adalah mendekati sama, 
namun keduanya tampak berbeda dilihat dari 
lonjakan pergeserannya pada saat menjelang 
ke arah posisi unggulan. Pada sub sektor 
industri hasil laut dan perikanan tampak 
mengalami perlambatan, pada sub sektor 
angkutan laut tampak mengalami percepatan. 
Dengan demikian, meskipun keduanya sama- 
sama mengarah ke posisi unggulan, namun 
sub sektor angkutan laut secara relatif memiliki 
peluang menuju ke posisi unggulan yang lebih 
besar dibanding sub sektor industri hasil laut 
dan perikanan. 

Di sisi lain, keduanya (sub sektor industri 
hasil laut dan perikanan dan sub sektor 
angkutan laut) memiliki perbedaan yang 
spesifik dengan pergeseran posisi keterkaitan 
yang dimiliki sub sektor pariwisata bahari. 
Pergeseran keterkaitan pada kedua sub 
sektor tersebut menuju ke posisi unggulan 
terjadi secara konsisten pada area posisi 
potensial, sedangkan pada sub sektor 
pariwisata bahari terjadi dengan terlebih 
dahulu masuk ke area posisi kurang 
berkembang dari posisi potensial, baru 
kemudian meningkat lagi menuju ke posisi 
unggulan. Hal ini menunjukkan bahwa 
peluang sub sektor pariwisata bahari dalam 
pergeserannya menuju ke arah posisi 
unggulan, secara relatif akan lebih rendah 
dibanding kedua sektor tersebut. 


Pergeseran Posisi 
Pola-2 

Pergeseran dengan pola-2 (membaik, 
dari posisi kurang berkembang mengarah ke 
posisi potensial) terjadi pada: (1) sub sektor 
perikanan: dan (2) sub sektor pertambangan 
laut. Meskipun keduanya memiliki pola 
pergeseran yang sama, namun dilihat dari 
proses pergeserannya menuju ke arah posisi 
potensial, secara relatif terdapat perbedaan di 
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Gambar 2. Kecenderungan Pergeseran Posisi Sub Sektor — Sub Sektor dari Sektor 
Kelautan dan Perikanan selama Periode 1995 — 2005 

Figure 2. Shifting Sub-Sectors Position Trends of Marine and Fisheries Sector during 
1995-2005 
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antara keduanya (lihat Gambar 2.A dan 
Gambar 2.B). 

Untuk menuju posisi potensial, pergesran 
posisi keterkaitan sub sektor perikanan relatif 
lebih baik (cepat) dibandingkan dengan sub 
sektor pertambangan laut. Hal ini tampak dari 
dari perubahan indeks kepekaan 
penyebarannya yang lebih tinggi 
dibandingkan sub sektor pertambangan laut. 
Kondisi ini dapat menyebabkan peluang sub 
sektor perikanan untuk beralih posisi dari 
kurang berkembang menjadi potensial relatif 
lebih besar dibandingkan peluang sub sektor 
pertambangan laut. 

Terlepas sub sektor yang mana yang 
lebih baik (berpeluang) menuju posisi 
potensial, baik sub sektor perikanan maupun 
sub sektor pertambangan, keduanya adalah 
sama-sama tengah mengarah kepada 
perubahan posisi keterkaitan yang lebih baik 
dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena 
itu, meskipun keduanya termasuk dalam posisi 
kurang berkembang selama periode 1995- 
2005, namun keduanya memiliki peluang yang 
baik untuk termasuk dalam posisi potensial 
dan kemudian pada masa mendatang 
diharapkan dapat bergerak lebih baik lagi 
menempati posisi unggulan dalam 
perekonomian Indonesia. 


Pergeseran Posisi 
Pola-3 

Pergeseran dengan pola-3 (memburuk, 
dari posisi potensial mengarah ke posisi 
kurang berkembang) terjadi pada: (1) sub 
sektor bangunan kelautan dan perikanan: dan 
(2) sub sektor jasa kelautan dan perikanan 
lainnya. Pergeseran dengan pola-3 ini 
merupakan pola pergeseran posisi sektor 
yang tidak diharapkan oleh para pelaku 
ekonomi baik privat maupun publik. Hal ini 
karena keberadaan kedua sub sektor yang 
mengalami pola-3 tersebut, yaitu sub sektor 
bangunan kelautan dan perikanan dan sub 
sektor jasa kelautan dan perikanan lainnya, 
secara langsung ataupun tidak langsung akan 
mempengaruhi kinerja keterkaitan sektor 


Keterkaitan dengan 


kelautan dan perikanan secara keseluruhan 
sehingga peran sektor ini dalam 
perekonomian Indonesia ke depan dapat 
terganggu. 

Untuk memperbaiki kinerja keterkaitan 
masing-masing sub sektror tersebut dalam 
perekonomian Indonesia ke depan, perlu 
diamati beberapa kelemahan kedua sub 
sektor tersebut dalam dinamika indeks 
kepekaan penyebaran dan indeks daya 
penyebarannya. Dari Gambar 2.F terlihat 
bahwa dalam kecenderungannya, pergeseran 
posisi keterkaitan sub sektor bangunan 
kelautan dan perikanan berpotensi mengarah 
ke posisi kurang berkembang yang lebih 
disebabkan oleh semakin rendah indeks daya 
penyebaran yang diikuti oleh kurang baiknya 
kinerja indeks kepekaan penyebarannya 
selama periode 1995-2005. 

Sementara dari Gambar 2.G selama 
periode 1995-2005 terlihat bahwa pergeseran 
posisi keterkaitan sub sektorjasa kelautan dan 
perikanan dan sub sektor bangunan kelautan 
dan perikanan relatif tidak mengalami 
kemajuan keterkaitannya (relatif “tetap” 
berada dalam posisi kurang berkembang) 
dalam perekonomian Indonesia, kecuali pada 
periode 2000 berada pada posisi potensial. 
Berdasarkan kecenderungan pergeseran 
posisi sub sektor ini, seperti terlihat pada 
Gambar 2.G, terlihat bahwa tidak diperolehnya 
kemajuan posisi keterkaitan sub sektor jasa 
kelautan dan perikanan tersebut, terutama 
selama periode 2000-2005 adalah lebih 
disebabkan karena semakin melemahnya 
kinerja indeks kepekaan penyebaran yang 
kurang diikuti oleh peningkatan kinerja indeks 
daya penyebarannya dalam perekonomian 
Indonesia. 


IV.KESIMPULAN DAN 
KEBIJAKAN 


IMPLIKASI 


Kesimpulan 

1. Selama periode 1995-2005 sebagian besar 
sub sektor yang tercakup dalam sektor 
kelautan dan perikanan secara konsisten 
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memiliki indeks kepekaan penyebaran di 
atas rata-rata semua sektor dalam 
perekonomian, atau mampu mendorong 
sektor hilirnya. Dinamika indeks kepekaan 
penyebaran selama periode tersebut 
cenderung berubah secara fluktuatif 
meningkat. Sedangkan dinamika 
keterkaitan dari semua sub sektor yang 
tercakup dalam sektor kelautan dan 
perikanan selama periode 1995-2005 
memiliki indeks daya penyebaran di bawah 
rata-rata keseluruhan sektor dalam 
perekonomian Indonesia, atau kurang 
menarik sektor hulunya. Dinamika indeks 
daya penyebaran tersebut, selama periode 
1995-2000 didominasi dengan 
kecenderungan yang secara konsisten 
menurun, namun sebaliknya selama 
periode 2000-2005 perubahan indeks 
tersebut didominasi dengan 
kecenderungan konsisten meningkat. 

. Selama periode 1995-2005, posisi sub 
sektor yang tercakup dalam sektor kelautan 
dan perikanan sebagian menempati 
kelompok potensial (memiliki kemampuan 
mendorong sektor hilir yang tinggi namun 
kurang menarik sektor hulunya), dan 
sebagian lagi menempati kelompok kurang 
berkembang (memiliki kemampuan 
mendorong sektor hilir dan menarik sektor 
hulu yang rendah). 

. Selama periode 1995-2005, sebagian besar 
posisi sub sektor — sub sektor yang tercakup 
dalam sektor kelautan dan perikanan 
cenderung bergeser ke dalam kelompok 
yang lebih baik. Sub sektor yang termasuk 
dalam kelompok potensial cenderung 
bergeser ke arah kelompok unggulan, yaitu: 
sub sektor industri hasil laut dan perikanan, 
sub sektor angkutan laut dan sub sektor 
pariwisata bahari. Sementara sub sektor 
yang termasuk dalam kelompok kurang 
berkembang cenderung bergeser ke arah 
kelompok potensial, yaitu: sub sektor 
perikanan dan sub sektor pertambangan 
laut. Di sisi lain terdapat sebagian kecil sub 
sektor — sub sektor tersebut (sub sektor 


bangunan kelautan dan perikanan dan sub 
sektor jasa kelautan dan perikanan lainnya) 
yang posisinya cenderung bergeser ke 
dalam kelompok yang lebih buruk dari posisi 
sebelumnya, yaitu: dari kelompok potensial 
ke arah kelompok kurang berkembang. 


Implikasi Kebijakan 


Hasil kajian ini menemukan bahwa 


secara umum dalam kedinamikaannya, posisi 
keterkaitan sub sektor — sub sektor dari sektor 
kelautan dan perikanan dengan sektor-sektor 
lainnya dalam perekonomian Indonesia 
termasuk dalam "kelompok potensial” dan 
"kelompok kurang berkembang”. Sementara 
untuk menjadikan sektor ini sebagai tumpuan 
(prime mover) pembangunan ekonomi, 
mengharuskan sektor ini menjadi sektor 
unggulan nasional, dan dapat meyakinkan 
segenap pelaku ekonomi mengenai 
kemampuan yang dimiliki sektor kelautan dan 
perikanan, sehngga sektor ini mampu menjadi 
daya tarik dan memiliki daya dorong bagi 
sebagian besar sektor lainnya dalam kegiatan 
perekonomian di Indonesia. 


Untuk itu, diperlukan dukungan kebijakan 


investasi, kebijakan iklim usaha dan kebijakan 
lainnya yang secara terintegrasi mampu 
meningkat keterkaitan sektor kelautan dan 
perikanan secara lebih nyata dalam 
perekonomian Indonesia. Pada gilirannnya, 
dukungan tersebut diharapkan mampu 
memperbesar peranan sektor kelautan dan 
perikanan dalam perekonomian Indonesia, 
dan dapat menghilangkan keragu-raguan 
terhadap kekuatan (efek) pembangunan 
sektor kelautan dan perikanan sebagai 
sesuatu yang “mungkin” terutama dalam 
meningkatkan kesejahteraan bangsa 
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ABSTRAK 


Pada tanggal 23 September 1964, telah disahkan Undang-undang nomor 16 tahun 1964 yang 
menetapkan pengaturan mengenai bagi hasil perikanan. Setelah hampir 46 tahun ditetapkan materi dari 
peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh di masyarakat. Berdasarkan haltersebut, 
kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pola pembagian hasil perikanan dilakukan 
pada tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menurut tujuannya 
termasuk jenis penelitian normatif non doktrinal. Lokasi penelitian di wilayah Wuring Lama, Kelurahan 
Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis data yang 
digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
wawancara (interview) dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content of 
analysis). Hasil penelitian mengharapkan bahwa pelaksanaan pembagian hasil perikanan yang terdapat 
pada nelayan Wuring memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan terletak pada kesepakatan yang 
dilakukan secara lisan atau hanya berdasarkan pada kebiasaan setempat (common law) tidak ada sanksi 
yang memaksa masing-masing pihak untuk mematuhi, semua kesepakatan dilakukan berdasarkan pada 
kerelaan masing-masing pihak. Hal yang membedakan adalah pola pembagian yang berbeda dan 
membawa rasa keadilan yang berbeda bagi masing-masing pihak yang terkait dalam kesepakatan 
pembagian hasil perikanan tersebut. 


Kata Kunci : bagi hasil perikanan, analisa yuridis, nelayan wuring 


Abstract : Juridical Analysis of Fishery Revenues Sharing Patterns, (Case Study of Wuring 
Fisher in Sikka District, East Nusa Tenggara) 


On September 23, 1964, the Government of Indonesia passed the Law number 16/1964 on fishery 
revenues sharing. After forty-six years, the enforcement of this law cannot face difficulties at community 
level. This research is an evaluation of this law application on fishing revenues sharing of wuring fisher in 
Wuring Lama, Wolomarang Village, West Alok, Sikka District, East Nusa Tenggara Province by analyzing 
legal aspects and parties' involvement in the agreement for revenues Sharing. This research is non-doctrinal 
normative research and used primary and secondary data through structured interview and literature study. 
This research applied content analysis for analyzing data. This research found that the implementation of the 
division of fisheries products on wuring fishers has similarities and differences with the content of law. The 
agreement was made orally or based on local customs without sanctions to force each party to comply with. 
All agreements are based on the willingness of each party. The differences are division of revenues sharing 
patterns and sense of justice diversion at the agreements. 


Keywords : fishers bevenue sharings, juridicial leview, wuring fishers 
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I. PENDAHULUAN 


John Rawls (1973) dalam buku a theory of 
justice menjelaskan teori keadilan sosial 
sebagai the difference principle dan the 
principle of fair eguality of opportunity. Hal 
utama yang terdapat dalam the difference 
principle adalah bahwa perbedaan sosial dan 
ekonomis harus diatur agar memberikan 
manfaat yang paling besar bagi mereka yang 
paling kurang beruntung. Istilah perbedaan 
sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan 
menuju pada ketidaksamaan dalam prospek 
seseorang untuk mendapatkan unsur pokok 
kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. 

Sementara itu, hal utama yang terdapat 
pada the principle of fair eguality of opportunity 
menunjukkan pada mereka yang paling 
kurang mempunyai peluang untuk mencapai 
prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. 
Mereka inilah yang harus diberi perlindungan 
khusus. Rawls juga berpendapat bahwa dalam 
masyarakat yang diatur menurut prinsip- 
prinsip utilitarisme, orang-orang akan 
kehilangan harga diri dan pelayanan demi 
perkembangan bersama akan lenyap. Beliau 
berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih 
keras dari apa yang dianggap normal oleh 
masyarakat. Terdapat permintaan 
pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi 
tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan 
ini pertama-tama diminta dari orang-orang 
yang sudah kurang beruntung dalam 
masyarakat. Menurut Rawis, pada situasi 
ketidaksamaan harus diberikan aturan yang 
sedemikian rupa sehingga paling 
menguntungkan golongan masyarakat yang 
paling lemah. Hal ini terjadi jika dua syarat 
dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan 
menjamin maximum minimorum bagi 
golongan orang yang paling lemah. Artinya 
situasi masyarakat harus sedemikian rupa 
sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi 
yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang- 
orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada 
jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua 
orang. Maksudnya agar semua orang 


mendapatkan peluang yang sama besar 
dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua 
perbedaan antara orang berdasarkan ras, 
kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat 
primordial, harus ditolak. 

Lebih lanjut John Rawls menegaskan 
bahwa maka program penegakan keadilan 
yang berdimensi kerakyatan haruslah 
memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, 
pertama, memberi hak dan kesempatan yang 
sama atas kebebasan dasar yang paling luas 
seluas kebebasan yang sama bagi setiap 
orang. Kedua, mampu mengatur kembali 
kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi 
sehingga dapat memberi keuntungan yang 
bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi 
setiap orang, baik mereka yang berasal dari 
kelompok beruntung maupun tidak beruntung. 
Dengan demikian, prinsip perbedaan 
menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat 


sedemikian rupa sehingga kesenjangan 
prospek mendapat hal-hal utama 
kesejahteraan, pendapatan, otoritas 


diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang 
yang paling kurang beruntung. Ini berarti 
keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua 
hal: Pertama, melakukan koreksi dan 
perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang 
dialami kaum lemah dengan menghadirkan 
institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik 
yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan 
harus memposisikan diri sebagai pemandu 
untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan 
untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami 
kaum lemah'. 

Pada tanggal 23 September 1964, telah 
disahkan undang-undang nomor 16 tahun 
1964 tentang bagi hasil perikanan yang 
menetapkan pengaturan mengenai bagi hasil 
perikanan. Setelah hampir 46 (empat puluh 
enam tahun) ditetapkannya undang-undang 
tersebut pada kenyataannya materi dari 
peraturan tersebut tidak dapat secara 
maksimal dilaksanakan atau diterapkan di 
masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka 
pada tulisan ini akan menganalisis isi dari 
materi (content analysis) dengan metode 


"John Rawis, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru 


Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. 


“Penelitian hukum empiris karena mencakup penelitian terhadap efektifitas hukum. (Zainuddin, 2009). 
“Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Ed.1, Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. HIm.18. 
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penafsiran dari materi Undang-undang nomor 
16 tahun 1964 tersebut. Pembahasan analisis 
materi muatan undang-undang tentang bagi 
hasil perikanan pada tulisan ini hanya terkait 
dengan perikanan tangkap. Hal ini dilakukan 
dengan tujuan agar dapat dilihat apakah 
dalam materi muatan memiliki presisi dalam 
memahami kenyataan empirik’. Kemudian 
tulisan ini juga akan melihat bentuk 
pelaksanaan dari pola pembagian hasil 
perikanan yang berlaku di nelayan Wuring, hal 
ini dilakukan untuk melihat bentuk pembagian 
hasil perikanan yang dilakukan oleh 
masyarakat. Sehingga diharapkan dapat 
terlihat sejauh mana harapan yang terkandung 
dalam materi perundang-undangan tersebut 
dapat dilaksanakan oleh masyarakat. 


Il. METODOLOGI 


Menurut pendapat Soerjono Soekanto 
dalam Ali (2009), penelitian hukum merupakan 
suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, 
yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu 
atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan 
jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga 
diadakan pemeriksaan yang mendalam 
terhadap faktor hukum tersebut, untuk 
kemudian mengusahakan suatu pemecahan 
atas permasalahan-permasalahan yang 
timbul di dalam gejala yang bersangkutan’. 

Penulisan ini dilakukan berdasarkan 
pada suatu kegiatan penelitian hukum. 
Penelitian hukum yang dimaksud adalah 
penelitian hukum empiris karena mencakup 
penelitian pada identifikasi hukum (hukum 
tidak tertulis) dan penelitian terhadap 
efektifitas hukum. Data yang dipergunakan 
adalah data primer yang diperoleh 
berdasarkan survey di lapangan dan data 
sekunder yang diperoleh melalui bahan 
pustaka. Data sekunder yang dipergunakan 
terutama adalah bahan hukum primer karena 
bersumber dari bahan-bahan hukum yang 
mengikat. Penulisan ini akan menganalisa isi 


dari materi yang terdapat dalam undang- 
undang (content of analysis) dengan metode 
penafsiran dari materi undang-undang nomor 
16 tahun 1964, penafsiran dalam hal ini 
melihat rangkaian kata yang terdapat dalam 
ketentuan undang-undang tersebut dan 
menafsirkan dengan tidak menyimpang dari 
maksud dan tujuan dari adanya peraturan 
perundang-undangan tersebut. 


II. HASIL DAN PEMBAHASAN 


Analisa Materi Muatan Undang-undang 
Bagi Hasil Perikanan 
Undang-undang nomor 16 tahun 1964 
tentang bagi hasil perikanan merupakan salah 
satu ketentuan perundang-undangan yang 
lahir pada saat Indonesia menjalankan 
'demokrasi terpimpin”. Jika melihat pada 
bagian 'konsiderans' (menimbang) maupun 
pada bagian 'penjelasan umum' dari undang- 
undang ini, dapat dilihat bahwa tujuan dari 
lahirnya ketentuan ini sebagai berikut: 
1.Merupakan salah satu usaha menuju 
terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia 
pada umumnya dan meningkatkan taraf 
hidup para nelayan penggarap dan 
penggarap tambak serta memperbesar 
produksi ikan. Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara dalam Ketetapan nomor 
I/MPRS/1960 dan Resolusi nomor 
II/MPRS/1963 memerintahkan supaya 
diadakan undang-undang yang mengatur 
soal usaha perikanan yang 
diselenggarakan dengan perjanjian bagi 
hasil. Undang-undang ini merupakan 
realisasi dari perintah MPRS tersebut. 
2.Bahwa pengusahaan perikanan secara 
bagi hasil harus diatur untuk menghilangkan 
unsur-unsur yang bersifat pemerasan agar 
masing-masing pihak mendapat bagian 
yang adil dari usaha perikanan tersebut. 
. Bahwa pada ketentuan ini diharapkan akan 
menggiatkan usaha pembentukan 
koperasi-koperasi perikanan yang 
beranggotakan seluruh komponen yang 
turut serta dalam usaha perikanan tersebut. 


O 


“Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. 


(sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah Indonesia (1959-1968) 
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, 
dapat dilihat pada dasarnya tujuan dari 
ditetapkannya ketentuan undang-undang bagi 
hasil perikanan itu baik sekali, meskipun pada 
saat ini Indonesia tidak lagi menganut 


beban yang menjadi tanggungan 
bersama dari nelayan-nelayan dan para 
nelayan penggarap (ABK), sebagai yang 
ditetapkan di dalam pasal4 angka 1 huruf 
a. (Babl, pasal 1 hurufg) 


demokrasi terpimpin. 3. Pengaturan mengenai Pembagian Hasil 


Pada bagian batang tubuh dari undang- 
undang ini, terdiri dari 11 bab dan 21 pasal. 
Jika melihat pada ketentuan-ketentuan dalam 
batang tubuh, dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Pengertian 'perjanjian bagi hasil 
perikanan' (Bab | Arti beberapa istilah, 
pasal 1 huruf a), yaitu perjanjian yang 
diadakan dalam usaha penangkapan 
atau pemeliharaan ikan, antara nelayan 
pemilik dan nelayan penggarap atau 
pemilik tambak dan penggarap tambak, 
menurut perjanjian dimana mereka 
masing-masing menerima bagian dari 
hasil usaha tersebut menurut imbangan 
yang telah disetujui sebelumnya. 
Berdasarkan pada ketentuan ini, maka 
sebenarnya para pihak yang terikat 
dalam perjanjian bagi hasil perikanan 
harus ada 'kesepakatan' terhadap pola 
pembagian hasil yang akan dilakukan. 
Jika melihat pada ketentuan pasal 1320 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata), maka untuk sahnya suatu 
perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat 
yaitu sepakat mereka yang mengikatkan 
dirinya, kecakapan untuk membuat suatu 
perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu 
sebab yang halal. Jadi kesepakatan 
dalam perjanjian pembagian hasil 
perikanan mengacu pula pada ketentuan 
pasal ini, ada kesepakatan, cakap, yang 
diperjanjikan adalah hal tertentu dan 
merupakan suatu sebab yang halal 
karena merupakan pembagian hasil 
perikanan. 

2. Pengertian 'hasil bersih" bagi perikanan 
laut adalah hasil ikan yang diperoleh dari 
penangkapan, yang setelah diambil 
sebagian untuk 'lawuhan' para nelayan 
penggarap menurut kebiasaan 
setempat, dikurangi dengan beban- 


Usaha (Bab II, pasal 2 s.d. pasal 5). 

Menyatakan bahwa usaha perikanan 

laut, atas dasar perjanjian bagi hasil 

harus diselenggarakan berdasarkan 
kepentingan bersama dari nelayan 
pemilik dan nelayan penggarap yang 
bersangkutan, hingga mereka masing- 
masing menerima bagian dari hasil 
usaha itu sesuai dengan jasa yang 

diberikannya (pasal 2). 

Pada pasal 3 ayat (1), menyatakan 

bahwa jika suatu usaha perikanan 

diselenggarakan atas dasar perjanjian 
bagi hasil, maka kepada nelayan 
penggarap (ABK) paling sedikit harus 
diberikan bagian minimum 75% dari hasil 
bersih jika menggunakan perahu layar, 
dan minimum 40% dari hasil bersih jika 
menggunakan perahu motor. Untuk 
pembagian hasil diantara para nelayan 
penggarap (ABK) dari bagian yang 
mereka terima, berdasarkan ketentuan 
pasal 3 ayat (2), diatur oleh mereka 
sendiri dengan diawasi oleh Pemerintah 

Daerah Tingkat II (Pemda Dati II) yang 

bersangkutan untuk menghindari 

pemerasan, dengan ketentuan 
perbandingan antara bagian yang 
terbanyak dan bagian yang paling sedikit 

tidak boleh lebih dari 3 (tiga) banding 1 

(satu). 

Pembagian beban-beban yang 

bersangkutan dengan usaha perikanan, 

berdasarkan pada ketentuan dari pasal4, 
maka untuk perikanan laut : 

1) Beban-beban yang menjadi 
tanggungan bersama dari nelayan 
pemilik dan nelayan penggarap: 
ongkos lelang, uang rokok/jajan dan 
biaya perbekalan untuk para 
nelayan penggarap selama di laut, 
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biaya untuk sedekah laut (selamatan 
bersama) serta iuran-iuran yang 
disahkan oleh Pemda Dati II yang 
bersangkutan seperti untuk 
koperasi, dan pembangunan 
perahu/kapal, dana kesejahteraan, 
dana kematian, dan lain-lainnya, 

2) Beban-beban yang menjadi 
tanggungan nelayan pemilik: ongkos 
pemeliharaan dan perbaikan 
perahu/kapal serta alat-alat lain yang 
dipergunakan, penyusutan dan 
biaya eksploitasi usaha 
penangkapan, seperti untuk 
pembelian solar, minyak, es, dan lain 
sebagainya. 

Apabila sebelum adanya ketentuan 

pembagian beban seperti yang terdapat 

pada pasal 4, namun lebih 
menguntungkan untuk nelayan 
penggarap, maka berdasarkan 
ketentuan dari pasal 5, aturan yang lebih 
menguntungkan itu harus tetap berlaku 
dan jika di suatu daerah telah terdapat 
pengaturan pembagian beban dan sulit 
untuk mengubah atau menyesuaikan 
dengan ketentuan pasal 4, maka 
ketentuan tersebut tetap berlaku 
sepanjang tidak mengurangi jumlah 
minimum yang harus di terima oleh 
nelayan penggarap (ABK). 

. Pengaturan mengenai jangka waktu 
perjanjian (Bab IV, pasal 7) 
Berdasarkan pada ketentuan pasal 7 ayat 
(1), perjanjian bagi hasil diadakan untuk 
waktu paling sedikit 2 (dua) musim, 1 
(satu) tahun berturut-turut untuk 
perikanan laut, dengan ketentuan bahwa 
jika setelah jangka waktu itu berakhir 
diadakan pembaharuan perjanjian maka 
para nelayan penggarap lamalah yang 
diutamakan. 

Pasal 7 ayat (2), perjanjian bagi hasil 

tidak terputus karena adanya 

pemindahan hak atas perahu/kapal, alat- 
alat penangkapan ikan yang 
bersangkutan kepada orang lain. Semua 


hak dan kewajiban yang melekat pada 
pemilik yang lama akan beralih pada 
pemilik yang baru. 

Apabila seorang nelayan penggarap 
meninggal dunia sebelum berakhirnya 
perjanjian, maka ahli waris dari nelayan 
tersebut yang sanggup dan dapat menjadi 
nelayan penggarap (ABK) dan 
menghendakinya, berhak untuk 
melanjutkan perjanjian bagi hasil yang 
bersangkutan dengan hak dan kewajiban 
yang sama hingga jangka waktunya 
berakhir (Pasal 7 ayat (3)). 

Perjanjian bagi hasil dapat berakhir 
sebelum jangka waktu perjanjian, 
berdasarkan pasal 7 ayat (4), 
dikarenakan atas persetujuan kedua 
belah pihak atau atas tuntutan nelayan 
pemilik dikarenakan nelayan penggarap 
yang bersangkutan tidak memenuhi 
kewajiban sebagaimana mestinya. 

Pada saat berakhirnya perjanjian bagi 
hasil ini, nelayan penggarap wajib 
menyerahkan kembali kepada nelayan 
pemilik semua barang perlengkapan 
pemilik kapal yang dipergunakan untuk 
melakukan usaha perikanan (Pasal 7 ayat 
5)). 

D ata mengenai Larangan- 
larangan untuk perikanan laut (Bab V, 
pasal 8) 

Pasal 8 menetapkan bahwa pembayaran 
uang atau pemberian benda apapun 
kepada nelayan pemilik agar dapat 
diterima sebagai nelayan penggarap itu di 
larang (ayat (1)), dan apabila terjadi, 
maka hal tersebut akan mengurangi 
bagian hasil untuk nelayan pemilik karena 
nelayan pemilik wajib mengembalikan 
uang atau benda yang telah diterimanya 
tersebut (ayat (2)). Pembayaran oleh 
siapapun kepada nelayan pemilik 
ataupun nelayan penggarap yang 
mengandung unsur ijon itu dilarang (ayat 
(3), dan apabila hal tersebut terjadi, 
maka pembayaran yang telah dilakukan 
tersebut tidak dapat dilakukan 
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penuntutan kembali dalam bentuk 


apapun (ayat (4)). 

. Pengaturan mengenai Usaha Perikanan 
atas upah dan sewa (Bab VI, pasal 10) 
Untuk usaha perikanan berbentuk badan 
hukum, pengupahan tertentu kepada 
buruh nelayan dilakukan dengan 
persetujuan Menteri Perburuhan setelah 
mendapat masukan dari instansi 
perikanan (ayat (1)). Namun jika 
diselenggarakan oleh perorangan, maka 
sistem pengupahan tergantung dari 
perjanjian atau kesepakatan antara 
nelayan pemilik dengan nelayan 
penggarap (ABK) dan Pemda Dati | 
membuat peraturan untuk penetapan 
pengupahan tersebut agar menjadi acuan 
pengupahan usaha perikanan 
perorangan (ayat (2)). 

. Pengaturan mengenai Ketentuan untuk 
menyempurnakan dan kelangsungan 
usaha perikanan (Bab VII). 

Pemerintah dapat membuat peraturan 
tentang pembentukan dan 
penyelenggaraan dana-dana yang 
bertujuan untuk menjamin 
berlangsungnya usaha perikanan serta 
untuk memperbesar dan mempertinggi 
mutu produksi hasil usaha perikanan 
(pasal 12). 

Menurut pengertian sosialisme Indonesia 
maka setiap 'pemilikan' mempunyai 
fungsi sosial. Menurut pengertian 
tersebut maka setiap alat yang dapat 
dipergunakan dalam bidang produksi 
tidak boleh sengaja dibiarkan tidak 
terpakai sehingga menjadi tidak produktif. 
Pengertian ini berlaku juga terhadap 
kapal/perahu dan alat-alat penangkapan 
ikan serta harus diabadikan pula bagi 
hasilnya (penjelasan pasal 13 dan pasal 
14). 

pa mengenai Kesejahteraan 
Nelayan Penggarap, Penggarap Tambak 
dan Buruh Perikanan.(Bab VIII, pasal 15 
dan pasal 16) 

Pada daerah-daerah yang terdapat 


10. 


usaha-usaha perikanan, baik perikanan 
laut maupun perikanan darat, harus 
diusahakan berdirinya koperasi-koperasi 
perikanan. Pendirian koperasi-koperasi 
ini bertujuan untuk memperbaiki taraf 
hidup para anggotanya dengan 
menyelenggarakan usaha-usaha yang 
meliputi baik di bidang produksi maupun 
yang langsung berhubungan dengan 
kesejahteraan para anggota serta 
keluarganya. (Pasal 15) 

Nelayan pemilik memiliki kewajiban 
memberi perawatan dan tunjangan 
kepada para nelayan penggarap (ABK) 
yang menderita sakit, yang disebabkan 
karena melakukan tugasnya di laut atau 
mendapat kecelakaan di dalam 
melaksanakan tugasnya; dan apabila 
kejadian tersebut menyebabkan 
kematian, maka nelayan pemilik yang 
bersangkutan wajib memberi tunjangan 
yang layak kepada keluarga yang 
ditinggalkannya, dan oleh pemerintah 
diadakan peraturan tentang 
penyelenggaraan ketentuan-ketentuan 
ini (Pasal 16). Melihat pernyataan ini, 
maka dapat dilihat bahwa jaminan sosial 
bagi nelayan penggarap (ABK) wajib 
disediakan oleh nelayan pemilik. 


. Pengaturan mengenai pemasaran hasil 


usaha perikanan. (Bab IX, pasal 17) 
Pemasaran hasil usaha perikanan 
dilakukan menurut cara dan dengan 
harga yang disetujui bersama oleh 
nelayan pemilik dan nelayan penggarap, 
agar masing-masing pihak tidak ada yang 
merasa dirugikan. 

Pengaturan mengenai pengawasan dan 
penyelesaian perselisihan. (Bab X, pasal 
18 dan pasal 19) 

Ketentuan pengawasan dan 
penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh 
menteri perikanan (pasal 18). 
Penyelesaian perselisihan yang timbul 
selama jangka waktu perjanjian berlaku 
diselesaikan dengan cara musyawarah 
(pasal 19). Berdasarkan ketentuan 
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tersebut, maka penegasan atas 
pelaksanaan undang-undang ini, baik 
yang bersifat preventif maupun represif 
dapat diserahkan kepada para pejabat 
setempat yang dipandang perlu dan 
ketentuan penyelesaian masalah melalui 
musyawarah dimaksudkan untuk 
mempercepat dan menyederhanakan 
penyelesaian perselisihan yang timbul 
dalam melaksanakan materi dari undang- 
undangini. 

11. Pengaturan mengenai ketentuan pidana 
danlain-lain. (Bab XI) 
Bentuk sanksi terhadap pelanggaran 
ketentuan pasal 3, pasal 4, atau 
penetapan Pemda yang dimaksudkan 
dalam pasal 5, pasal 8 ayat (3), pasal 19 
ayat (1), dan para perantara antara 
nelayan pemilik dan nelayan penggarap 
dengan memiliki maksud untuk 
memperoleh keuangan bagi dirinya 
sendiri, hanya dikenakan sanksi 
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan 
dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 
10.000,- (pasal 20). 

Jika melihat ketentuan tersebut, maka setiap 

pelanggaran terhadap ketentuan dalam 

undang-undang ini dianggap sebagai 

pelanggaran dan bukan suatu kejahatan. 


Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Nelayan 
Wuring 

Wuring, merupakan sebuah wilayah 
pesisir yang termasuk ke dalam wilayah 
kabupaten Sikka, propinsi Nusa Tenggara 


Timur. Pada wilayah ini sebagian besar 
bermata pencaharian hanya sebagai nelayan. 
(lihat Tabel 1.) 

Pada wilayah Wuring ini terdapat 
kelompok nelayan tangkap dengan 
menggunakan lempara (sejenis pukat nilon 
ukuran 6 dan 9) dan nelayan pancing tuna. 
Pola pembagian hasil pada dua kelompok ini 
berbeda. Kelompok nelayan lempara terdiri 
dari lempara siang dan lempara malam. Waktu 
melaut, jenis kapal yang dipergunakan, 
pembagian tugas, lokasi penangkapan, 
ukuran alat tangkap (lempara) dan frekuensi 
menebar jaring pukat (lempara) menjadi 
pembeda di kelompok lempara ini. (Tabel 2.) 

Berdasarkan pada perbedaan yang ada 
tersebut terdapat pula perbedaan pola 
pembagian hasil perikanannya. Pembagian 
pada anggota kelompok lempara siang akan 
menghasilkan lebih besar, karena tidak ada 
yang bertugas sebagai 'sampan' pembakar, 
sehingga pembagian hasil kepada anggota 
kelompok akan lebih besar jika dibandingkan 
dengan pembagian hasil di kelompok nelayan 
lempara malam. 

Pembagian hasil pada kelompok nelayan 
lempara (istilah 'lempara' adalah sama dengan 
istilah lampara) siang adalah di bagi 3 (tiga), 
1 (satu) bagian untuk pemilik rumpon dan 2 
(dua) bagian untuk pemilik lempara. Setelah 
menerima 2 (dua) bagian, pemilik lempara 
mengurangi dulu dengan biaya operasional, 
baru kemudian di bagi 2 (dua), 1 (satu) bagian 
untuk pemilik kapal dan 1 (satu) bagian lagi 


Tabel 1. Jumlah Nelayan dengan Mata Pencaharian Hanya Sebagai Nelayan dan Tidak 


Hanya Sebagai Nelayan 


Table 1. Fisherwhohasonly a Single Livelihood and who has Alternative Livelihood 


Jumlah responden/ % 
Status/Status Number of reeponderit i 
Nelayan dengan MP hanya sebagai nelayan/ 49 61,25 
Fisher who has only a single livelihood 
Nelayan dengan MP tidak hanya sebagai nelayan/ 31 38,75 
Fisher who has alternative livelihood 80 100 


Jumlah 


(sumber : data primer diolah, 2009/sourch: source primer data, 2009) 
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Tabel2.Perbedaan Kelompok Nelayan Lempara yang Diperoleh Siang dan Malam Hari 
Table 2. The Differences Between Group of Lampara Fisher Operating in the Day lightand Night 


Lampara Siang / 
Morning Lampara 


Lampara Malam / 
Evening Lampara 


Jenis Kapal 
dipergunakan / Type 
of ships Capacity of 
boat 

Pembagian Tugas / 


Job Description 


Lokasi Penangkapan/ 
Fishing ground 


Ukuran alat tangkap 
dan frekuensi 
penebaran jaring 
(lampara)/ Mesh size 
and freguent using 
fishing gear 


Ukuran lebih kecil (maksimal 5 
GT)/ 
Smaller (maks. 5GT) 


- Pemilik kapal (biasanya 
merangkap sebagai 
juragan)/ Tthe owner of the 
ship include the boss 
Pemilik Rumpon/ The owner 
of rumpon 

ABK (anak buah kapal)/ 
The crew of the ship 

Tidak ada yang bertugas 
sebagai sampan 
pembakar'/No crew as 
sampan pembakar’ 


- Hingga mendekati perairan 
di sekitar sulawesi./ Almost 
not far away from Sulawesi 
Island 


- Alat tangkap berukuran 
lebih kecil, sehing ga dalam 
1 (satu) trip penangkapan 
dapat dilakukan beberapa 
kali penebaran jaring 
(lampara)/ The fishing gear 
is smaller that's why can 
use fishing gear morethan 
once in one trip. 


Ukuran lebih besar (hingga 10 
GT)/ 
Bigger (maks. 10 GT) 


Pemilik kapal (biasanya 
merangkap sebagai 
juragan) /The owner of the 
ship include the boss 
Pemilik Rumpon/ The owner 
of rumpon 

ABK (anak buah kapal) / 
The crew of the ship 

Ada yang bertugas sebagai 
‘sampan pembakar'/ There's 
a crew as sampan 
pembakar' 


Hanya sekitar perairan teluk 
maumere, tidak terlalu jauh 
dari wuring./ Only near 
maumere bay, not far away 
from wuring 

Alat tangkap berukuran 
lebih besar, sehingga dalam 
1 (satu) trip penangkapan 
biasanya cukup dilakukan 1 
(satu) kali penebaran jaring 
(lampara). / The fishing gear 
is bigger that's why only use 
fishing gear once in one trip. 


(sumber : data primer diolah, 2009/sourch: source primer data, 2009) 


setelah dikurangi biaya jika terjadi kerusakan 


menguntungkan, 


karena pembagian hasil 


pada kapal baru dibagikan secara merata 
kepada para ABK. 

Pembagian hasil pada kelompok nelayan 
lempara malam, 10% dari nilai hasil tangkapan 
merupakan pembagian untuk nelayan 
'sampan pembakar', baru kemudian dilakukan 
pembagian seperti pada kelompok nelayan 
siang. dapat dilihat pada Gambar 1. 

Pada kelompok nelayan pancing tuna, 
bagi para nelayan ABK pola pembagian lebih 


pada kelompok nelayan pancing tuna cukup 
dikurangi biaya operasional, setelah itu akan 
dibagi merata kepada anggota kelompok 
nelayan pancing tuna tersebut (masing- 
masing dihitung 1 (satu) bagian, termasuk 
pemilik kapal tuna) dapat dilihat pada Gambar 
2. 

Perjanjian lain yang terkait dengan usaha 
perikanan laut di daerah Wuring ini, yaitu : 
1. Perjanjian antara kelompok nelayan 
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Catatan/Notes 


Untuk bagian ABK, masih harus dibagi rata sesui dengan jumlah ABK yang ada/ 
Specially for crew part, it must be devide again depend on amount of the crew. 


Gambar 1. Pembagian Hasil Lampara Siang 
Figure 1. Distribution Result on Day Light's Lampara 


lempara dengan para penjual ikan (palele). 
Pada perjanjian ini terdapat unsur 
kesepakatan yang dilakukan secara lisan 
antara kelompok nelayan lempara dengan 
para penjual ikan (palele), kesepakatan itu 
berupa: 

Bahwa kelompok nelayan lempara akan 
melakukan penjualan hasil tangkapan 
kepada para penjual ikan (palele) yang telah 
melakukan kesepakatan bersama. 

- Penjualan dilakukan kepada para penjual 


ikan (palele) setelah para palik 
menyerahkan sejumlah uang yang telah 
ditentukan bersama dengan kelompok 
nelayan lempara sebagai tanda akad jadi 
(pengikat). 

Pelaksanaan atas kesepakatan ini 
sepenuhnya tergantung dari kesadaran dari 
masing-masing pihak karena tidak ada 
sanksi di dalam kesepakatan ini. 

Perjanjian ini lebih didasarkan pada rasa 
saling percaya antara para pihak, karena 


Catatan/Notes 
Untuk bagian ABK, masih harus dibagi rata sesui dengan jumlah ABK yang ada/ 
Specially for crew part, it must be devide again depend on amount of the crew. 


Sampan Pembakar 10% 


Gambar 2. Pembagian Hasil Lampara Malam 
Figure 2. Distribution Result on Night's Lampara 
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Kesan Nelayan Wuring 


(Bayu Vita Indah Yanti) 


Kelompok Nelayan Pancing Tuna/ 
Tuna Group Fishing Fisher 


Butuh Modal Untuk Melaut/ 
Need Capital for Sail 


3 


P 


- Butuh Kepastian Pasar Untuk Memasarkan Hasil Terapan N 

- Adanya Larangan Untuk Menjual Langsung ke Perusahaan, | 
Sehingga Harus Dijual Lewat Penampung/ 

- Need Market Certainty to the Markets of Catchment 

- Any Direct Selling to the Company, so That Must be Sold 

by Cllector P. 


(TN Ikan Tuna aan 
C Tuna Dealer p 


Butuh Hasil Tangkapan Ikan Tuna 
Untuk di Jual Kembali Ke Perusahaan/ 
Tuna Catch Need For the Company to 

Sell Back 


- Jumlah Kelompok Nelayan Tuna yang Terbatas a 
- Jumlah Distributor yang Banyak 


- Harus Melakukan Perikatan dengan KN Tuna untuk Menjamin 
Adanya Pasokan/ 

- Total Group Limited Fishers Tuna 

- Distributors Total Lots 

- With Tuna Fishers Group to Warrant is Supply 


Gambar 3. Skema Perjanjian Antara KN Lampara dengan Penjual Ikan (Palele) 
Figure 3. The Covenant Scheme Lampara With KN Fish Seller (Palele) 


setelah adanya 'pengikat', proses penjualan 
hasil tangkapan kelompok nelayan lempara 
tidak harus dilaksanakan dengan 
melakukan pembayaran tunai, karena 
pembayaran oleh 'palele' bisa dilakukan 
setelah ikan laku terjual kepada para 
konsumen. 

2.Perjanjian antara kelompok nelayan 
pancing tuna dengan para penampung 
(penyalur)tuna. 

Alasan-alasan dilakukannya 
kesepakatan antara kelompok nelayan 
pancing tuna dengan para penyalur ikan tuna 
(penampung) dapat dilihat dari adanya 
ketergantungan satu dengan lainnya. 

Jika melihat dari sisi kelompok nelayan 
pancing tuna, mereka melakukan 
kesepakatan tersebut dikarenakan mereka 
membutuhkan modal (prongkosan) untuk 
melaut, mereka membutuhkan kepastian 
pasar untuk menampung dan memasarkan 
hasil tangkapan mereka, dan dikarenakan 


adanya kebijakan dari pemerintah daerah 
setempat yang melarang para kelompok 
nelayan pancing tuna ini untuk menjual 
langsung hasil tangkapan mereka ke 
perusahaan sehingga mereka tidak memiliki 
pilihan lain selain menjual hasil tangkapan 
mereka melalui para penyalur ikan tuna 
(penampung). 

Jika melihat dari sisi para penyalur ikan 
tuna (penampung), mereka melakukan 
kesepakatan dengan kelompok nelayan 
pancing tuna dikarenakan mereka 
membutuhkan hasil tangkapan kelompok 
nelayan pancing tuna tersebut untuk dijual 
kembali ke perusahaan pengolah tuna, 
keterbatasan jumlah kelompok nelayan ikan 
tuna dan banyaknya jumlah penyalur ikan tuna 
(penampung) yang terdapat di wilayah ini juga 
mempengaruhi mereka untuk melakukan 
kesepakatan tersebut dengan alasan untuk 
menjamin ketersediaan pasokan untuk di jual 
kembali kepada perusahaan tuna. 
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Perjanjian antara 
kelompok nelayan 
lempara dengan para 
ikan(palele)/Agreeme 


nts between groups of 
fisher with the fish 
sellers lampara 
(palele) 


Z 
Kesepakatan lisan/Verbalagrement 


J 


Menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda 
akad jadi/Cash surrender as a sign agrees 


Besaran uang per orang tidak ditentukan, karena 
dilakukan per kelompok, jadi tergantung 
kesepakatan dan dilihat dari kemampuan/ 
The amount of maoney can not be determined 
depending on the abillity of groups 


kesadaran masing-masing 2 pihak/Compliance 
with the agreement depend on the awareness of 


Kepatuhan terhadap kesepakatan tergantung = 
each 


Gambar 4. Alasan-alasan Kn Pancing Tuna Melakukan Kesepakatandengan Penyalur Ikan 


Tuna 


Figure 4. The Reasons For Fishing Tuna Fishing Communities an Agreement With its Supplier 


of Tuna Fish 


Analisis Terhadap Penerapan Undang- 
undang Bagi Hasil Perikanan Pada 
Pelaksanaan Pembagian Hasil Perikanan di 
Wuring 
Setelah melakukan analisis terhadap 
materi muatan Undang-undang nomor 16 
tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan dan 
juga setelah melihat perjanjian bagi hasil 
maupun pola-pola bagi hasil yang terdapat 
pada usaha perikanan laut di Wuring, maka 
dapat dilakukan analisis terhadap penerapan 
dari undang-undang tersebut sebagai berikut : 
1. Terhadap Pola Bagi Hasil Kelompok 
Nelayan Lempara. 
Jika dilihat dari perbandingan hasil yang 
diterima nelayan penggarap (ABK) 
kurang dari 40%, berarti melanggar 
ketentuan dari pasal 3 ayat (1) undang- 
undang ini; namun hal tersebut masih 
dilakukan karena ketidakmampuan 
untuk memiliki mata pencaharian yang 
lain dan ketergantungan mereka 
terhadap laut. 
2. Terhadap Pola Bagi Hasil Kelompok 
Nelayan Pancing Tuna. 


Jika dilihat dari pola pembagian hasil 
yang di terima (bagi rata), maka untuk 
pola pembagian hasil perikanan untuk 
kelompok nelayan pancing tuna sudah 
memenuhi ketentuan dalam pasal 3 
ayat (1) undang-undang ini dan di mata 
para nelayan pola pembagian ini 
memang yang paling memenuhi rasa 
keadilan mereka. 

3. Terhadap Perikatan yang terjadi antara 
Kelompok Nelayan Lempara dengan 
Palele. 

Perikatan yang terjadi sebenarnya 
melanggar ketentuan dari pasal 8 ayat 
(3), karena hal tersebut menyebabkan 
kelompok nelayan tersebut memiliki 
kewajiban moral untuk menjual hasil 
tangkapannya kepada palele tersebut. 
Namun hal tersebut tetap berlaku 
hingga saat ini justru untuk menolong 
para palele yang memiliki keterbatasan 
modal usaha, melalui perikatan yang 
terjadi di awal, para juragan bisa menitip 
jual hasil tangkapannya dan para palele 


(Bayu Vita Indah Yanti) 


Nelayan Wuring 
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4. 


IV.KESIMPULAN DAN 
KEBIJAKAN 


dengan modal terbatas tersebut dapat 
menunda melakukan pembayaran 
hingga ikan yang didagangkan habis. 
Terhadap Perikatan yang terjadi antara 
Kelompok Nelayan Pancing Tuna 
dengan Penampung Tuna 

Perikatan yang terjadi sebenarnya 
melanggar ketentuan dari pasal 8 ayat 
(3), karena hal tersebut menyebabkan 
penentuan harga ikan tuna hasil 
tangkapan akan ditentukan oleh para 
penampung tuna tersebut. Namun hal 
tersebut tetap berlaku hingga saat ini 
dikarenakan keterbatasan modal usaha 
perikanan yang dimiliki oleh para 
kelompok pencari ikan tuna di wilayah 
ini. Permasalahan pemasaran juga ikan 
tuna juga menyebabkan kelompok 
nelayan pancing tuna ini melakukan 
perikatan (ijon) dengan para 
penampung tuna. Karena peraturan 
daerah setempat melarang perusahaan 
ikan tuna untuk membeli secara 
langsung ikan-ikan tuna hasil tangkapan 
para nelayan, mereka hanya boleh 
melakukan pembelian melalui para 
penampung tuna setempat. 
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, 
maka perikatan ijin tersebut masih 
(Tabel 3 dan Tabel 4). 


IMPLIKASI 


Kesimpulan 


Berdasarkan pada hasil analisa dan 


pembahasan yang telah diuraikan di atas, 
dapat disimpulkan bahwa : 
1) Undang-undang nomor 16 tahun 1964 


tentang bagi hasil perikanan adalah 
undang-undang yang lahir dengan 
konsep masyarakat Indonesia yang 
sosialis karena lahir pada masa 
demokrasi terpimpin, sehingga untuk 
konsep masyarakat Indonesia saat ini 
tidak cocok dan sebaiknya digantikan 
oleh peraturan sejenis. Mengingat 


2) 


3) 


konsep materi muatan peraturannya 
cukup baik dan memberikan rasa 
keadilan bagi para pihak yang terkait 
didalamnya. 

Pelaksanaan pola pembagian hasil 
perikanan yang terdapat di masyarakat 
tidak semua dapat mengakomodir rasa 
keadilan bagi masing-masing pihak, 
karena biasanya hal tersebut sudah 
berlangsung secara turun-temurun dan 
biasanya terdapat salah satu pihak yang 
mendominasi perjanjian tersebut. 

Pada saat ini banyak sekali ketentuan 
dari undang-undang tersebut yang 
belum dapat diselenggarakan secara 
maksimal disebabkan karena ketentuan 
sanksi yang tidak berat dan belum 
disesuaikannya materi perundang- 
undangan dari peraturan ini dengan 
peraturan lain yang telah diperbaharui. 


Implikasi Kebijakan 


Berdasarkan pada hasil analisis dan 


pembahasan yang telah dilakukan, berikut 
disampaikan beberapa saran kebijakan yang 
dapat dilakukan oleh para pembuat kebijakan 


di 


bidang perikanan 


terkait dengan 


pelaksanaan bagi hasil perikanan : 


1) 


3) 


Untuk melindungi kepentingan para 
pihak yang terkait dalam usaha 
perikanan, keberadaan peraturan 
perundang-undangan mengenai bagi 
hasil perikanan tetap dibutuhkan. 
Mengingat terdapatnya berbagai 
perkembangan yang terjadi di 
masyarakat yang sudah tidak sesuai lagi 
dengan isi dari materi muatan Undang- 
undang nomor 16 tahun 1964 tersebut 
mungkin dapat dicabut dan digantikan 
dengan undang-undang sejenis dengan 
materi muatan yang lebih baik. 
undang-undang nomor 16 tahun 1964 
tersebut mungkin dapat dicabut dan 
digantikan dengan undang-undang 
sejenis dengan materi muatan yang 
lebih baik. 

Dengan adanya perikatan-perikatan 
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yang masih menimbulkan kerugian bagi Fanani, A.Z. Teori Keadilan dalam Perspektif 


usaha perikanan yang disebabkan 
karena adanya masalah permodalan, 
maka sebaiknya terdapat ketentuan 
bantuan permodalan yang lebih mudah 
di akses oleh para nelayan. 

4) Permasalahan pemasaran yang terjadi, 
yang juga menjadi salah satu sebab 
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